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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 202 4 disusun berdasarkan 

Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 202 4. Semua Program 
dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Strategi Badan Pengawas Obat 
dan Makanan selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana 

Strategis (Renstra) BBPOM di Semarang Tahun 202 4 yang merupakan 
tahun  kelima atau  terakhir  pelaksanaan Renstra tahun 2020 -2024. 

Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur kedalam 34  
indikator Kin erja Utama  (IKU) yang mengukur keberhasilan 11 Sasaran 
Kegiatan, dengan ringkasan sebagai berikut.   

 

SP Stakeholder Perspecstive

1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di 

Semarang

2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan 

Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan 

 Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja 

BBPOM di Semarang

IPP Internal Proses Perspektive

4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan 

publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Semarang

5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di 

wilayah kerja BBPOM di Semarang

6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di 

wilayah kerja BBPOM di Semarang

7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja 

BBPOM di Semarang

LGP Learning and Growth Perspektive

8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal

9 Terwujudnya SDM BBPOM di Semarang yang berkinerja optimal

10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan 

makanan

11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Semarang secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan

NPSS

Perbandingan 2020-2024
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NPSS tahun 2024  (106,14)  dibandingkan dengan NPS 202 4 (104,77 ) terjadi 

penurunan 1,37  poin. Meskipun turun tetapi  pencapaian Kinerja BBPOM 

di Semarang tahun 2024  ke tahun 202 4 tetap dianggap akuntable  

karena masih masuk kriteria Istimewa . 

Berdasarkan pembagian 

klaster, BBPOM di 

Semarang masuk dalam 

Klaster 1 yang terdiri 

dari : BBPOM di 

Surabaya, BBPOM di 

Semarang, BBPOM 

Bandung, BBPOM 

Yogyakarta dan BBPOM 

di Jakarta . Pencapaian 

NPSS BBPOM Klaster 1 

dapat dilihat pada tabel 

3.1, dan nilai capaian kinerja selengkapnya untuk tiap indikator dapat 

dilihat pada Lampiran.  

 

Penyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai 
berikut :  

1.  Pada tahun 202 4 BBPOM di Semarang berhasil mewujudkan Obat 

dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah BBPOM di 
Semarang dengan memperoleh NPS 101,15 % dengan kriteria 
Sangat Baik .  

2.  Pada tahun 2024  BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan 
kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan 
Makanan di wilayah BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 

102,64 % dengan kriteria Sangat Baik .  
3.  Pada tahun 2024  BBPOM di Semarang b erhasil meningkatkan 

kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja 
pengawasan Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Semarang 
dengan NPS sebesar 102,64 % dengan kriteria Sangat Baik . 

4.  Pada tahun 2024  BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan 
efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan 

publik di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 
102,97 % dengan kriteria Sangat Baik . 
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5.  Pada tahun 2024  BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan 
efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Maka nan di 

lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 100,14 % dengan 
kriteria Sangat Baik . 

6.  Pada tahun 2024  BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan 

efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan 
di lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 1 20% dengan 
kriteria Sangat Baik . 

7.  Pada tahun 2024  BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan 
efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup 

BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 107,18%  dengan kriteria 
Sangat Baik .  

8.  Pada tahun 2024  BBPOM di Semarang belum berhasil mewujudkan 

tata kelola pemerintahan BBPOM di Semarang yang optimal dengan 
NPS sebesar 97,83% % dengan kriteria Cukup. Hal ini dikarenakan 
ada reviu target untuk IKU Indeks RB dan Nilai AKIP serta ada 

penurunan nilai di komp onen Capaian Kinerja yang tidak lebih baik 
dari tahun sebelumnya.  

9.  Pada tahun 2024  BBPOM di Semarang belum berhasil mewujudkan 
SDM BBPOM di Semarang yang optimal dengan NPS sebesar 
96,26 % dengan kriteria Cukup . Hal ini dikarenakan ada perubahan 

cara penguku ran IP ASN Tahun 2024, dan penilaian ini di exclude 
dari perhitungan NPSS.  

10.  Pada tahun 2024  BBPOM di Semarang berhasil menguatkan 
laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat 
dan Makanan dengan NPS  111,46 % dengan kriteria Sangat Baik . 

11.  Pada tahun 2024  BBPOM di Semarang berhasil mengelola 
keuangan BBPOM di Semarang secara akuntabel dengan NPS 

sebesar 100,91 % dengan kriteria Sangat Baik   
 

Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BBPOM di 

Semarang Tahun 202 4 adalah sebagai berikut  dari 11 Sasaran Kegiatan 
yang ditetapkan yaitu :  

1.  9 (sembilan) memperoleh Kriteria  Sangat Baik  

2.  2 (dua) memperoleh Kriteria Cukup  
 

Nilai  Pencapaian Sasaran (NPSS) total tahun 202 4 adalah sebesar 104,77 % 
dengan kriteria Sangat Baik.  
 

Hal tersebut tidak terlepas dari capaian 34 Indikator Kinerja Utama yang 
sangat berpengaruh terhadap capaian sasaran kegiatan.  

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Semarang pada 
tahun 2024  antara 96, 26% sampai dengan 121,86 %. Capaian indikator 
kinerja terenda h pada indikator òIndeks Profesionalitas ASN UPTó sebesar 

96, 26%, disebabkan ada perubahan cara pengukuran IP ASN Tahun 2024, 
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dan penilaian ini di exclude dari perhitungan NPSS . Sedangkan capaian 
indeks òNilai Pengelolaan Barang Milik Negara ó sebesar 121,8 6% hal ini 

dikarenakan BBPOM di Semarang mendapatkan nilai sempurna untuk 
penilaian terhadap Ketepatan waktu pelaporan, RKBMN, Penghapusan dan 
Pemusnahan. Untuk PSP tidak mendapat nilai sempurna yaitu 99,9% 

karena masih ada data BMN yang belum terbit SK PS P nya oleh Pengguna 
Barang walaupun 100% data BMN sudah diajukan Penetapan Status 
Penggunaanya oleh pengelola BMN BBPOM di Semarang. Untuk kualitas 

pelaporan dinilai langsung oleh pembina BMN dari Biro Umum Badan 
POM. 

 
Analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun 

terkini berdasarkan 

perbandingan antara 
tingkat pertumbuhan 
rata -rata tahunan 

periode terkini 
dengan tingkat 

pertumbuhan 
tahunan linear yang 
diperlukan untuk 

mencapai target akhir 
periode Renstra. Hasil 

analisis  Tren  dari 
tahun 2020 sampai 
dengan 2024 

didapatkan sebagian 
besar tercapai dengan 
kriteria Meningkat 

(On the track), 
adapun rinciannya 

sebagai berikut:  
 

 5 (tujuh) IKU atau 14 % dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan 

karena IKU tersebut baru ada di tahun 202 4.  

 2 (dua)  IKU atau 6%  dengan kriteria  Stagnan  untuk IKU 22 dan 

23 karena Realisasinya selalu 100% dari tahun 2020  

 23 (dua puluh tiga ) IKU atau 66 % dengan kriteria Meningkat ( On 

the Track ); 

 4 (empat ) IKU atau 11 % dengan kriteria Meningkat (Moderat) ; 

 1 (Satu) IKU atau 3%  dengan kriteria Menurun Yaitu IKU NIlai 

Kinerja Anggaran, ini dikarenakan adanya pelakuan kebijakan 

automatic adjustment  dan tidak terkontrolnya pelaksanaan 

anggaran berdasarkan RPD yang telah dibuat.  



 

 

 v  

 

 

Realisasi anggaran sampai dengan Akhir Tahun 2024 mencapai Rp 
60.746.380.781 dibandingkan dengan Pagu Anggaran dikurangi Blokir 

maka realiasi 99,95 %. Jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran 
ditambah Blokir realisasi menjadi 95,84%.  Dan d i akhir tahun Renstra 
untuk ke -tujuh Tujuan telah tercapai/on track seluruhnya dengan sangat 

baik.  

Semarang, 26 Februari 2025  

Kepala Balai Besar POM  

di Semarang  

 

LINTANG PURBA JAYA   
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KATA PENGANTAR 
 

Kepala Balai Besar POM di Semarang  

LINTANG PURBA JAYA  

Semarang, 26 Februari 2025  

 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena 

penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2024 

dapat terselesaikan tepat waktu. Sebagai instansi pemerintah yang 

memiliki komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilaya h 

Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, BBPOM di 

Semarang telah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. 

Laporan kinerja mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014  tentang 

petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interm 

merupakan bentuk akuntabilitas terkait keberhasilan atau kegagalan 

dalam melaksanakan Rencana Aksi Perjanjia n Kinerja yang telah disusun 

dan disahkan oleh Kepala Badan POM.  

Perkembangan teknologi sedikit banyak telah mengubah aspek 

kehidupan manusia, seperti pengawasan obat dan makanan di Jawa 

Tengah. Dengan menggunakan kemudahan akses informasi, masyarakat 

dapa t dengan mudah menemukan informasi tentang kandungan, 

keuntungan, efek samping, dan legalitas suatu produk. Hal ini 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih obat dan 

makanan yang aman. Namun demikian, perkembangan teknologi juga 

memberi da mpak negatif yaitu memudahkan peredaran obat dan 

makanan ilegal, terutama penjualan melalui e-commerce/online . 

Dukungan Masyarakat tidak kalah penting dalam keberhasilan terhadap 

program -program prioritas BBPOM di Semarang.  
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Salah satu inovasi yang dilakuka n Balai Besar POM di Semarang yaitu 

GUMREGAH PLUS (Nggugah UMKM Resik Saking Bahan Berbahaya) yang 

menyasar  makanan khas/bahan pangan yang menjadi unggulan dari 

suatu daerah agar bebas dari bahan berbahaya sehingga aman untuk 

dikonsumsi oleh Masyarakat.  

Inovasi ini juga mengedepankan strategi  kolaborasi  dengan  melibatkan 

pihak  swasta,  masyarakat, lintas sektor,  media dan  akademisi dalam 

melakukan  percepatan penurunan penggunaan  bahan berbahaya dalam 

pangan di wilayah Jawa Tengah. Hal inilah yang mendorong  BBPOM di 

Semarang untuk melakukan perubahan pada perilaku masyarakat untuk 

tidak mengonsumsi produk pangan yang mengandung Bahan Berbahaya 

dengan menggunakan inovasi GUMREGAH PLUS.  

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang t elah memberikan sumbangsih sehingga kinerja BBPOM di 

Semarang dapat tercapai. Akhir kata, semoga laporan ini dapat 

bermanfaat dan menjadi pertanggungjawaban BBPOM di Semarang 

kepada Masyarakat maupun stakeholders  lainnya.  

 

Kepala Balai Besar POM di Semaran g 

 

LINTANG PURBA JAYA   
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2020 - 2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

Presiden yang berfungsi sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga 

(K/L) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L disebutkan bahwa 

sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal 

akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, maka arah 

kebijakan da n strategi untuk penguatan sistem Pengawasan Obat dan 

Makanan adalah dengan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan 

makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas 

pengawasan pre dan post market obat dan makanan berisiko yang 

didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) 

pengawas dan penguatan laboratorium dan balai pengawas obat dan 

makanan; peningkatan riset; percepatan dan perluasan proses layanan 

publik termasuk registrasi; perluasan pemanfaatan teknologi informasi 

dalam  pengawasan obat dan makanan; peningkatan kepatuhan dan 

kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan 

pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengawasan; dan perluasan penyidikan dan penindakan terhadap 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang obat 

dan makanan.  

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia 

memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk 

menyelenggarak an tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan 

Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 

Namun demikian, BPOM masih memerlukan payung hukum berupa 

Undang -Undang Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat 

mengakomodir pengawasan Ob at dan Makanan secara holistik, oleh 

karena itu pada RPJMN Tahun 2020 -2024 diagendakan pembahasan 

Rancangan Undang -Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.  

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di 

Semarang Tahun 2024 disusun seba gai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 

2024. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk pertangungjawaban 
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BBPOM di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan 

pengawasan obat dan makanan di Provinsi  Jawa Tengah. Selain untuk 

memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga 

merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 2 9 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas La poran Kinerja Instansi Pemerintah.  

 

1.2  GAMBARAN UMUM ORGANISASI  

BBPOM di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan 

BPOM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2024  tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPO M. 

BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang 

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis 

penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, 

berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Sema rang, 

Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), 

Fax (024) 7613633, Email bpom_semarang@pom.go.id, Website 

www.pom.go.id , Instagram, Facebook, dan Twitter: @bpomsemarang.  

BBPOM di Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab  kepada  Kepala  Badan POM,  yang secara  

teknis  dibina  oleh  Deputi sesuai bidang tugasnya dan  secara  

administratif  dibina  oleh  Sekretaris  Utama.   

Dal am menjalankan fungsinya, BBPOM di Semarang mengacu pada 

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  

Peraturan Badan Pengawas  Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Bad an Pengawas Obat dan Makanan, dimana fungsi yang dijalankan 

meliputi:  

FUNGSI BBPOM DI SEMARANG   

 

8. Pelaksanaan pengujian 

Obat dan Makanan 

dalam rangka 

investigasi dan 

penyidikan  
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1.  Penyusunan 

rencana,  

program, dan 

anggaran di bidang 

pengawasan Obat 

dan Makanan  

 

 

 

9. Pelaksanaan cegah 

tangkal, intelijen dan 

penyidikan terhadap 

pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang -

undangan di bidang 

pengawasan Obat dan 

Makanan  

2. Pelaksanaan 

pemeriksaan 

fasilitas produksi 

Obat dan  

Makanan  

 

 

 

 

10.Pelaksanaan 

pemantauan peredaran 

Obat dan Makanan 

melalui siber  

3. Pelaksanaan 

pemeriksaan 

fasilitas distribusi 

Obat dan Makanan 

dan fasilitas  

pelayanan 

kefarmasian  

 

 

 

 

11.Pengelolaan 

komunikasi, informasi, 

edukasi, dan pengaduan 

masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan 

Makanan  

4. Pelaksanaan 

sertifikasi produk 

dan fasilitas 

produksi dan 

distribusi Obat dan  

Makanan  

 

 

 

 

12.Pelaksanaan 

kerjasama di bidang 

pengawasan Obat dan 

Makanan  

5. Pelaksanaan 

sampling Obat dan  

Makanan  

 

 

 

 

13.Pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan di 

bidang pengawasan 

Obat dan Makanan  

6. Pelaksanaan 

pemantauan label 

dan iklan Obat dan  

Makanan  

 

 

 

 

14.Pelaksanaan urusan 

tata usaha dan rumah 

tangga  

7. Pelaksanaan 

pengujian rutin Obat  

dan Makanan  

 

 

 

DLL  

15.Pelaksanaan fungsi 

lain yang diberikan 

oleh Kepala Badan  
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Cakupan wilayah pengawasan BBPOM di Semarang adalah 22 Kabupaten 

dan 4 Kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Sisanya merupakan cakupan 

wilayah Balai  POM di Kota Surakarta sebanyak 5 Kabupaten/ Kota dan 

Loka POM di Banyumas sebanyak 4 Kabupaten/ Kota. Dalam 

melaksanakan tugasnya, BBPOM di Semarang menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun dalam 

hubungan antar insta nsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

 

1.3  STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun 

berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2024  Tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Li ngkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di 

Semarang per Januari 2024 seperti pada Gambar 1.1   

Struktur organisasi BBPOM di Semarang terdiri atas:  

a. Kepala;  

b. Bagian Tata Usaha; dan  

c. Kelompok Jabatan Fungsional.  
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Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Semarang 

 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Struktur Organisasi BBPOM 

di Semarang adalah sebagai berikut:  

1. Bagian Tata Usaha  

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas antara lain:  

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, 

pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi 

komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan 

kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, 

kerumahtanggaan dan admi nistrasi penjaminan mutu.  

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan  

fungsi:  

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;  

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;  

c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;  
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d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;  

e. Pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;  

f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;  

g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan  

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.  

 

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional yang terdiri  

  

2. Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan 

pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan 

Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam 

pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara 

individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja terdiri atas:  

a. ketua tim; dan  

b. anggota tim.  

Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh 

pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan 

keahlian sesuai dengan kebutu han pelaksanaan tugas. Ketua tim 

melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai 

dengan bidang tugasnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan pera turan perundang -undangan.  

 

1.4 ISU STRATEGIS BBPOM DI SEMARANG TAHUN 2024 

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi 

BBPOM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan 

di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi 

terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi 

masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, 

BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan full spectrum 
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mulai dari pre-market hingga post -market control yang disertai dengan 

upaya penegaka n hukum dan pemberdayaan masyarakat ( community 

empowerment ) di wilayah Jawa Tengah.  

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai unit kerja pengawas Obat dan 

Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik 

secara kelembagaan maupun dukungan regulas i yang dibutuhkan, 

terutama peraturan perundang -undangan yang menyangkut peran dan 

tugas agar pencapaian kinerja di masa  datang  semakin  optimal dan dapat 

memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang 

lebih efektif dan efisien dalam meng ontrol keamanan, khasiat/manfaat 

dan mutu Obat dan Makanan.  

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran 

dan kewenangannya, yaitu:  

a. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan  

b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong 

kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan 

kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi 

masyarakat  

c. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang  

 

Strategi BBPOM di Semarang, antara lain:  

1.  Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis 

risiko  

2.  Penguatan pengelolaan SDM BBPOM di Semarangberbasis sistem merit.  

3.  Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha  

4.  Peningkatan komunikasi,  informasi, dan edukasi untuk mendorong 

peran serta masyarakat dalampengawasan Obat dan Makanan.  

5.  Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan 

pengawasan Obat dan Makanan.  

6.  Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan 

kejahatan obat dan makanan.  

7.  Penguatan peng ujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat 

dan Makanan.  

8.  Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Semarang 

termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan 

publikberbasis elektronik.  

9.  Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastrukt ur serta 



 

 

 26  

 

peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.  

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya 

penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu 

didukung lintas sektor terkait meliputi peningkatan  kerjasama, 

komunikasi, informasi dan edukasi.  

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis 

Internal  

BBPOM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan 

obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :  

a. Sumber Daya Manusia (SDM)  
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Gambar 1. 2 Profil Pegawai BBPOM di Semarang Tahun 2024 
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. 

 

 

Pada Renstra BBPOM di Semarang 2020 -2024, BBPOM di Semarang telah 

memetakan kebutuhan SDM berdasarkan ABK dimana untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai dibutuhkan 

pegawai sebanyak 201 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan 

Tata Kerja mengacu Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2020 serta berbagai 

perubahan lingkungan strategis yang terjadi BBPOM di Semarang 

memandang perlu mena mbah jumlah SDM dengan jenis kepegawaian 

PPPK sehingga dapat memberikan ruang bagi SDM professional untuk 

menjadi bagian dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. 

Pada tahun 2024  BBPOM di Semarang telah mengajukan usulan 

kebutuhan PPPK Tahun 2024 sejumlah 10 formasi dengan sebaran jabatan 

antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan, Arsiparis, Pranata Komputer, 

Penata Layanan Operasional dan Pengelola Layanan Operasional. Untuk 

saat ini jumlah SDM BBPOM di Semarang per 30 Desember 2024 adalah 

141 oran g dengan persentase 20% laki -laki serta 80% perempuan. Terkait 

kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SDM BBPOM di Semarang, salah 

satu yang menjadi isu utama adalah upaya meningkatkan Indeks 

Profesonalitas ASN yang pada tahun 2024 memperoleh angka 87,79.  

Penurunan nilai IP ASN BBPOM di Semarang dibandingkan tahun 2024  

disebabkan terdapat perubahan cara perhitungan, utamanya pada dimensi 

kualifikasi yang memperhitungkan persyaratan jabatan dan dimensi 

kompetensi yang berdasarkan predikat kinerja dan riwaya t pengembangan 

kompetensi. Terkait hal tersebut, BBPOM di Semarang berupaya 

melakukan pemetaan pegawai yang masih memiliki potensi untuk 

dilakukan peningkatan nilai dimensi kualifikasi melalui peningkatan 

Pendidikan. Saat ini BBPOM di Semarang masih memili ki 19 orang pegawai 

dengan Pendidikan di bawah S1, atau secara persentase 13% dari 

keseluruhan pegawai. Disamping itu juga peningkatan nilai dimensi 

kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan 

struktural/fungsional/ pelaksana untuk mengikuti dikl at 

kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti 

seminar/workshop/sejenisnya.  
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Tabel 1. 1 Kebutuhan SDM Jft BBPOM Di Semarang Berdasarkan ABK Tahun 2024 

No Jabatan  Jumlah SDM berdasar  Gap  

ABK  ABK 

Bezzeting  

 

1 Kepala BBPOM di Semarang  1 Orang  1 Orang  0 Orang  

2 Kepala Bagian Tata Usaha pada 

BBPOM di Semarang  

1 Orang  1 Orang  0 Orang  

3 Pengawas Farmasi dan Makanan  161  Orang  116  Orang  45  Orang  

4 Arsiparis  7 Orang  3 Orang  4 Orang  

5 Pranata Komputer  6 Orang  2 Orang  4 Orang  

6 Analis Pengelolaan Keuangan 

APBN 

3 Orang  0 Orang  3 Orang  

7 Analis Anggaran  1 Orang  0 Orang  1 Orang  

8 Penata Laksana Barang  4 Orang  1 Orang  3 Orang  

9 Perencana  6 Orang  1 Orang  5 Orang  

10  Analis SDM Aparatur  2 Orang  1 Orang  1 Orang  

11  Pranata SDM Aparatur  2 Orang  1 Orang  1 Orang  

12  Pranata Keuangan APBN  7 Orang  3 Orang  4 Orang  

Total  201  Orang  130  Orang  71  Orang  

b.  Anggaran  

Sumber anggaran pelaksanaan program/kegiatan BBPOM di Semarang 

keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). 

 

Total pagu Anggaran Tahun 2024   : Rp. 60.776.444.000, - 

Realisasi anggaran   : Rp. 60.746.380.781, - 
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Persentase realisasi anggaran sebesar 99,95 % dari alokasi anggaran 

Tahun 2024  

Peranan  BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa 

layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 

tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024 sebesar : Rp. 540.750.000, -. 

Penerim aan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada 

pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan 

Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).  

 

Eksternal  

 

Wilayah kerja  BBPOM di Semarang, meliputi:   

 

 

Gambar 1. 3 Peta Pembagian wilayah kerja Pengawasan obat dan makanan di Jawa Tengah 



 

 

 31  

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Data Sarana Produksi dan Distribusi yang di Awasi Tahun 2024 
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. 

 

 

 

 

1.4.3  Isu Strategis  

Seiring perkembangan yang terjadi di Indonesia khususnya di 

wilayah Jawa Tengah pada tahun 2024, beberapa isu strategis yang 

dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Semarang, 

antara lain:  

 

1.  Globalisasi , perkembangan teknologi informasi, dan 

meningkatnya penjualan online  

Globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa perubahan 

signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengawasan 

obat  dan makanan di Jawa Tengah. Dengan adanya kemudahan 

akses informasi, masyarakat dapat dengan mudah mencari 

informasi tentang kandungan, manfaat, efek samping, dan legalitas 

suatu produk. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya memilih  obat dan makanan yang aman. Kemajuan 

teknologi memungkinkan pengawasan obat dan makanan menjadi 

lebih efisien. Penggunaan sistem informasi dan basis data 

memungkinkan petugas pengawas dengan cepat mengakses data 

produk, hasil uji laboratorium dan informas i lainnya. Pemeriksaan 

sarana produksi dan distribusi juga dapat dilakukan secara 

online/daring, sehingga dapat menambah cakupan pemeriksaan.  

Namun demikian, globalisasi dan perkembangan teknologi juga 

memberi dampak negatif yaitu memudahkan peredaran obat  dan 

makanan ilegal, terutama penjualan melalui e -commerce/online. 

Produk ilegal ini kebanyakan tidak memenuhi standar keamanan 

dan mutu sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Seiring 

dengan perubahan gaya hidup masyarakat, pola konsumsi makanan 

siap saji, dan keinginan mempercantik diri secara instan 

meningkatkan risiko penggunaan produk yang dapat 

membahayakan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut Balai 

Besar POM di Semarang melakukan beberapa upaya antara lain :  

Gambar  SEQ Gambar \ * ARABIC 4 Data Sarana Produksi 



 

 

 33  

 

a. prioritas  sampling dan pengujian pada produk yang dijual 

secara online  

b.  peningkatan kapasitas petugas pengawas  

c. peningkatan peran serta masyarakat dengan membuka 

layanan pengaduan konsumen  

d.  penguatan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain 

dengan Komisi Penyia ran Indonesia Daerah Jawa Tengah dan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah  

e. penguatan penegakan hukum secara tegas kepada pelaku 

pelanggaran di bidang obat dan makanan.  

 

2.  Peningkatan  Kapasitas SDM  

Peningkatan kapasitas SDM adalah investasi penting bagi suatu 

organisasi, tidak terkecuali BBPOM di Semarang. Dengan 

meningkatkan kapasitas SDM, BBPOM di Semarang dapat 

meningkatkan produktivitas dan kinerjanya. Selain itu, peningkatan 

kapasitas pegawai juga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan 

motivasi pegawai sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih 

positif dan produktif. BBPOM Semarang pada tahun 2024 telah 

memfasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi 

pegawai antara lain :  

a. pendidikan formal lanjutan/tugas belajar S -1 seban yak 1 

pegawai dan S -2 sebanyak 3 pegawai.  

b.  pelatihan singkat di luar negeri sebagai upaya memperluas 

wawasan pegawai terkait sistem pengawasan di negara lain. 

Pada tahun 2024 ada 3 pegawai yang masing -masing 

ditugaskan ke Amerika Serikat, Korea Selatan, dan  China.  

c. pelatihan/bimbingan teknis/workshop baik hard skill 

maupun soft skill antara lain Bimbingan Teknis Inspektur 

CPKB tingkat Senior, Pelatihan Inspektur Pangan tingkat 

Muda, Pelatihan Inspektur CPOTB Junior, Pelatihan CDOB 

tingkat Junior, Pelatihan CD OB tingkat Senior, Bimbingan 

Teknis Manajemen Risiko dan lain -lain.   
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d.  pemanfaatan aplikasi IDEAS (Integrated Development and 

Training Information System) yang merupakan platform 

pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan 

https://siasn.pom.go.id  yang memfasilitasi pegawai untuk 

mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan 

dimanapun, serta aplikasi SIMPHONI yang merupakan 

platform knowledge management di lingkungan BPOM. Kedua 

aplikasi ini dikemba ngkan untuk meningkatkan kompetensi 

pegawai secara mandiri.  

Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Semarang 

harus melakukan peningkatan SDM baik kuantitas maupun 

kualitas untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan 

strategis yang semakin dinami s. Untuk itu, BBPOM di Semarang 

perlu penambahan jumlah SDM yang berkompeten dalam 

menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya 

modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BBPOM 

di Semarang juga harus mempunyai strategi pengemban gan pegawai 

yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi -posisi 

strategis, serta melakukan peningkatan soft competency untuk 

menghasilkan pribadi pegawai dan pemimpin yang matang dalam 

menghadapi dan menyelesaikan masalah.  

3.  Regionalisasi Laborator ium  

Regionalisasi laboratorium yang dilakukan oleh BPOM sejak tahun 

2022 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pengujian obat dan makanan di Indonesia. Tujuan 

regionalisasi laboratorium yaitu meningkatkan efisiensi sumber 

daya dan meningkatkan efektivitas pengujian. Dengan 

pengelompokan laboratorium berdasarkan wilayah dan spesialisasi, 

maka setiap laboratorium dapat fokus pada kompetensi intinya. 

Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian ki mia 

untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen 

kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian mikrobiologi. 

Untuk pengujian yang membutuhkan instrumen teknologi tinggi 

atau pengujian kompleks seperti uji sterilitas atau uji DNA, maka 

pengujian dilakukan di beberapa BB/Balai POM yang memiliki 

fasilitas yang memadai.  

Melalui regionalisasi, BPOM ingin mewujudkan pengujian yang 

unggul, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan 
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strategis pengawasan obat dan makanan. Metode pendekat an yang 

komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan 

suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

laboratorium pengujian. Manfaat dari sistem manajemen 

regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian 

instrumen, b iaya pemeliharaan instrumen, fasilitas, baku 

pembanding, bahan pendukung, dan lain -lain, serta mengurangi 

timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel 

dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.  

Regionalisasi laboratorium dikelo mpokkan ke dalam 7 region. Balai 

Besar POM di Semarang masuk ke dalam Region Semarang dengan 

Koordinator BBPOM di Semarang dan anggota terdiri dari Balai 

Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM 

di Bandung, Balai Besar POM di Yogyak arta, Balai POM di Kota 

Surakarta, Loka POM di Kabupaten Bogor, Loka POM di Kota 

Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Banyumas.  

 

4.  Pemberdayaan  Masyarakat dan Pelaku Usaha Skala UMKM  

Sejalan dengan konsep pengawasan BPOM saat ini yaitu 

pengawasan proaktif maka Balai Besar POM di Semarang giat dalam 

melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha skala UMKM 

terutama produk pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional 

sebagai dukungan meningkatkan daya saing dan memperluas 

distribusi produk. Bentuk pend ampingan yang dilakukan antara 

lain pembinaan saat pemeriksaan sarana, mengadakan kegiatan 

bimbingan teknis kepada pelaku usaha/penanggung jawab baik 

secara luring maupun daring, memberikan pendampingan dan 

pelayanan proses sertifikasi/registrasi. Selain s ebagai pencapaian 

kinerja Balai Besar POM di Semarang, kegiatan ini diharapkan 

menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat khususnya para pelaku usaha skala UMKM dan dapat 

memberikan bukti nyata dukungan bagi UMKM sehingga secar a 

tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di era pemulihan ekonomi sekarang ini.  

BBPOM di Semarang terus mendorong peningkatan daya saing 

UMKM di Jawa Tengah, melalui pembinaan dan pendampingan 

sertifikasi produk dan fasilitasi gratis pengujian pangan dan obat 
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tradisional dalam rangka registrasi produk. Pada tahun 2024 

BBPOM Semarang melakukan pendampingan prioritas kepada :  

a. 30 UMK Pangan Olahan dengan hasil berupa terbit 30 UMK  IP 

CPPOB, 12  UMK terbit nomer ijin eda r, 18 UMK proses 

pendaftaran produk di sistem ereg RBA, 3 UMK terbit 

Rekomendasi pemenuhan komitmen CPPOB,  17 UMK masih 

proses CAPA Audit pemenuhan komitmen  

b.  5 UMK Obat Tradisional dengan hasil berupa terbit 5 CPOTB 

Tahap 1, 4 UMK terbit nomer ijin edar, 1  UMK proses 

pendaftaran di sistem asrot  

c. 5 UMK Kosmetik dengan hasil berupa terbit 5  SPA CPKB, 2 

UMK terbit nomer ijin edar, 3 UMK proses pendaftaran di 

sistem notifikasi kosmetik  

 

5.  Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Tengah  

Penurunan prevalensi  stunting pada balita masih merupakan 

agenda utama pemerintah pusat yang memerlukan dengan langkah -

langkah strategis, efektif dan efisien. Penanganan permasalahan 

stunting bersifat multi -dimensional. Agar tepat sasaran, diperlukan 

upaya dan kontribusi lint as sektor yang konvergen, holistik, 

integratif, dan berkualitas. Sejalan dengan hal ini, Presiden telah 

menetapkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 

Penurunan Stunting. Sesuai perpres ini, upaya percepatan 

penurunan stunting dilakukan dalam be ntuk intervensi spesifik dan 

intervensi sensitif. Intervensi spesifik langsung mengatasi penyebab 

terjadinya stunting, sedangkan intervensi sensitif menangani 

penyebab tidak langsung stunting melalui antara lain peningkatan 

akses pangan bergizi.  

Pemerintah  pusat menargetkan penurunan angka stunting nasional 

menjadi 14% pada tahun 2024. Jawa Tengah sebagai salah satu 

provinsi dengan angka stunting tertinggi, tentu memiliki peran 

penting dalam mencapai target ini. Untuk itu, Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah da n BKKBN membentuk Tim Percepatan Penurunan 

Stunting (TPPS) yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 

kecamatan, dan 8.562 desa/ kelurahan.  
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Program fortifikasi pangan merupakan salah satu strategi 

pemerintah meningkatkan akses pangan bergizi, dan hingga saat ini 

pemerintah telah menetapkan tiga pangan wajib fortifikasi, yaitu 

garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit. BBPOM di 

Semarang berperan dalam pengawasan pangan fortifikasi melalui 

pre - dan post -market control. Pre -market control berfokus pad a 

upaya pemenuhan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) 

di tingkat sarana produksi. Pengawasan terhadap jenis dan jumlah 

fortifikan yang ditambahkan, serta penilaian pemenuhan 

persyaratan mutu pada saat registrasi izin edarnya. Sedangkan, 

post -mark et control dilakukan dengan melakukan sampling dan 

pengujian produk di peredaran.ó 

 

6.  Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui 

Dana Alokasi Khusus (DAK)  

Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas 

Pengawasan Obat dan Makanan ditujukan untuk mengoptimalkan 

pengawasan obat dan makanan yang selama ini masih belum efektif. 

Inpres ini melibatkan 15 kementerian/lembaga untuk ikut serta 

dalam pengawasan obat dan makanan.  

Terkait dengan pengawalan Inpres No. 3 tahun  2017, Badan POM 

perlu melakukan pengawalan implementasi dimana salah satunya 

adalah adanya penguatan peran dan kapasitas pemerintah daerah 

dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Dalam upaya 

pengawalan fungsi tersebut, Badan POM telah mengusulkan Dan a 

Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk pengawasan di Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Sasaran DAK pengawasan obat dan makanan 

adalah Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan atau UPTD 

Laboratorium Kesehatan. Dengan adanya DAK ini, diharapkan 

pengawasan obat dan makana n di Jawa Tengah dapat meningkat 

secara signifikan. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih 

baik bagi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak 

memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.  

 

7.  Peran Criminal Justice System (CJS) dalam upaya peneg akan 

hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah  
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Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana 

merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri dari berbagai lembaga 

penegak hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk 

menangan i perkara pidana, termasuk tindak pidana di bidang obat 

dan makanan. Di Jawa Tengah, CJS berperan penting dalam upaya 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang obat 

dan makanan. Unsur CJS yang terlibat dalam penegakan hukum 

meliputi kepolisia n, kejaksaan, dan pengadilan.  

Penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan yang 

optimal tidak dapat dilakukan secara sendiri -sendiri. Oleh 

karenanya, upaya kolaboratif dengan strategi pendekatan mutual 

adjustment antara BPOM dan CJS perlu diperkuat  dalam 

mengantisipasi dan merespons perkembangan modus kejahatan 

obat dan makanan. Beberapa bentuk sinergi Balai Besar POM di 

Semarang dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dalam hal ini 

Direskrimsus dan Diresnarkoba, yaitu membantu memberikan 

keterangan ahli , bantuan pemeriksaan laboratorium, pengawasan 

serta penertiban obat dan makanan dalam rangka penegakan 

hukum tindak pidana terkait Undang -Undang Kesehatan, Undang -

Undang Pangan, Undang -Undang Perlindungan Konsumen, 

Undang -Undang Psikotropika dan Undang -Un dang Narkotika.  

 

8.  Pelaksanaan  GERMAS SAPA di Provinsi Jawa Tengah  

Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) 

merupakan aksi nasional berbasis komunitas melalui strategi 

intervensi dari sisi supply  maupun  demand yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menjamin 

pemenuhan kebutuhan pangan yang aman.  

Program GERMAS SAPA di Jawa Tengah ini merupakan Program 

yang  

komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat 

dan merupakan gabungan dari Gerakan Keamana n Pangan 

Desa/kelurahan, Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah dan 

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Masing -masing program 

memiliki segmen target komunitas yang spesifik, tetapi secara 

keseluruhan ketiganya bermuara pada terwujudnya peningkatan 

pola h idup sehat masyarakat Jawa Tengah dalam memproduksi, 
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menyediakan dan mengonsumsi pangan yang aman. Badan POM 

telah menginisiasi program ini sebagai dukungan terhadap Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sejak tahun 2017. Diharapkan 

dengan intervensi kea manan pangan kepada masyarakat luas dapat 

mengatasi permasalahan klasik di bidang Keamanan Pangan seperti 

:  

a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha 

terutama Industri Rumah Tangga Pangan tentang Aspek 

Higiene dan Sanitasi dalam proses produksi.  

b.  Penggunaan Bahan Tambahan Pangan melebihi batas  

c. Penyalahgunaan Bahan Berbahaya dalam pangan  

d.  Masalah pencemaran lingkungan termasuk cemaran air.  

9.  Penerapan  Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam fungsi 

pengawasan  

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah st rategi untuk 

mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan. BPOM telah menerbitkan Keputusan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang 

Pengawasan Obat dan Makanan. Pedoman ini memberikan acuan 

bagi aparatur BPOM untuk mengintegrasikan perspektif gender 

dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi, dan pengawasan program/kegiatan. Dengan 

mengintegrasikan PUG dalam fungsi pe ngawasan obat dan 

makanan, BPOM dapat memastikan bahwa semua orang, tanpa 

memandang gender, terlindungi dari risiko obat dan makanan yang 

tidak aman dan tidak bermutu.  

BBPOM di Semarang telah menerapkan PUG dalam beberapa 

programnya dengan melibatkan kelo mpok wanita PKK, Dharma 

Wanita, atau Aisyiah. Kelompok ini dapat menjadi relawan atau 

kader yang membantu melaksanakan kegiatan pengawasan di 

tingkat masyarakat. Kelompok wanita memiliki jaringan yang luas di 

masyarakat. Keterlibatan mereka dapat membantu menjangkau 

informasi mengenai pengawasan obat dan makanan kepada lebih 

banyak orang dan masyarakat cenderung lebih percaya pada 
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informasi yang disampaikan oleh kelompok wanita yang dianggap 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan.  
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 
2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -2024 

merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005 -2025 karena akan mempengaruhi pencapaian 

target pembangunan dalam RPJPN. Dalam rangka melaksanakan RPJMN 

2020 - 2024 tersebut, maka Visi Misi Presiden 2020 -2024 disusun 

berdasarkan arahan RPJPN 2020 -2025 dan telah ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 dengan visi òTerwujudnya 

Indones ia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royongó. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 

(sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.  
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Gambar 2. 1 Visi Misi dan Tujuan BBPOM di Semarang 

 

Sesuai dengan amanat Undang ð Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional, BBPOM di Semarang telah 

menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala 

BBPOM di Semarang Nomor PR.01.02.104.05.20.1040 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2020 -2024. Rencana 

Strategis (Re nstra) BBPOM di Semarang tersebut disusun dengan 

mengacu/ berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2020 ð 2024 serta Rencana Strategis Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2020 ð 2024.  

Renstra BBPOM di Semarang mem uat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, 

arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020 ð 2024. 

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya 

perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka BBPOM 

di Semarang perlu melakukan reviu terhadap Renstra BBPOM di Semarang 

tahun 2020 -2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan 

strategis yang terjadi.  

Visi Misi dan Tujuan BBPOM di Semara ng tidak ada perubahan karena 

masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang 

tertuang dalam RPJMN 2020 ð 2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan BBPOM 

di Semarang sebagai berikut :  
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Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran 

Strategis, Indikator, Kebijakan , dan Strategi BBPOM di Semarang 2020 - 

2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan 

pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas 

kinerja BBPOM di Semarang, sebagai berikut:  

  

Tabel 2. 1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BBPOM di 

Semarang 2020 - 2024 

MISI TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

TARGET 
TUJUAN 

(2024) 
KEBIJAKAN STRATEGI 

1. Membangun 
SDM unggul 
terkait Obat dan 
Makanan dengan 
mengembangkan 
kemitraan 
bersama seluruh 
komponen 
bangsa, dalam 
rangka 
peningkatan 
kualitas manusia 
Indonesia 

1.  Meningkatnya 
peran serta 
masyarakat dan 
lintas sektor 
dalam 
Pengawasan 
Obat dan 
Makanan. 

1. Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
keamanan dan 
mutu Obat dan 
Makanan di 
wilayah kerja 
Balai Besar 
POM di 
Semarang 

Indeks 
kesadaran 
masyarakat 
(awareness 
index) terhadap 
Obat dan 
Makanan yang 
aman dan 
bermutu 

84 1.    Peningkatan 
pemahaman, 
kesadaran, dan 
peran serta 
masyarakat 
dalam 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan. 

1.    Peningkatan 
komunikasi, 
informasi,  dan 
Edukasi untuk 
mendorong peran 
serta masyarakat 
dalam pengawasan 
Obat dan 
Makanan. 

2. Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
sarana Obat dan 
Makanan serta 
Pelayanan publik 
di wilayah kerja 
Balai Besar 
POM di 
Semarang 

Persentase 
keputusan / 
rekomendasi 
hasil inspeksi 
yang 
ditindaklanjuti 
oleh pemangku 
kepentingan 

85 

3. Meningkatnya 
efektivitas 
Komunikasi, 
Informasi, 
Edukasi Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja 
Balai Besar 
POM di 
Semarang 

1.    Tingkat 
efektifitas KIE 
Obat dan 
Makanan 

95,5 2.    Penguatan 
koordinasi 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan dari 
hulu ke hilir 
serta 
peningkatan 
kualitas tindak 
Lanjut hasil 
pengawasan 
bersama lintas 
sektor terkait. 

2.    Penguatan 
kemitraan dengan 
lintas sektor dalam 
peningkatan 
Pengawasan Obat 
dan Makanan 

2.    Jumlah 
sekolah dengan 
Pangan Jajanan 
Anak Sekolah 
(PJAS) Aman 

153 

3.    Jumlah 
desa pangan 
aman 

46 

4.    Jumlah 
pasar pangan 
aman berbasis 
komunitas 

27 

2.Meningkatnya 
kapasitas SDM 
BPOM dan 
pemangku 
kepentingan, 
kualitas 
pengujian 
laboratorium, 
analisis/kajian 
kebijakan, serta 
pemanfaatan 
teknologi 

1.  Terwujudnya 
SDM Balai Besar 
POM di 
Semarang yang 
berkinerja 
optimal 

Indeks 
Profesionalitas 
ASN Balai Besar 
POM di 
Semarang 

91,18 Peningkatan 
kapasitas SDM 
BPOM dan 
pemangku 
kepentingan, 
kualitas 
pengujian 
laboratorium, 
analisis/ kajian 
kebijakan, serta 
pemanfaatan 
teknologi 

1. Penguatan 
pengelolaan SDM 
Balai Besar 
Pengawas POM di 
Semarang berbasis 
sistem merit. 

2. Menguatnya 
laboratorium 
pengelolaan 
data dan 
informasi 

1.    Persentase 
pemenuhan 
laboratorium 
pengujian Obat 
dan Makanan 

88,84 2. Penguatan 
pengujian, dan 
penggunaan TIK 
dalam pengawasan 
Obat dan Makanan  
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MISI TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

TARGET 
TUJUAN 

(2024) 
KEBIJAKAN STRATEGI 

informasi dalam 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan. 

pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

sesuai standar 
GLP 

informasi dalam 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan. 

2.    Indeks 
pengelolaan 
data dan 
informasi Balai 
Besar POM di 
Semarang yang 
optimal 

3 

2. Memfasilitasi 
percepatan 
pengembangan 
dunia usaha 
Obat dan 
Makanan dengan 
keberpihakan 
terhadap UMKM, 
dalam rangka 
membangun 
struktur ekonomi 
yang produktif, 
dan berdaya 
saing untuk 
kemandirian 
bangsa 

1. Terwujudnya 
pertumbuhan 
dunia usaha 
yang mendukung 
daya saing 
industri Obat dan 
Makanan serta 
kemandirian 
bangsa dengan 
keberpihakan 
pada UMKM 

1. Meningkatnya 
kepuasan pelaku 
usaha dan 
masyarakat 
terhadap kinerja 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

1.    Indeks 
kepuasan 
Pelaku usaha 
terhadap 
pemberian 
bimbingan dan 
pembinaan 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

95 Peningkatan 
regulatory 
assistance dan 
pendampingan 
terhadap pelaku 
usaha termasuk 
UMKM dan 
lembaga riset 
dalam upaya 
peningkatan 
keamanan dan 
mutu Obat dan 
Makanan dan 
fasilitasi industri 
dalam rangka 
peningkatan 
daya saing Obat 
dan Makanan. 

Intensifikasi 
pembinaan dan 
fasilitasi pelaku 
usaha 

2.    Indeks 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
Layanan Publik 
Balai  Besar  
POM di 
Semarang 

95,5 

2. Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
sarana Obat dan 
Makanan serta 
pelayanan publik 

Persentase 
UMKM yang 
memenuhi 
standar produksi 
pangan olahan 
dan/atau 
pembuatan Obat 
Tradisional dan 
Kosmetik yang 
baik 

89 

3. Meningkatkan 
efektivitas 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan, serta 
penindakan 
kejahatan Obat 
dan Makanan 
melalui sinergi 
pemerintah pusat 
dan daerah 
dalam kerangka 
Negara 
Kesatuan, guna 
perlindungan 
bagi segenap 
bangsa dan 
memberikan rasa 
aman pada 
seluruh warga. 

1. Menguatnya 
fungsi 
pengawasan 
yang efektif 
untuk 
memastikan obat 
dan makanan 
yang beredar 
aman dan 
bermutu 

1. Terwujudnya 
Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi 
syarat 

1.     Persentase 
Obat yang 
memenuhi 
syarat 

95.5 Peningkatan 
efektivitas dan 
efisiensi 
pengawasan 
premarket dan 
postmarket Obat 
dan Makanan 

Penguatan 
pengawasan Obat 
dan Makanan yang 
komprehensif 
berbasis risiko 2.     Persentase 

Makanan yang 
memenuhi 
syarat 

92 

3.     Persentase 
Obat yang aman 
dan bermutu 
berdasarkan 
hasil 
pengawasan 

91 

4.     Persentase 
Makanan yang 
aman dan 
bermutu 
berdasarkan 
hasil 
pengawasan 

83 

5.     Persentase 
pangan fortifikasi 
yang memenuhi 
syarat 

91 
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MISI TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

TARGET 
TUJUAN 

(2024) 
KEBIJAKAN STRATEGI 

2. Meningkatnya 
kepuasan pelaku 
usaha dan 
Masyarakat 
terhadap kinerja 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

Indeks kepuasan 
masyarakat atas 
kinerja 
Pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

76,9 

3. Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
sarana Obat dan 
Makanan serta 
pelayanan publik 

1.      Persentase 
keputusan / 
rekomendasi 
hasil Inspeksi 
sarana produksi 
dan distribusi 
yang 
dilaksanakan 

100 

2.      Persentase 
keputusan / 
rekomendasi 
hasil inspeksi 
yang 
ditindaklanjuti 
oleh pemangku 
kepentingan 

85 

3.      Persentase 
sarana produksi 
Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi 
ketentuan 

62,5 

4.      Persentase 
sarana distribusi 
Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi 
ketentuan 

79 

4. Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
produk dan 
pengujian Obat 
dan Makanan 

1.    Persentase 
sampel Obat 
yang diperiksa 
dan diuji sesuai 
standar 

100 

2.    Persentase 
sampel 
makanan yang 
diperiksa dan 
diuji sesuai 
standar 

100 

2.    Terwujudnya 
kepastian hukum 
bagi pelaku 
usaha Obat dan 
Makanan 

Meningkatnya 
efektivitas 
penindakan 
kejahatan Obat 
dan Makanan 

Persentase 
keberhasilan 
penindakan 
kejahatan di 
bidang Obat dan 
Makanan 

88 Penguatan 
penindakan 
terhadap 
kejahatan Obat 
dan Makanan, 
termasuk 
peningkatan 
cakupan dan 
kualitas 
penyidikan 
dengan 
mengedepankan 
upaya 
pencegahan 
terjadinya 
perbuatan 
pidana Obat dan 
Makanan. 

Penguatan fungsi 
cegah tangkal, 
patroli siber, 
intelijen dan 
penyidikan 
kejahatan obat dan 
makanan. 3.    Terwujudnya 

perlindungan 
masyarakat dari 
kejahatan Obat 
dan Makanan. 
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MISI TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

TARGET 
TUJUAN 

(2024) 
KEBIJAKAN STRATEGI 

4. Pengelolaan 
pemerintahan 
yang bersih, 
efektif, dan 
terpercaya untuk 
memberikan 
pelayanan publik 
yang prima di 
bidang Obat dan 
Makanan. 

Terwujudnya 
kelembagaan 
Pengawasan 
Obat dan 
Makanan yang 
kredibel dan 
akuntabel dalam 
memberikan 
pelayanan publik 
yang prima. 

1. Meningkatnya 
kepuasan pelaku 
usaha dan 
Masyarakat 
terhadap kinerja 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

Indeks kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
Layanan Publik 
Balai Besar 
POM di 
Semarang 

95,5 Peningkatan 
akuntabilitas 
kinerja dan 
kualitas 
kelembagaan 
Pengawasan 
Obat dan 
Makanan. 

1.    Peningkatan 
Implementasi 
Reformasi Birokrasi 
Balai Besar POM di 
Semarangtermasuk 
peningkatan 
kualitas dan 
percepatan 
pelayanan publik 
berbasis elektronik. 

2.    Penguatan 
pengelolaan 
sarana prasana/ 
infrastruktur serta 
peningkatan 
efektivitas dan 
efisiensi alokasi 
dan penggunaan 
anggaran. 

2. Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
sarana Obat dan 
Makanan serta 
pelayanan publik 

1.     Persentase 
keputusan 
penilaian 
sertifikasi yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

99,8 

2.     Indeks 
Pelayanan 
Publik Balai 
Besar POM di 
Semarang 

4,7 

3. Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintahan di 
lingkup Balai 
Besar POM di 
Semarangyang 
optimal 

1.     Indeks RB 
Balai Besar 
POM di 
Semarang 

96,26 

2.     Nilai AKIP 
Balai Besar 
POM di 
Semarang 

84,07 

3. Nilai 
Pengelolaan 
Kearsipan 

94,81 

4. Terkelolanya 
keuangan Balai 
Besar POM di 
Semarangsecara 
akuntabel 

1.     Nilai Kinerja 
Anggaran Balai 
Besar POM di 
Semarang 

90,55 

2.     Tingkat 
Efisiensi 
Penggunaan 
Anggaran Balai 
Besar POM di 
Semarang *) 

- 

3. Nilai Kualitas 
Pengelolaan 
Pengadaan 
Barang dan Jasa 

92,96 

4. Nilai 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Negara (BMN) 

81 

5. Persentase 
realisasi 
penggunaan 
Produk Dalam 
Negeri 

60 
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Secara umum pada tahun 2024 terdapat perubahan pada Peta Strategi 

yang memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di 

Semarang karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BBPOM di 

Semarang sebagai salah satu UPT BPOM. Berikut peta strategis BBPOM di 

Semarang Tahun 2020 ð 202 4:  

 

Gambar 2. 2 peta strategis BBPOM di Semarang Tahun 2020 �± 2024 

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020 -2024 BBPOM di 

Semarang mengacu pada Reviu Renstra BPOM dan berlaku mulai 01 

Oktober 2021. Reviu Renstra BBPOM di Semarang tida k merubah Visi, 

Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit perubahan 

pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan 

perubahan jumlah indikator dari 30 indikator menjadi 29  indikator.   

Di tahun 2024 ada penambahan 5 (lima) IK direktif penugasan menjadi IKU 

Utama yaitu :  

1.  persentase keterlibatan Balai Besar POM di Semarang dalam program 

sediaan dan makanan minuman serta program pemberdayaan 

masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/ kota  

2.  Nilai Pengelolaan Kearsipan  

3.  Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  
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4.  Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)  

5.  Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri  

Maka IKU di tahun 2024 terdapat 34 IKU dari 29 IKU  

 

Kinerja BBPOM di Semarang digambarkan dalam Peta Strategi Level 2 

BBPOM di Semarang, dimana di Tahun 2024  terdapat perubahan target 

indikator. Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Balai Besar POM Tahun 2020 -2024 tersaji dalam tabel berikut :  

Tabel 2. 2 perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM Tahun 2020-2024 tersaji 

Program/ 

Kegiatan  

Sasaran Program (Outcome)/ 

Sasaran Kegiatan (Output)/ 
Indikator  

Target Semula  
Realisasi 

2023  
Sasaran Pr ogram (Outcome)/  

Target 
sesudah  

 

2020  2021  2022  2023  2024  2024   

Pengawasan 

Obat dan 

Makanan  

                       

Terwujudnya Obat dan 
Makanan yang memenuhi 

syarat di wilayah kerja Balai 

Besar POM di Semarang  

            

Terwujudnya Obat dan Makanan 

yang memenuhi syarat di wilayah 
kerja Balai Besar POM di Semarang  

   

1 
Persentase Obat yang 

memenuhi syarat  
90  90,5  91  91,5  92,3  95,36  1 

Persentase Obat yang 

memenuhi syarat  
95,5   

2 
Persentase Makanan yang 

memenuhi syarat  
78  80  82  84  86  91,54  2 

Persentase Makanan yang 

memenuhi syarat  
92   

3 

Persentase Obat yang 
aman dan bermutu 

berdasarkan hasil 

pengawasan  

89  89,2  89,4  89,6  90  90,99  3 

Persentase Obat yang aman 

dan bermutu berdasarkan 
hasil pengawasan  

91   

4 

Persentase Makanan yang 

aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 

pengawasan  

73  77,5  79  81  83  81,05  4 

Persentase Makanan yang 

aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan  

83   

5 

Persentase pangan 

fortifikasi yang Memenuhi 

Syarat  

- 94  95  90  91  94,06  5 
Persentase pangan fortifikasi 
yang Memenuhi Syarat  

91   

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap 

keamanan dan mutu Obat dan 
Makanan di wilayah kerja 

Balai Besar POM di Semarang  

    

      

  

Meningkatnya kesadaran 
masyarakat terhadap keamanan dan 

mutu Obat dan Makanan di wilayah 

kerja Balai Besar POM di Semarang  

  

 

1 

Indeks kesadaran 

masyarakat ( awarness 
index ) terhadap Obat dan 
Makanan aman dan 

bermutu  

72  75  78  81  84  80,56  1 

Indeks kesadaran masyarakat 

(awarness index ) terhadap 

Obat dan Makanan aman dan 

bermutu  

84   

Meningkatnya kepuasan 

pelaku usaha dan masyarakat 

terhadap kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan di wilayah 

kerja Balai Besar POM di 

Semarang  

            

Meningkatnya kepuasan pelaku 
usaha dan masyarakat terhadap 

kinerja pengawasan Obat dan 

Makanan di wilayah kerja Balai 
Besar POM di Semarang  

   

1 

Indeks kepuasan pelaku 

usaha terhadap pemberian 
bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan 

Makanan  

82  87,1  88,2  89,3  90,4  94,7  1 

Indeks kepuasan pelaku usaha 

terhadap pemberian bimbingan 

dan pembinaan pengawasan 
Obat dan Makanan  

95   
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Program/ 

Kegiatan  

Sasaran Program (Outcome)/ 

Sasaran Kegiatan (Output)/ 
Indikator  

Target Semula  
Realisasi 

2023  
Sasaran Pr ogram (Outcome)/  

Target 
sesudah  

 

2020  2021  2022  2023  2024  2024   

2 

Indeks kepuasan 

masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan 
Makanan  

71  70,73  72,16  73,58  75,01  75,99  2 
Indeks kepuasan masyarakat 
atas kinerja pengawasan Obat 

dan Makanan  

76,9   

3 

Indeks kepuasan 
masyarakat terhadap 

Layanan Publik Balai Besar 

POM di Semarang  

88  90  91  92  93  94,97  3 

Indeks kepuasan masyarakat 

terhadap Layanan Publik Balai 
Besar POM di Semarang  

95,5   

Meningkatnya efektivitas 
pemeriksaan Obat dan 

makanan serta pelayanan 

publik di wilayah kerja Balai 
Besar POM di Semarang  

            

Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan Obat dan makanan 
serta pelayanan publik di wilayah 

kerja Balai Besar POM di Semarang  

   

1 

Persentase keputusan/ 

rekomendasi hasil inspeksi 

sarana produksi dan 
distribusi yang 

dilaksanakan  

87  89  91  93  95  100  1 

Persentase keputusan/ 
rekomendasi hasil inspeksi 

sarana produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan  

100   

2 

Persentase keputusan/ 

rekomendasi hasil inspeksi 
yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan  

77,6  78  80  83  85  84,74  2 

Persentase keputusan/ 

rekomendasi hasil inspeksi 
yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan  

85   

3 

Persentase keputusan 

penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu  

85  99  99,2  99,4  99,6  99,77  3 

Persentase keputusan 

penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu  

99,8   

4 

Persentase sarana produksi 

Obat dan Makanan yang 
memenuhi ketentuan  

46  51  53 55  60  62,17  4 

Persentase sarana produksi 

Obat dan Makanan yang 
memenuhi ketentuan  

62,5   

5 

Persentase sarana 
distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi 

ketentuan  

55  70  71 72  73  78,71  5 

Persentase sarana distribusi 

Obat dan Makanan yang 
memenuhi ketentuan  

79   

6 

Indeks Pelayanan Publik 

Balai Besar  POM di 

Semarang  

3,51  4,24  4,45  4,51  4,55  4,62  6 
Indeks Pelayanan Publik Balai 

Besar POM di Semarang  
4,7   

7 

Persentase UMKM yang 

Memenuhi Standart 

Produksi Pangan Olahan 
dan/ atau Pembuatan OT 

dan Kosmetik yang Baik  

- - 77  79  81  100  7 

Persentase UMKM yang 

Memenuhi Standart Produksi 

Pangan Olahan dan/ atau 
Pembuatan OT dan Kosmetik 

yang Baik  

89   

                8 

Persentase keterlibatan UPT 

dalam program sediaan 

farmasi dan makanan 
minuman serta program 

pemberdayaan masyarakat 

bidang kesehatan di 

Provinsi/Kabupaten/Kota  

95   

Meningkatnya efektivitas 

komunikasi, informasi, 
edukasi Obat dan Makanan di 

wilayah kerja Balai Besar POM 

di Semarang  

    

  

      

Meningkatnya efektivitas 

komunikasi, informasi, edukasi 

Obat  dan Makanan di wilayah kerja 

Balai Besar POM di Semarang  

   

1 
Tingkat efektivitas KIE 

Obat dan Makanan  
84,31  91,5  93  94  95  94,6  1 

Tingkat efektivitas KIE Obat 

dan Makanan  
95,5   

2 

Jumlah sekolah dengan 

Pangan Jajanan Anak 
Sekolah  (PJAS) Aman 

Jumlah sekolah dengan  

20  41  79  119  161  123  2 

Jumlah sekolah dengan 

Pangan Jajanan Anak Sekolah 

(PJAS) Aman  

153   

3 Jumlah desa pangan aman  9 19  28  37  47  37  3 Jumlah desa pangan aman  46   
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Program/ 

Kegiatan  

Sasaran Program (Outcome)/ 

Sasaran Kegiatan (Output)/ 
Indikator  

Target Semula  
Realisasi 

2023  
Sasaran Pr ogram (Outcome)/  

Target 
sesudah  

 

2020  2021  2022  2023  2024  2024   

4 
Jumlah pasar aman dari 

bahan berbahaya  
5 10  16  22  28  21  4 

Jumlah pasar pangan berbasis 

komunitas  
27   

Meningkatnya efektivitas 
pengujian Obat dan Makanan 

di wilayah kerja Balai Besar 

POM di Semarang  

    

      

  

Meningkatnya efektivitas pengujian 

Obat dan Makanan di wilayah kerja 
Balai Besar  POM di Semarang  

  

 

1 
Persentase sampel Obat 
yang diperiksa dan diuji 

sesuai standar  

92  100  100  100  100  100  1 
Persentase sampel Obat yang 
diperiksa dan diuji sesuai 

standar  

100   

2 

Persentase sampel 

Makanan yang diperiksa 
dan diuji sesuai standar  

90  100  100  100  100  100  2 

Persentase sampel Makanan 

yang diperiksa dan diuji sesuai 
standar  

100   

Meningkatnya efektivitas 
penindakan tindak pidana 

Obat dan Makanan di wilayah 

kerja Balai Besar POM di 
Semarang  

    

      

  

Meningkatnya efektivitas 

penindakan tindak pidana Obat dan 
Makanan di wilayah kerja Balai 

Besar POM di Semarang  

  

 

1 
Persentase keberhasilan 
penindakan kejahatan di 

bidang Obat dan Makanan  

70  72,5  75  78  80  84,06  1 
Persentase keberhasilan 
penindakan kejahatan di 

bidang Obat  dan Makanan  

88   

Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan di lingkup Balai 

Besar POM di Semarang yang 
optimal  

    

      

  

Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan di lingkup Balai 

Besar POM di Semarang yang 
optimal  

  

 

1 
Indeks RB Balai Besar  POM 

di Semarang  
91  86  87  88  89  95,26  1 

Indeks RB Balai Besar POM di 

Semarang  
96,26   

2 
Nilai AKIP Balai Besar POM 

di Semarang  
81  78,5  79,5  80,5  81,5  80,56  2 

Nilai AKIP Balai Besar POM di 

Semarang  
84,07   

                3 Nilai Pengelolaan Kearsipan  94,81   

Terwujudnya SDM Balai Besar 

POM di Semarangyang 
berkinerja optimal  

    

      

  

Terwujudnya SDM Balai Besar POM 

di Semarang yang berkinerja 
optimal  

  

 

1 
Indeks Profesionalitas ASN 
Balai Besar POM di 

Semarang  

77  85,6  85,8  86  86,2  91,17  1 
Indeks Profesionalitas ASN 

Balai Besar POM di Semarang  
91,18   

Menguatnya laboratorium, 

pengelolaan data dan 
informasi pengawasan obat 

dan makanan  

    

      

  

Menguatnya laboratorium, 

pengelolaan data dan informasi 

pengawasan obat dan makanan  

  

 

1 

Persentase pemenuhan 

laboratorium pengujian 
Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP  

82  79  84  89  94  88,39  1 

Persentase pemenuhan 

laboratorium pengujian Obat 
dan Makanan sesuai standar 

GLP 

88,84   

2 

Indeks pengelolaan data 
dan informasi Balai Besar 

POM di Semarang yang 

optimal  

1,5  2 2,25  2,5  3 3 2 

Indeks pengelolaan data dan 

informasi Balai Besar POM di 

Semarang yang optimal  

3  

Terkelolanya keuangan Balai 
Besar POM di Semarang secara 

Akuntabel  

    

      

  
Terkelolanya keuangan Balai Besar 

POM di Semarang secara Akuntabel  

  

 

1 

Nilai Kinerja Anggaran 

Balai Besar POM di 
Semarang  

94  92,9  93,5  94,7  95,9  91,38  1 
Nilai Kinerja Anggaran Balai 

Besar POM di Semarang  
90,55   

2 

Tingkat Efisiensi 
Penggunaan Anggaran 

Balai Besar  POM di 

Semarang  

Efisien 

(90%) 

Efisien 

(91%) 
- - -   2 

Tingkat Efisiensi Penggunaan 

Anggaran Balai Besar POM di 

Semarang  

   

                

3 
Nilai Kualitas Pengelolaan 
Pengadaan Barang dan Jasa  

92,96   
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Program/ 

Kegiatan  

Sasaran Program (Outcome)/ 

Sasaran Kegiatan (Output)/ 
Indikator  

Target Semula  
Realisasi 

2023  
Sasaran Pr ogram (Outcome)/  

Target 
sesudah  

 

2020  2021  2022  2023  2024  2024   

                

4 
Nilai Pengelolaan Barang  Milik 

Negara (BMN)  
81   

                

5 
Persentase realisasi 
penggunaan Produk Dalam 

Negeri  

60   

 

2.2  RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
 

Melalui Surat Sekretaris Utama Tanggal 3 September 2024 tentang 

Permintaan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan  (RKT) 2025,  BBPOM di 

Semarang melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 

berdasarkan pada Reviu Renstra  terakhir . 

 

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2024 BBPOM di Semarang 

NO SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA  TARGET 

1 Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang 

memenuhi syarat  

Persentase Obat yang 

memenuhi syarat  
92,3  

Persentase Makanan yang 

memenuhi syarat  
86  

Persentase Obat yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan  

90  

Persentase Makanan yang aman 

dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan  

83  

Persentase pangan fortifikasi 

yang memenuhi syarat  
91  

2 Meningkatnya 

kesadaran masyarakat 

terhadap keamanan dan 

Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index ) terhadap 84  
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NO SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA  TARGET 

mutu Obat dan 

Makanan  

Obat dan Makanan aman dan 

bermutu  

 

3 Meningkatnya kepuasan 

pelaku usaha dan 

masyarakat terhadap 

kinerja pengawasan 

Obat dan Makanan  

Indeks kepuasan pelaku usaha 

terhadap pemberian  bimbingan 

dan pembinaan pengawasan 

Obat dan Makanan  

90,4  

Indeks kepuasan masyarakat 

atas kinerja pengawasan Obat 

dan Makanan  

75,01  

Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap Layanan Publik 

BBPOM di Semarang   

93  

4 Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan sarana 

Obat dan Makanan serta 

pelayanan publik  

 

Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang dilaksanakan  

95  

Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindaklanjuti 

oleh pemangku kepentingan  

85  

Persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan 

tepat waktu  

99,6  

Persentase sarana produksi 

Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan  

60  
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NO SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA  TARGET 

Persentase sarana distribusi 

Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan  

73  

Indeks Pelayanan Publik  4,65  

Persentase UMKM yang 

memenuhi standar produksi 

pangan olahan dan/atau 

pembuatan Obat Tradisional 

dan Kosmetik yang baik  

81  

5 Meningkatnya efektivitas 

komunikasi, informasi, 

edukasi Obat dan 

Makanan  

Tingkat Efektifitas KIE Obat 

dan Makanan  
95  

Jumlah sekolah dengan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

Aman  

161  

Jumlah desa pangan aman  47  

Jumlah pasar pangan aman 

berbasis komunitas  
28  

6 Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan produk 

dan pengujian Obat dan 

Makanan  

Persentase sampel Obat yang 

diperiksa dan diuji sesuai 

standar  

100  

Persentase sampel makanan 

yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar  

100  

7 Meningkatnya efektivitas 

penindakan kejahatan 

Obat dan Makanan  

Persentase keberhasilan 

penindakan kejahatan di bidang 

Obat dan Makanan  

80  

8 Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan BBPOM di 

Semarang  yang optimal  

Indeks RB BBPOM di Semarang  89  

Nilai AKIP BBPOM di Semarang  
81,5  
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NO SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA  TARGET 

9 Terwujudnya SDM 

BBPOM di Semarang  

yang berkinerja optimal  

Indeks Profesionalitas ASN 

BBPOM di Semarang  86,2  

10  Menguatnya 

laboratorium, 

pengelolaan data dan 

informasi pengawasan 

Obat dan Makanan  

 

Persentase pemenuhan 

laboratorium pengujian Obat 

dan Makanan sesuai standar 

GLP 

94  

Indeks pengelolaan data dan 

informasi BBPOM di Semarang 

yang optimal  

3 

11  Terkelolanya Keuangan 

BBPOM di Semarang  

secara Akuntabel  

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM 

di Semarang  95,9  

 

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024 
BBPOM di Semarang melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 

2024 berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan POM 

Tahun 2024  dan Reviu Target  oleh pengampu Badan POM Tahun 2024 

serta sesuai aplikasi  KRISNA dengan target dan anggaran yang telah 

disesuaikan berdasarkan DIPA 2024 yang telah disahkan.  Dalam 1 tahun 

PK mengalami perubahan pagu anggaran dan pergantian Kepala Badan 

dari Ibu Lucia Rizka Andalusia  ke Bapak Taruna Ikrar. Lebih mendetail 

peruba han ada di Lampiran.  Untuk PK ter -update  di 2024 terperinci 

sebagai berikut:  
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja  BBPOM di Semarang Tahun 2024 

SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  TARGET  

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE  

SK1 Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang 

memenuhi syarat  

IK1  Persentase Obat yang memenuhi 

syarat  

95,5  

IK2  Persentase Makanan yang 

memenuhi  

Syarat  

92  
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SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  TARGET  

IK3  Persentase Obat yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan  

91  

IK4  Persentase Makanan  yang aman 

dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan  

83  

IK5  Persentase pangan 

fortifikasi yang memenuhi 

syarat  

91  

SK2 Meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap 

kualitas Obat dan 

Makanan  

IK6 Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index ) terhadap 

Obat dan Makanan aman dan 

bermutu  

 

84  

SK3 Meningkatnya kepuasan 

pelaku usaha 

danMasyarakat terhadap 

kinerja pengawasan Obat 

dan Makanan  

IK7  Indeks kepuasan pelaku usaha 

terhadap pemberian bimbingan 

dan pembinaan pengawasan 

Obat dan Makanan  

 

95  

IK8 Indeks Kepuasan masyarakat 

atas kinerja pengawasan Obat 

dan Makanan  

 

76,9  

IK9 Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap Layanan Publik 

BPOM  

 

95,5  

SK4 Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan sarana 

obat dan makanan serta 

pelayanan publik  

IK10  Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi sarana 

produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan  

100  

IK11  Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindaklanjuti 

oleh pemangku kepentingan  

85  

IK12  Persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan 

tepat waktu  

99,8  

IK13  Persentase sarana produksi Obat 

dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan  

62,5  

IK14  Persentase sarana distribusi 

Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan  

79  

IK15  Indeks Pelayanan Publik  4,70  
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SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  TARGET  

IK16  Persentase UMKM yang 

memenuhi standar produksi 

pangan olahan dan/ atau 

pembuatan OT dan Kosmetik 

yang baik  

89  

IK17  Persentase keterlibatan UPT 

dalam program sediaan farmasi 

makanan minuman serta 

program pemberdayaan 

masyarakat bidang kesehatan di 

Provinsi/Kabupaten/Kota  

95  

5 Meningkatnya efektivitas 

komunikasi, informasi, 

edukasi Obat dan 

Makanan  

IK18  Tingkat efektivitas KIE Obat dan  

Makanan  

95,5  

IK19  Jumlah sekolah dengan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

Aman  

153  

IK20  Jumlah desa pangan aman  46  

IK21  Jumlah pasar aman berbasis 

komunitas  

27  

6 Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan 

Makanan  

IK22  Persentase sampel Obat yang 

diperiksa dan diuji sesuai 

standar  

100  

IK23  Persentase sampel 

makanan yang diperiksa 

dan diuji sesuai standar  

100  

7 Meningkatnya efektivitas 

penindakan tindak 

pidana Obat dan 

Makanan  

IK24  Persentase keberhasilan 

penindakan kejahatan di bidang 

Obat dan Makanan  

88  

8 Terwujudnya tata Kelola 

pemerintahan UPT yang 

optimal  

IK25  Indeks RB UPT  96,26  

IK26  Nilai AKIP UPT  84,07  

IK27  Indeks Pengelolaan Kearsiapan  94,81  

9 Terwujudnya SDM UPT 

yang berkinerja optimal  

IK28  Indeks Profesionalitas ASN UPT  91,18  

10  Menguatnya laboratorium 

serta data dan informasi 

pengawasan obat dan 

makanan  

IK29 Persentase pemenuhan 

laboratorium pengujian Obat 

dan Makanan sesuai  standar 

GLP 

88,84  
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SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  TARGET  

IK30  Indeks pengelolaan data dan 

informasi UPT yang optimal  

3 

11  Terkelolanya Keuangan 

UPT secara Akuntabel  

IK31  Nilai Kinerja Anggaran UPT  90,55  

  IK32  Nilai Kualitas Pengelolaan 

Barang dan Jasa  

92,96  

  IK33  Nilai Pengelolaan Barang Milik 

Negara 

81  

  IK34  Presentase Realisasi 

Penggunaan Produk Dalam 

Negeri  

60  

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp.64.194.354.000 (Enam Puluh Empat 

Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu 

Rupiah)  

No. KEGIATAN  ANGGARAN 

1 DR.3165 -Pengawasan Obatdan Makanan di 

Seluruh Indonesia  

35.406.132.000  

2 WA.6384 -Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

BPOM 

28.788.222.000  

 

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 

Berdasarkan RKT dan PK Tahun 2024 disusun RAPK Tahun 2024 dengan 

menetapkan target yang akan dicapai pada setiap interim/ triwulan serta 

anggaran yang dialokasikan sebagaimana mestinya.  RAPK mengalami 

beberapa kali perubahan selama tahun 2024, yaitu:  

1.  Yang pertama adanya reviu PK pada bulan Februari 2024, jadi 

penyesuaian target bulanan di beberapa IKU.  

2.  Kedua adanya Permohonan untuk merevisi Target NKA kembali  

berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B -PR.07.2.21.05.24.382 

tanggal 14 Mei  2024 tentang Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada 

Rencana Aksi Perjanjian  Kinerja Unit Organisasi/Satker di Lingkungan 

BPOM Tah un 2024. Melalui Permohonan Revisi Target Rapk April ð

Desember 2024 Nomor: B -PR.07.01.9A.5.24.694 Tanggal: 17 Mei 2024, 

usulan perubahan berupa:  
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Berdasar surat tersebut Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Surat 

Tanggapan Nomor : B -PR.07.21.06.24.176 Ta nggal 27 Juni 2024 telah 

mereviu dan mempertimbangkan  justifikasi usulan revisi target 

Bulanan pada dokumen RAPK Tahun 2024,  berdasarkan justifikasi 

yang disampaikan maka:  

a. Persentase keterlibatan BBPOM di Semarang dalam program 

sediaan farmasi dan makanan minuman serta program 

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di 

Provinsi/Kabupaten/Kota Pada dokumen RAPK Tahun 2024 dapat 

disepakati.  

b.   Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada Surat Kepala Balai 

Besar  POM di Semarang nomor : B -PR.07.01.9A.5.24.694 tanggal 17 

Mei 2024 perihal:  Permohonan Revisi ke2 Target RAPK April -

Desember 2024,maka target  yang dicantumkan untuk Nilai Kinerja 

Anggaran sudah sesuai dan sudah  diisikan pada (B12).  

3.  Ketiga  Permohonan untuk merevisi Target Indika tor Desa Pangan 

Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan 

PJAS Aman Kembali berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B -

PM.02.04.21.08.24.230 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penyesuaian 

Target Bulanan Indikator Desa Pangan Aman,  Pasar Pa ngan Aman 

Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS  Aman.  Melalui 

Permohonan Revisi ke 3 Target RAPK Juli -Desember 2024 (Penyesuaian 

Target Bulanan Indikator Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman 

Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman). Nomor : B -

PR.07.9A.08.24.1177 Tanggal 26 Agustus 2024, usulan perubahan 

berupa :  
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4. Revisis Ke-empat mengikuti Surat Sekretariat Utama Nomor: B-PR.07.2.09.24.706 
Tanggal 5 September 2024 Tentang Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi 
Perjanjian Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM Tahun 2024. Perubahan 
berupa Penetapan PK oleh Kepala Badan dan Revisi Pagu anggaran pada PK dan 
RAPK. 

Target per bulan  dan kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran kegiatan BBPOM di Semar ang periode 2024 ter -update adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 2. 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2024 
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2.5 METODE PENGUKURAN DAN KRITERIA PENCAPAIAN 
 

Analisis Capaian Kinerja  

Berdasarkan  Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 83  Tahun 2025  Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan 

dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 2. 6 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja 

 

Penetapan ini bertujuan untuk:  

1.  Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja 

tahunan.  

2.  Pemanfaatan monitoring  kinerja se cara berkala yang merupakan 

penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata -rata seluruh capaian 

indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Nilai Perspektif (NP) 

merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 

(satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata -

rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:  

NP = × NSS / × SS  

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja 

organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai 
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perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. 

NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/ satuan kerja yang memiliki 

peta strategi. Formula menghitung NPSS :  

NPSS = × NP / × P 

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan 

mengacu pada kriteria berikut:  

Tabel 2. 7 Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) 

 

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan 

tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada 

tahun 20 24. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat 

dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir 

tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan 

dalam kategori berikut:  
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Tabel 2. 8 Kategori Capaian kinerja hasil perbandingan 

 

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di 

Semarang adalah sebagai berikut:  

1.  Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab  data 

di BBPOM di Semarang yang disahkan dalam SK Kepala BPOM  

2.  Kepala BBPOM di Semarang menunjuk perwakilan 

penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK 

Kepala BBPOM di Semarang  

3.  Penanggung jawab data di setiap bidang meng - input  data kinerja 

pada data base online  secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh 

penanggungjawab data Balai  

4.  Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk 

meng - input  data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas 

dan pada aplikasi e-perform ace. 

5.  Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi 

secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan 

aplikasi e-performance  yang telah dikembangkan dengan 

menggunakan Balance Score Card  (BSC). Pengukuran ini pun 

diintegras ikan dengan aplikasi Simakin pada aplikasi SIASN yang 

merupakan pengukuran kinerja hingga level pimpinan eselon 2 

hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian 

pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward  
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dan punishm ent  atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan 

persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.  

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan 

secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna 

mengetahui permasal ahan dan kendala yang dihadapi sejak dini 

dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.  

Selain dilakukan pengukuran indikator kinerja, juga dilakukan 

pengukuran efisiensi kinerja. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur 

dengan menghitung kemampuan sua tu kegiatan untuk menggunakan 

input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau 

lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output 

sama atau lebih tinggi dari capaian input.  

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % ca paian output 

terhadap % capaian input (realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :  

 

 

 

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) 

terhadap  

standar efisiensi (SE). Apabila IE Ó SE maka kegiatan dianggap 

efisien, apabila: IE Ò SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. 

Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien 

diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar 

efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan 

dengan menggunakan persamaan:  

 

 

  

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :  
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Tabel 2. 9 Range Tingkat Efisiensi 

No  Tingkat Efisiensi  Capaian  

1 <0 Tidak Efisien  

2 0 ð 0,2  100% (efisien)  

3 0,21 ð 0,4  95% (efisien)  

4 0,41 ð 0,6  92% ( efisien)  

5 0,61 ð 0,8  90% (efisien)  

6 0,81 ð 1,0  88% (efisien)  

7 1,01 ð 1,2  86% (tidak efisien)  

8 1,21 ð 1,4  84% (tidak efisien)  

9 1,41 ð 1,6  80% (tidak efisien)  

10  1,61 ð 1,8  78% (tidak efisien)  

11  >1,81  75% (tidak efisien)  

 

 

Evaluasi Tahun  Ke -3 dan Tahun Ke -5 

1) Analisis Tren (Evaluasi Tahun Ke -3 dan Tahun  Ke-5) 
Analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun 

terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata -rata 
tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang 

diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra. Hasil analisis ini 
dinyatakan dalam kategori berikut:  
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Gambar 2. 3 Kategori Analisis Tren 

 
2) Analisis Gap (Evaluasi Tahun  Ke-5) 
Merup akan perbandingan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap 
target di tahun akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam 

kategori berikut:  

 
Gambar 2. 4 Kategori Analisis Gap 

Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana  Strategis  
Penilaian ketercapaian tujuan secara komprehensif dan dijelaskan 

penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian tujuan serta dilengkapi 
dengan rekomendasi sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan.  
Penilaian ketercapaian tujuan dinyata kan dalam kategori berikut:  
1) Tujuan sudah tercapai/on track jika capaian rata -rata indikator yang 

mendukung tujuan terkait lebih dari 100% (x > 100%).  
2) Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras jika capaian rata -rata 

indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% (x < 
100%).  
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

3.1.1  Profil Capaian Sasaran BBPOM di Semarang Tahun 2024  
Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja 

yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara realisasi dicapai 

dengan target untuk setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam PK 

BBPOM di Semarang Tahun 202 4. Hasil pengukuran capaian IKU 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.  

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh n ilai capaian kinerja 

untuk masing -masing Sasaran Kegiatan, sebagai berikut:  

 9 (Sembilan ) Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: SK 1, SK 2,  SK3,  SK4, 

SK5, SK6, SK7, dan SK10 dalam kategori Sangat Baik ; 

 2 (Dua ) Sasaran Kegiatan, yaitu : SK 8, dan SK9 dalam kategori 

Cukup ; serta  

 Capaian Sasaran Kegiatan Stakeholder Perspective 101 ,94%, 

Internal Process Perspective 107 ,57%, dan Learning & Growth 

Perspective 105 ,11%; yang ketiganya tercapai dalam kategori 

Sangat Baik ; sehingga diperoleh:  

 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) total tahun 2024  

adalah sebesar  104 ,77 %, dengan kriteria  Istimewa , secara rinci 

dapat dilihat pada tabel 3.1  

 

 

Berdasarkan nilai NP SS, maka Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 

202 4 adalah akuntable dan berhasil mencapai sasaran dengan 

kriteria  Istimewa . 

Tahun 202 4 merupakan tahun ke -lima atau periode akhir  Renstra 2020 -

2024, Sasaran Kegiatan Renstra 2020 -2024 sama dengan t ahun sebelumnya 

tetapi terdapat reviu target melalui Surat Sekretariat Utama Nomor : B -

PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal  5 Desember 2024  tentang Permintaan 

Penyusunan Dokumen PK dan RAPK  Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 

2024 . Dimana seluruh IKU diminta dinaikan targetnya karena mengikuti 

hasil evaluasi SAKIP Badan POM  dan menambahkan  4 IKU Direktif 

Penugasan menjadi IKU yaitu :  

1. Nilai Pengelolaan Kearsipan  

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa  

3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara  
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4. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri  

Jika dilihat NPS S tahun 2024  (106,14)  dibandingkan dengan NPS 

202 4 (104,77 ) terjadi pen urunan  1,37  poin. Meskipun turun tetapi  

pencapaian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2024  ke tahun 

202 4 tetap dianggap akuntable  karena masih masuk kriteria 

Istimewa . 

 

3.1.2  Nilai Pencapaian Sasaran  Strategis  (NPSS) BBPOM Klaster 1  
Berdasarkan 

pembagian klaster, 

BBPOM di Semarang 

masuk dalam Klaster 1 

yang terdiri dari: 

BBPOM di Surabaya, 

BBPOM di Semarang, 

BBPOM Bandung, 

BBPOM Yogyakarta 

dan BBPOM di Jakarta . 

Pencapaian NPSS 

BBPOM Klaster 1 dapat 

dilihat pada tabel 3.1, 

dan nilai capaian 

kinerja selengkapnya 

untuk tiap indikator dapat dilihat pada Lampiran.  

 

Gambar 9 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) BBPOM di Semarang Dan BPOM 

Klaster 1 Tahun 202 4 

NPS Total untuk BBPOM Klaster 1 Tahun 202 4, sebagaimana grafik di 

samping. BBPOM di Semarang berada pada urutan Ke empat  Setelah  

BBPOM di Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta . Analisa, pembandingan, 

faktor keberhasilan, serta kendala dibahas secara rinci untuk tiap capaian 

indikator kinerja pada Bab ini di bagian 3.1. 3. 

3.1.3  Indikator  Kinerja Utama BBPOM di Semarang  

Gambar  SEQ Gambar \ * ARABIC 10 
Perbandingan Total NPS 

Gambar 3. 1 Perbandingan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 
(NPSS) BBPOM Klaster 1 
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Profil capaian indikator kinerja Utama (IKU) tahun 202 4 sebagian 

besar tercapai dengan kriteria Sangat Baik , sebagai berikut:  

 

 1 (satu) IK, yaitu : IK33 ; 

2,94 % tercapai dengan kriteria 

Tidak Dapat Disimpulkan  

 22 (dua puluh dua ) IK, 

yaitu : IK4, IK5, IK6, IK7, IK8, 

IK9, IK11, IK12, IK13, IK14, 

IK15, IK16, IK17, IK18, IK22, 

IK23, IK24, IK27, IK29, IK30, 

IK31, IK32 ; 64,71 % tercapai dengan kriteria Sangat Baik ; 

 4 (empat ) IK, yaitu IK 10 , IK 19, IK 20 , IK21 ; 11,76 % tercapai 

dengan kriteria Baik ; 

 7 (tujuh ) IK, yaitu  IK1, IK2, IK3, IK 25, IK26, IK28, IK34 ; 20,59 % 

tercapai dengan kriteria Cukup , 

Hasil pengukurannya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran.  

Jika dibandingkan 

dengan balai seklaster, 

maka urutan BBPOM di 

Semarang di posisi 

Ketiga  untuk capaian IK 

dengan kriteria Sangat 

Baik  sejajar dengan 

Yogyakarta . Kedua , 

untuk IK dengan kriteria 

Cukup  sejajar dengan  

Surabaya. Kedua , untuk IK dengan kriteria Baik sejajar dengan  

Yogyakarta . 

Analisa, perbandingan , faktor keberhasilan serta kendala tiap 

capaian indikator kinerja dibahas secara rinci pada Bab ini di bagian 

3.1. 4.  

 

 

 

Gambar  SEQ Gambar \ * ARABIC 11 Diagram Profil 
Capaian Indikator Utama BBPOM di Semarang Tahun 
2022 

Gambar 3. 2 Profil capaian indikator kinerja Utama 
(IKU) tahun 2024 

Gambar 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja se Klaster 
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3.1.4 Analisis Capaian Kinerja 

CAPAIAN STAKEHOLDER PERSPECTIVE 
 

 

Tabel 3. 1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 1 

 

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 1 sebesar 

101,152%  menggambarkan bahwa BBPOM di Semarang berhasil 

Mewujudkan Obat dan Makanan  yang Memenuhi Syarat di Wilayah 

Kerjanya dengan kriteria Sangat Baik . 

 

 

SK 1 Terwujudnya Obat Dan Makanan Yang 
Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM 
Di Semarang 
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IK.1. Persentase Obat yang memenuhi syarat  

  Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Tabel 3. 2 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat (MS) 

 
Realisasi indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat (MS) 

sebesar 93,65% jika dibanding dengan target 95,50 % , maka diperoleh 

capaian 98,06% dengan kategori Cukup . Obat yang dimaksud 

mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat 

bahan alam (OBA), obat kuasi (OK), suplemen kesehatan (SK), dan 

kosmetik. Realisasi ini diperoleh berdasarkan hasil pengawasan Tahun 

2024 dari hasil pemeriksaan 1528 sampel yang dilakukan oleh BBPOM 

di Semaran g, dengan hasil 1431 sampel MS (memenuhi syarat), 97 

sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi 

syarat hasil uji 30 sampel , tidak memenuhi ketentuan penandaan 60 

sampel  dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan 

penandaan 4 sampel) serta tidak memiliki NIE 3 sampel.  

  

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

Jika dibandingkan 

dengan realisasi 

indikator kinerja 

persentase obat yang 

memenuhi syarat 

tahun 2020 -2024 , 

realisasi menunjukkan 

tren kenaikan namun 

tahun 2024 

mengalami 

penurunan. Realisasi 

indikator kinerja 

Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,15% dibandingkan 

realisasi indikator kine rja tahun 2024  yaitu dari 104,21% tahun 2024  

menjadi 98,06% di Tahun 2024. Tahun 2024, Balai Besar POM di 

Gambar 3. 4 Perbandingan Capaian IK 1 2020-2024 
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Semarang belum mampu melampaui target 95,50% dengan capaian 

93.65%.  

 

 Perbandingan 

Realisasi Kinerja 

Tahun 2024 dengan 

Standar Nasional 

dan Balai Sekl aster  

 

Pada grafik di atas 

menunjukkan bahwa 

dari 5 Balai Besar 

POM, tidak ada Balai 

Besar POM yang 

dapat mencapai 

target nasional 

dengan realisasi 

kinerja persentase obat yang memenuhi syarat dapat melampaui target 

nasional (97%).  

 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BBPOM di Sema rang 

secara terus menerus dan konsisten berdampak pada sikap, 

pengetahuan dan pemahaman dari pelaku usaha produksi dan 

distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB maupun 

cara distribusi yang baik. Konsistensi sikap dan pengetahuan yang baik 

dari pe laku usaha tersebut perlu terus dibangun, dipertahankan dan 

ditingkatkan agar penerapan aspek -aspek produksi/distribusi dapat 

terpelihara.  

Namun demikian, masih terdapat sampel yang tidak memenuhi syarat, 

baik dari hasil pengujian laborarium dan/ penandaan. Penyumbang 

terbanyak hasil uji tidak memenuhi syarat adalah sampel suplemen 

Kesehatan (SK) dengan parameter uji kadar vitamin. Sedangkan 

penyumbang terbanyak tidak memenuhi syarat  penandaan adalah 

sampel Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan ( TMK) di periode 

TW1-TW2 (terutama untuk sampel online) yang diperiksa sesuai 

Pedoman sampling  sebelum terbit revisi perubahan kategorisasi 

temuan pelanggaran di triwulan 3.  

Gambar 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster IKU 1 
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 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian  Pernyataan Kinerja  

Kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator kinerja persentase obat 

yang memenuhi syarat antara lain dengan:  

1.  Melakukan intervensi ke sarana produksi dan distribusi obat/ obat 

bahan alam/ kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsis ten 

dalam menerapkan aspek -aspek cara produksi yang baik (CPOB/ 

CPOTB/ CPKB) dan cara distribusi yang baik sehingga produk yang 

berada di peredaran memenuhi standar keamanan dan mutu serta 

penandaannya.  

2.  Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berd asarkan 

analisa risiko,  

3.  Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan 

POM serta peraturan terkait dan telah dilakukan peninjauan 

kembali terkait label berdasarkan kategori minor (MK) dan mayor 

(TMK).  

4.  Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan 

keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan 

melalui sharing folder dan asrot.pom.go.id,  

5.  Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan  

6.  Kelengkapan penunjang pemeriksaan sarana berupa thermometer 

terkalibrasi d an boks sampling yang sesuai kriteria  

 

 

 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai 

kinerja.  
Tabel 3. 3 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK1 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran tidak efisien  karena capaian indikator lebih rendah 

daripada % realisasi anggaran 2024, yaitu sebesar 93,65%. Hal ini 

disebabkan hasil pengawasan obat memenuhi syarat tidak dapat 

dikendalikan.  
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 Upaya Perbaik an dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

Indikator kinerja persentase obat yang memenu hi syarat tidak menjadi 

IKU di Renstra 2025 -2029. Namun demikian pengawasan ini tetap 

dilaksanakan dan dilaporkan ke Badan POM.  

 

 Informasi Te ntang Pemanfaatan Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024  dan lakip interim 2024, 

dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat 

memenuhi syarat melalui pemeriksaan rutin pengawasan dan 

pendampingan pelaku usaha produk obat/ obat bahan alam (OBA), 

obat kuasi (OK), suplemen kesehatan (SK), dan kosmetik sehingga 

dapat menjamin produk yang diproduksi dan yang di peredaran 

memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada 

label produk.   

 

IK.2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat  

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 

 
  

Realisasi indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat 

sebesar 89,31% jika dibanding dengan target 92,00 %, sehingga 

diperoleh Nilai capaian sebesar 97,07%  dengan kategori Cukup Baik.  

  

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

  

Jika dibandingkan 

dengan realisasi 

indikator kinerja 

persentase makanan 

yang memenuhi syarat 

(MS)  tahun 2020, 

2021, 2022 dan 2024 , 

realisasi Tahun 2024 

menunjukkan 
Gambar 3. 6 Perbandingan Capaian IK 2 2020-2024 
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penurunan terhadap realis asi tahun 2021, 2022 dan 2024 . Realisasi 

indikator kinerja Tahun 2024 mengalami penuruan realisasi 

dibandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2024  yaitu sebesar 

11,9% dari 108,97% menjadi 97,07% di Tahun 2024. Capaian Tahun 

2024 Balai Besar POM di Semarang belum mampu mencapai target 

sebesar 92,00% dengan capaian sebesar 97,07%.   

 

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional da n Balai Seklaster  

Berdasarkan 

grafik di atas, 

dapat 

disimpulkan 

bahwa realisasi 

indikator kinerja 

persentase 

makanan yang 

memenuhi syarat 

Tahun 2024 yang 

tertinggi adalah 

BBPOM di 

Jakarta (92,73%) 

dan yang terendah adalah BBPOM di Yogyakarta (86,14%). Terdapat satu 

BBPOM yang belum mencapai target nasional yaitu BBPOM di Yogyakarta 

sedangkan empat BBPOM yang lain  secara keseluruhan BBPOM tersebut 

sudah melampaui target nasional.  

  

 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Persentase makanan yang memenuhi syarat Tahun 2024 belum 

mencapai target sebesar 97,07 % dengan kriteria òCukup Baikó. 

Dari pemeriksaan 720 sampel acak makanan yang dilakukan oleh 

BBPOM di Semarang, dengan hasil 643 sampel MS (memenuhi syarat), 

77 sampel TMS ( tidak memenuhi syarat )  dengan rincian tidak 

memenuhi syarat hasil uji 55 sampel,  tidak memenuhi syarat  baik 

hasil uji maupun ketentuan penandaan 1 sampel, dan tidak memenuhi 

syarat ketentuan penandaan sebanyak 22 sampel.  

Hasil pengujian sampel Pangan ditemukan tidak memenuhi syarat 

karena :  

Gambar 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster IKU 2 
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1.  Penggunaan pengawet dan rasio pengawet yang melebihi batas 

persyaratan pada produk bumbu instan, saus, produk bakeri, 

biskuit, selai buah, pasta coklat dan manisan  

2.  Penggunaan pemanis dan ratio pemanis yang melebihi batas pada 

produk minuman serbuk, makanan ringan,  jeli, puding, dan 

minuman serbuk  

3.  Kadar enzim diastase dan HMF (Hidroksi metil furfural) pada 

produk madu yang tidak sesuai persyaratan.  

4.  Kadar sulfit pada produk biskuit  

5.  Kadar pewarna sintetis yang melebihi batas pada saus dan biskuit  

 

Sedangkan hasil pengujian TMS Mikrobiologi meliputi par ameter uji :  

1.  Angka Kapang Khamir pada produk teh celup  

2.  Angka Pseudomonas aeuroginosa  pada produk AMDK  

 

Selain berdasarkan hasil pengujian laboratorium, sampel makanan 

acak yang disampling ditemukan TMK (tidak memenuhi ketentuan) 

penandaan   karena informas i dalam label tidak lengkap seperti tidak 

mencantumkan no bets, tanggal kedaluwarsa, netto, komposisi, alamat 

sarana produksi, kemasan mencantumkan klaim, PIRT dengan izin 

edar lama, NIE yang tercetak tidak sesuai, desain gambar tidak sesuai.  

Masih adanya sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut salah 

satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, 

dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha pangan dalam 

menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB). 

BBPOM di Semar ang untuk terus berupaya secara bertahap 

meminimalkannya.  

   

 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

1.  Sampling acak sesuai dengan pedoman sampling dan berdasarkan 

analisa risiko,  

2.  Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan 

POM serta peraturan terkait,  

3.  Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan 

keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan 

melalui sharing folder.  

4.  Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.  
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5.  Pelaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan pada pelaku 

usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka 

pengawasan pangan  

6.  Kelengkapan alat penunjang sampling berupa thermometer 

terkalibrasi dan boks sampling yg me menuhi kriteria  

 

 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  

 
Tabel 3. 5 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK2 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah 

daripada realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 

2024 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase 

Makanan yang memenuhi syarat.  

 

Sesuai tabe l diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah 

daripada realisasi anggaran 2024 namun Indikator kinerja persentase 

makanan yang memenuhi syarat tidak berkelanjutan di tahun 2025.   

 

 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

 

Kegiatan yang menunjang IKU persentase makanan yang memenuhi 

syarat adalah Pengujian laboratorium sampel makanan acak dan 

Pengadaan sampel makanan acak. IKU ini tidak berlanjut d i tahun 

depan namun demikian masih diperlukan intervensi ke sarana 

produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam 

menerapkan CPPOB . Target pengadaan sampel makanan acak adalah 

707 sampel, dengan realisasi sampling adalah 720 sampel atau 

98,19%.  
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Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap 

sampel BBPOM di Semarang, juga dilakukan pengujian terhadap 

sampel regionalisasi dari BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di DKI 

Jakarta, BBPOM di Bandung, BBPOM di Serang, BPOM di Surakarta, 

Loka POM di Banyumas, BPOM di Tangerang, BPOM di Tasikmalaya, 

dan BPOM di Bogor.  Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan 

koordinasi yang baik secara terus menerus antar anggota laboratorium 

regionalisasi meliputi perencanaan sampling, pengirima n sampel, 

pengujian, hingga pelaporan dan evaluasi.  

 

 

 Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024  dan lakip interm 2024, 

dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase makanan 

memenuhi syarat melalui pemeriksaan rutin, pendampingan sarana 

produksi atau pelaku usaha produk makanan sehingga menjamin 

produk makanan yang beredar di masyarakat agar memenuhi 

ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk  

 

IK.3. Persentase Obat yang aman dan be rmutu berdasarkan hasil 

pengawasan  

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  

  

Tabel 3. 6 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu 

 
Realisasi indikator kinerja Persentase Obat  yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan sebesar 85,69% jika dibanding dengan 

target 91% , maka diperoleh 94,16% dengan kategori Cukup . Realisasi 

ini diperoleh berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024 dari hasil 

pemeriksaan 580 sampel targeted o bat yang dilakukan oleh BBPOM di 

Semarang, dengan hasil 497 sampel MS (memenuhi syarat), 83 sampel 

TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi syarat 

hasil uji 29 sampel, tidak memenuhi ketentuan penandaan 26 sampel 

dan tidak memenuhi syarat  baik hasil uji dan ketentuan penandaan 8 

sampel), serta tidak memiliki NIE 20 sampel.  
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 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

  

Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja persentase obat 

aman dan bermutu 

tahun 2020, 2021, 

2022 dan 2024 , 

realisasi menunjukkan 

tren kenaikan namun 

tahun 2024 mengalami 

penurunan. Realisasi 

indikator kinerja 

Tahun 2024 

mengalami penurunan 

sebesar 7,39% 

dibandingkan realisasi 

indikator kinerja tahun 2024  yaitu dari 101,55% tahun 2024  menjadi 

94,16% di Tahun 2024. Tahun 2024, Balai Besar POM di Semarang 

belum mampu melampaui target 91% dengan capaian 85,69%.  

  

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

 

Berdasarkan 

grafik di atas, 

dapat 

disimpulkan 

bahwa realisasi 

Indikator kinerja 

persentase obat 

yang aman dan 

bermutu 

berdasarkan hasil 

pengawasan pada 

Tahun 2024  

BBPOM  di 

Semarang belum 

melampaui target Nasional namun capaian lebih tinggi dari BBPOM di 

Jakarta . Balai Besar yang mampu melampaui target Nasional yaitu 

BBPOM di Bandung.  

  

Gambar 3. 8 Perbandingan Capaian IK 3 2020-2024 

Gambar 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 
Nasional dan Balai Seklaster IKU 3 
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 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Rendahnya capaian BBPOM di Semarang dibandingkan dengan 

BBPOM di Bandung, Surabaya  dan Yogyakarta dikarenakan masih 

di temukannya sampel yang tidak memenuhi syarat, baik dari hasil 

pengujian laborarium dan/ penandaan. Penyumbang terbanyak hasil 

uji tidak memenuhi syarat adalah Kosmetik dengan parameter uji 

Angka Lempeng Total (ALT) dan identifikasi pewarna.  

Sedangkan penyu mbang terbanyak tidak memenuhi syarat  penandaan 

adalah sampel Kosmetik, yaitu :  

a. Sampel kosmetik yang disampling banyak didapatkan hasil 

penandaan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) di periode TW1 -

TW2 (terutama untuk sampel online) yang diperiksa sesuai Pedoman 

sampling sebelum terbit revisi perubahan kategorisasi temuan 

pelanggaran di triwulan 3.  

b.  Terdapat sampel tanpa izin edar (TIE) sejumlah 20 sampel atau 7,3% 

dr total sampel targeted yang merupakan sampling dari pusat yang 

diuji di Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM di 

Semarang namun dimasukkan dalam capaian Balai Besar POM di 

Semarang.  

 

 

 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

1.  Sampling targeted sesuai dengan pedoman  sampling dan 

berdasarkan analisa risiko,  

2.  Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan 

POM serta peraturan terkait,  

3.  Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan 

keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan 

melalui sharin g folder dan asrot.pom.go.id,  

4.  Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan  

5.  Perlengkapan penunjang sampling berupa thermometer 

terkalibrasi dan boks sampling sesuai kriteria  

 

 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  
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Tabel 3. 7 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK3 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran tidak efisien  karena capaian indikator lebih rendah 

daripada realisasi anggaran 2024 . Hal ini disebabkan hasil pengawasan 

obat aman dan bermutu tidak dapat dikendalikan.  

  

 

 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

Indikator kinerja persentase obat yang memen uhi syarat tidak menjadi 

IKU di Renstra 2025 -2029. Namun demikian pengawasan ini tetap 

dilaksanakan dan dilaporkan ke Badan POM.  

 

 

 Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024  dan lakip interm 2024, 

dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang 

aman dan bermutu melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana 

produksi serta pendampingan pelaku usaha sehingga dapat 

meningkatkan kesadaran terhadap produk yang dihasilkan dapat 

memenuhi ketentuan baik mutu p roduk maupun penandaan pada 

label produk.  

 

IK.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan  

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  

  
Tabel 3. 8  Realisasi Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu 

Realisasi indikator kinerja persentase makanan yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 88,46% jika dibanding 



 

 

 82  

 

dengan target 83,00 % , maka diperoleh 106,58% dengan kategori 

Sangat Baik  

  

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

  

Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja persentase 

makanan yang aman 

dan bermutu 

berdasarkan hasil 

pengawasan tahun 

2022 dan 2024 , 

realisasi Tahun 2024 

menunjukkan tren 

kenaikan. Namun 

dibandingkan dengan 

tahun 2021, realisasi 

indikator kinerja Tahun 

2024 mengalami 

penurunan. Realisasi Tahun 2024 masih di atas target 83% yaitu 

88,46%, naik sebesar 6,52% dibandingkan realisasi indikator kinerja 

tahun 2024  yaitu dari 81,05%  tahun 2024  menjadi 88,46% di Tahun 

2024 (capaian 106,58%).  

 

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

  

Berdasarkan 

grafik di atas, 

dapat 

disimpulkan 

bahwa realisasi 

Indikator kinerja 

persentase 

makanan yang 

aman dan 

bermutu 

berdasarkan hasil 

pengawasan pada 

Tahun 2024 yang 

tertinggi adalah 

BBPOM di Semarang, di tempat ke dua adalah BBPOM di Surabaya, dan 

Gambar 3. 10 Perbandingan Capaian IK 2 2020-2024 

Gambar 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster IKU 4 
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tempat terendah adalah BBPOM di Bandung. Namun jika dibandingkan 

dengan target nasional hanya satu Balai yang belum mencapai target 

nasional yaitu BBPOM di Bandung sedangkan keempat Balai Besar 

POM yang lain sudah melampau i target nasional.  

  

 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Tahun 2024 

sudah mencapai target dengan kriteria Sangat Baik. Sejumlah 208 

sampel makanan targeted yang disampling  terdapat 184 sampel yang 

memenuhi syarat dan 24 sampel tidak memenuhi syarat. Beberapa 

parameter uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) antara lain  TMS  

Mikrobiologi : E coli pada sampel PJAS ( es campur, batagor, dan air 

baku) dan TMS Angka Kapa ng Khamir pada serbuk jahe wangi, TMS 

Kimia parameter siklamat pada PJAS ( es dan bakso), TMS siklamat 

produk UMKM ( acar ),  dan TMS  kadar protein pada produk serbuk 

susu kambing   

Sesuai dengan konsep regionalisasi laboratorium yang baru, selain 

dilakuk an pengujian terhadap sampel BBPOM di Semarang, pengujian 

pangan juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi untuk 

parameter unggulan dan uji konfirmasi. Sampel regional berasal dari 

BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di DKI Jakarta, BPOM di Bandung, 

BB POM di Serang, BPOM di Surakarta, Loka POM di Banyumas, BPOM 

di Tangerang, BPOM di Tasikmalaya, dan BPOM di Bogor . Demikian 

pula sebaliknya dengan sampel yang disampling oleh BBPOM di 

Semarang, telah diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan 

penuga san parameter uji regionalisasi.  

 

Dari target 202 sampel targeted yang harus disampling dan diuji, 

realisasinya sebesar 208(102,97%) sampel yang disampling dan diuji, 

hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah sampel pangan dari 

UMKM yang difasilitasi pengujian laboratoriumnya.  

 

Masih ditemukannya sampel yang tidak memenuhi syarat pada sampel 

targeted. salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan, 

pemahaman, dan/ atau konsistensi dari sebagian pelaku usaha 

produksi terutama UMKM da lam menerapkan Cara Produksi Pangan 

Olahan Yang Baik (CPPOB) serta pangan PJAS yang diolah secara 

kurang higienis dan belum sepenuhnya memahami terkait keamanan 

pangan. Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi BBPOM di 
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Semarang untuk terus berupaya secar a bertahap untuk memberikan 

KIE dan pembinaan kepada masyarakat serta pelaku usaha UMKM.  

  

 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

1.  Sampling targeted sesuai dengan pedoman sampling dan 

berdasarka n analisa risiko,  

2.  Pengawasan penandaan mengacu pada label yang disetujui Badan 

POM serta peraturan terkait,  

3.  Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan 

keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan 

melalui sharing folder,  

4.  Pemanfaatan Te knologi Informasi untuk mempercepat pelaporan.  

5.  Pelaksanakan kegiatan pengawasan dan Pembinaan pada pelaku 

usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka 

pengawasan pangan  

6.  Tersedianya perlengkapan pendukung sampling berupa 

thermometer terkalibra si dan boks sampling yang memadai  

7.  Optimalisasi penggunaan anggaran DAK dalam mendorong UMKM 

pangan di daerahnya menerapkan CPPOB untuk produk PIRT  

 

 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  

  
Tabel 3. 9 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK4 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi 

daripada % realisasi anggaran  2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 

2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase 

Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.  

  

 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

IKU Persentase persentase Makanan yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan sudah tidak berkelanjutan, namun 
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demikian masih diperlukan upaya perbaikan, yaitu dengan melakukan 

pembinaan pada saat pemeriksaan setempat terhadap pelaku usaha 

sarana pr oduksi (termasuk UMKM) agar melakukan produksi sesuai 

ketentuan CPPOB termasuk pemenuhan aspek sanitasi dan higiene.  

 

 Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2024  bahwa dalam mencapai 

presentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan diperoleh informasi hambatan antara lain Kegiatan KIE 

kepada penjamah pangan/pedagang PJAS belum optimal karena 

pedagang berpindah -pindah tempat/keliling, sehingga pada Tahun 

2024 dilakukan bimtek intervensi Keamanan Pa ngan Jajanan Anak 

Sekolah (PJAS) yang mengkolaborasikan antara BPOM Semarang dan 

pihak sekolah (sebagai kader keamanan pangan sekolah) dalam 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya praktik keamanan pangan 

di kalangan siswa dan masyarakat. Salah satu tujuann ya agar para 

kader keamanan pangan sekolah dapat mengembangkan berbagai 

inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. 

Diharapkan program pengawasan pangan jajanan yang dikonsumsi 

anak usia sekolah dapat bergulir dan semakin banyak sekolah yan g 

menerapkan prinsip -prinsip keamanan pangan. Dengan demikian, 

target renstra tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.  

  

IK.5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  

  
Tabel 3. 10 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat (MS) 

  
Realisasi indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang 

memenuhi syarat (MS) sebesar 109,89% jika dibanding dengan  target 

91,00 % , maka diperoleh 109,89% dengan kategori Sangat Baik . 

  

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  
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Jika dibandingkan 

dengan realisasi 

indikator kinerja 

persentase pangan 

fortifikasi yang 

memenuhi syarat (MS) 

tahun 2021, 2022 dan 

2024 , realisasi Tahun 

2024 menunjukkan 

tren kenaikan. 

Realisasi indikator kinerja Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 

5,94% dibandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2024  yaitu dari 

94,06% tahun 2024  menjadi 100,00% di Tahun 2024. Tahun 2024, 

BBPOM di Semarang mampu mencapai target dengan capaian 

109,89%.  

  

 

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar  

Nasional dan Balai Seklaster  

  

 

Dari grafik di atas, 

menunjukkan 

bahwa dari 5 

Balai Besar POM, 

realisasi tertinggi 

yaitu BBPOM di 

Semarang dengan 

dengan realisasi 

kinerja persentase 

pangan fortifikasi 

yang memenuhi 

syarat pada 

Tahun 2024 

sebesar 100,00%, 

sedangkan realisasi terendah yaitu BBPOM di Surabaya dengan 

realisasi kinerja sebesar 90,00%.  

 

 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja, yaitu :  

Gambar 3. 12 Perbandingan Capaian IK 5 2020-2024 

Gambar 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster IKU 5 
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Capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 

2024 sudah mencapai target dengan kriteria Sangat Baik. Sejumlah 

126 sampel pangan fortifikasi yang disampling, semua sampel telah 

meme nuhi syarat. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan BBPOM 

di Semarang secara terus menerus dan konsisten berdampak pada 

sikap, pengetahuan dan pemahaman dari pelaku usaha produksi 

dalam mengimplementasikan aspek Cara Produksi Pangan Olahan 

Yang Baik (CPPO B). Konsistensi sikap dan pengetahuan yang baik dari 

pelaku usaha terutama UMKM garam konsumsi dan UMKM Minyak 

goreng sawit  perlu terus dibangun, dipertahankan dan ditingkatkan 

agar  produk yang dihasilkan terjamin mutunya.  

 

 Analisis Program/Kegiatan yang  Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja, antara lain :  

 

1.  Sampling fortifikasi sesuai dengan pedoman sampling dan 

berdasarkan analisa risiko.  

2.  Dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha dengan komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pelaku usaha pangan, 

melakukan intenfikasi pengawasan dan jemput bola/desk capa.  

3.  Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat pelaporan. 

Koordinasi dengan tim pengawasan GAKY (Gangguan Akibat 

Kekurangan Yodium) Provinsi Jawa Tenga h dan secara berkala 

melakukan pengawasan ke UMKM garam konsumsi di Pati  

4.  Pembinaan kepada pelaku usaha terutama UMKM garam konsumsi 

dan UMKM Minyak goreng sawit terkait kualitas mutu produk yang 

dihasilkan. Pembinaan dilakukan bersama dengan lintas sektor 

terkait antara lain : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindag, 

Dinas Kesehatan, dll  

 

 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  

  
Tabel 3. 11 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK5 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi 

daripada % realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 

2024 telah sepenuhnya mendukung  pencapaian indikator Persentase 

pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.  

  

 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

IKU Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sudah tidak 

berkelanjutan, namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan 

dengan peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada sarana 

produksi dan distribusi melalui pemeriksaan rutin implementasi aspek 

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pendampingan 

pelaku usaha dalam melak ukan tindakan perbaikan dan pencegahan 

(CAPA). 

 

 Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2024 , dimana masih sering 

ditemukan sampel fortifikasi yang TMS terutama TMS kadar yodium 

pada garam konsumsi serta TMS kadar  vitamin A pada minyak goreng 

sawit maka diperlukan upaya yang lebih untuk menurunkan sampel 

fortifikasi yang TMS tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu 

dengan kegiatan sampling, pengujian kadar iodium dan pembinaan 

langsung di tempat produksi gar am fortifikasi dengan melibatkan dari 

tim inspeksi, pengujian dan infokom sehingga di tahun 2024 ini dapat 

meningkatkan realisasi kinerja persentase pangan fortifikasi yang 

memenuhi syarat secara maksimal yaitu realisasi 100% dari target 

91%.  
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Tabel 3. 12 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 2 

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap obat dan 

makanan yang aman dan bermutu yang dicapai oleh BBPOM di Semarang 

telah menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.  

 

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Semarang berhasil meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan 

di wilayah BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 102,64 % dengan 

kriteria Sangat  Baik . Hal ini menunjukkan sudah ada peningkatan 

pemanfaatan media s osial dan media eletronik, beragamnya alat peraga 

yang digunakan agar materi penyebaran informasi makin mudah 

dipahami, serta meningkatnya frekuensi KIE langsung 

(sosialisasi/penyuluhan langsung) maupun pameran kepada masyarakat 

di Kabupaten/kota di Jawa T engah melalui program pemberdayaan 

Masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 
keamanan dan mutu Obat dan Makanan di 
Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang  
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IK.6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat 

dan Makanan aman dan bermutu  

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  

 
Tabel 3. 13 Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat yang diperoleh Balai Besar POM di 
Semarang 

Pada tahun 2024 capaian nilai Indeks Kesadaran Masyarakat yang 

diperoleh Balai Besar POM di Semarang sebesar 102,64% dengan 

kriteria Sangat Baik.  

Realisasi kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) 

terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu tahun 2024 

memang menunjukkan pencapaian yang melebihi target yang 

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 202 4. Hal ini 

mencerminkan efektivitas berbagai upaya yang dilakukan oleh Balai 

Besar POM di Semarang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya memilih produk obat dan makanan yang aman 

dan bermutu.  

 

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja T ahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

Peningkatan Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap 

obat dan makanan yang aman dan bermutu oleh Balai Besar di 

Semarang  menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa 

tahun terakhir.  

 

Dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2022 

dan 2024 , terdapat 

kenaikan realisasi    

indeks kesadaran 

masyarakat terhadap 

Obat dan Makanan 

yang Aman dan 

Bermutu pada tahun  

2024, dengan capaian 

102,64 dalam kategori    

capaian Sangat Baik . 

Gambar 3. 14 Perbandingan Capaian IK 6 2020-2024 
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Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program edukasi dan 

sosialisasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya obat d an 

makanan yang aman dan bermutu.  

 

 

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

 

Bila dibandingkan 

nilai Indeks 

kesadaran 

masyarakat 

(awareness index) 

terhadap Obat 

dan Makanan 

aman dan 

bermutu Balai 

Besar seklaste r, 

BBPOM di 

Semarang 

memperoleh 

realisasi Indeks 

Kinerja yang terendah dibandingkan dengan Balai Besar yang lainnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Semarang harus  berupaya 

lebih keras lagi untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan 

agar terjadi p eningkatan yang lebih signifikan pada kesadaran 

masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman. Meskipun nilai 

indeks kesadaran masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah 

diatas target nasional 2024 (85).  

 

 Analisis penyebab kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan  : 

Analisis penyebab telah tercapainya kinerja Indeks Kesadaran 

Masyarakat dengan kriteria Sangat Baik , antara lain meliputi:  

1.  Peningkatan Program Sosialisasi dan Edukasi  

Balai Besar POM di Semarang telah menjalankan berbagai program 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai obat dan 

makanan yang aman dan bermutu. Kampanye dan edukasi yang 

dilakukan melalui penyuluhan langsung, media online, media 

sosial, seminar, dan workshop sangat membantu menyebarkan 

informasi mengenai pentingnya keamanan obat dan makanan bagi 

Gambar 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 
Nasional dan Balai Seklaster IKU 6 
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kesehatan. Sosialisasi yang jelas dan mudah  dipahami oleh 

konsumen telah memperkuat kesadaran masyarakat tentang apa 

yang sebaiknya mereka konsumsi.  

2.  Penegakan Regulasi yang Lebih Ketat  

Balai Besar POM di Semarang juga semakin tegas dalam 

menegakkan regulasi terkait obat dan makanan , yang berkontribusi 

pada peningkatan kualitas produk yang beredar di pasaran melalui 

inspeksi rutin dan pengawasan ketat terhadap produk obat dan 

makanan yang beredar di wilayah Jawa Tengah.  

3.  Penyebarluasan Akses Informasi Aplikasi BPOM  

Balai Besar POM  di Semarang semakin gencar dalam 

menyebarluaskan akses untuk mendapatkan informasi terkait obat 

dan makanan yang aman. Penyebarluasan aplikasi dan platform 

digital yang diluncurkan Badan POM, seperti BPOM Mobile dan cek 

BPOM yang semakin masif oleh Balai Besar POM di Semarang 

memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi keaslian produk 

obat dan makanan secara langsung.  

4.  Peran Serta Media Sosial  

Media sosial memainkan peran besar dalam meningkatkan 

kesadaran tentang pentingnya memilih produk obat dan maka nan 

yang berkualitas. Kampanye yang menarik dan edukatif di media 

sosial Balai Besar POM di Semarang semakin menarik perhatian 

masyarakat luas, dari anak muda hingga orang dewasa.  

6.  Sinergi dan Kolaborasi dengan Lintas Sektor  

 Balai Besar POM di Semaran g menjalin kemitraan dengan lintas 

sektor   seperti institusi pendidikan dalam menyebarluaskan 

informasi obat dan makanan. Selain itu juga meningkatkan jumlah 

keterlibatan dan peran aktif lintas sektor terkait untuk turut 

mendukung penyebaran informasi oba t dan makanan. Misalnya, 

melalui peningkatan intensitas KIE dengan anggota PKK , 

sosialisasi  kepada anggota pramuka melalui Saka POM serta 

komunitas komunitas tertentu.  

 

 

Alternatif solusi yang sudah dilakukan adalah dengan :  

a. Peningkatan Pemanfaatan media  sosial (instagram, facebook, 

twitter, tiktok, website) media cetak, dan media elektronik , media 

luar ruang (radio -TV, sms blast dan media online lainnya) Balai 

Besar POM di Semarang dalam mempromosikan dan menyebarkan 

informasi tentang Obat dan makanan y ang aman. Adapun kegiatan 

yang dilakukan dengan membuat konten yang mampu 
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meningkatkan engagement follower sehingga lebih banyak follower 

terpapar materi atau konten edukasi yang diberikan.   

b.  Pembuatan alat peraga atau promosi yang semakin beragam agar 

mat eri promosi atau penyebaran informasi makin mudah dipahami,  

c. Pembuatan video edukasi dengan menggunakan bahasa daerah 

atau podcast/live IG dengan melibatkan millenial atau influenser  

sehingga lebih banyak masyarakat yang mengakses  edukasi  yang 

diberikan.  

d.  Peningkatan Jumlah dan Frekuensi pameran dan KIE langsung 

sehingga masyarakat makin banyak yang mendapatkan informasi 

tentang  Obat dan Makanan aman.  

 

 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan  Kinerja  

1.  Peningkatan Peserta Program Edukasi  

Program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai sektor, 

termasuk kader, komunitas PKK dan organisasi kemasyarakatan 

dan pendidikan berhasil menarik lebih banyak peserta sehingga 

semakin banyak orang yan g berpartisipasi dalam kegiatan edukasi 

tentang pentingnya mengonsumsi obat dan makanan yang aman 

dan bermutu.  

2.  Tantangan Terkait Pengawasan Pasar yang Semakin Baik  

Pengawasan terhadap produk obat dan makanan semakin ketat, 

dengan peningkatan pemantauan dan  tindakan yang lebih tegas 

terhadap produk yang tidak memenuhi standar. Balai Besar POM 

di Semarang juga telah menyebarluaskan aplikasi seperti Cek 

BPOM untuk mempermudah masyarakat dalam memverifikasi 

produk yang mereka beli dan konsumsi sehingga menguran gi 

penggunaan produk palsu atau tidak terdaftar.  

3.  Efektivitas Media Sosial  

Kampanye kesadaran mengonsumsi Obat dan makanan yang aman  

melalui media sosial Balai Besar POM di Semarang menjadikan 

masyarakat semakin cerdas dalam memilih produk yang akan 

mereka  konsumsi. Dengan adanya pencapaian ini, maka lebih 

banyak produk yang memenuhi standar yang beredar dan lebih 

banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya konsumsi obat dan 

makanan aman.  

 

 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  
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Tabel 3. 14 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK6 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah Efisien   karena capaian indikator lebih tinggi  

daripada % realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 

2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks 

Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap obat dan makanan 

yang aman dan bermutu.  

 

 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

Untuk menyempurnakan kinerja agar makin meningkatkan capaian 

dari target yang ditetapkan, BBPOM di Semarang melakukan 

program/kegiatan yang mendukung keberhasilan tersebut, antara lain:  

1.  Melakuk an Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Sosialisasi serta 
Penyebaran Informasi yang lebih intensif terkait Obat dan Makanan 

yang aman dan bermutu kepada masyarakat Jawa Tengah, melalui 
pemanfaatan media sosial (instagram, facebook, tik tok, dll), media 
cetak , serta media elektronik (radio, wa blast dan media online 

lainnya) dengan sasaran generasi millenial secara berkala.  

2.  Menyediakan materi edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat 

umum, termasuk infografis dan video pendek.  

3.  Menjalin kemitraan dan sinergit as dengan lintas sektor dalam 

rangka mengedukasi masyarakat untuk menyebarluaskan informasi 

tentang keamanan obat dan makanan.  

4.  Memperbaiki strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi 

dan edukasi kepada masyarakat. Dalam menyusun strategi 

pelaksanaan  KIE dapat mengacu dan mempertimbangkan hasil 

survei kesadaran dan masyarakat Jawa Tengah baik dari sisi 

komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat 

maupun demografi. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:  

ҍ Memfokuskan tujuan dan tema/mate ri/pesan KIE dengan 

mempertimbangkan segmentasi target peserta KIE  seperti 

gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.  
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ҍ Memperhatikan prioritas kebutuhan informasi masyarakat 

dalam menyampaikan KIE  

ҍ Menggunakan pilihan media yang tepat  dan media yang banyak 
diakses oleh masyarakat dengan tetap menyesuaikan 

target/kelompok sasaran penerima KIE serta anggaran yang ada.  
 

 Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2024 maka Balai Besar POM di 

Semarang mampu meningkatkan efektivitas program komunikasi, 

informasi, dan edukasi (KIE) yang telah dilaksanakan dengan 

merancang strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran dan 

mempertimbangkan karakteristik demografis dan geografis 

Masyarakat. Selain  itu, Balai Besar POM di Semarang telah bersinergi 

dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lintas sektor terkait 

dan organisasi masyarakat, dalam upaya bersama meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk yang aman dan 

bermutu.  

Secara keseluruhan, pemanfaatan kinerja Indeks Kesadaran 

Masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu 

berperan penting dalam upaya Balai Besar POM di Semarang untuk 

selalu melindungi kesehatan masyarakat melalui pembinaan dan 

pengawasan yang efekt if serta edukasi yang berkelanjutan.  
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Tabel 3. 15 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 3 

 
Pada Tahun 2024  BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan 

kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan 

obat dan makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Semarang dengan NPS 

102,03% dengan kriteria Sangat Baik .  

 

IK.7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan 

dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan  

 

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Tabel 3. 16 Realisasi Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha 

 
 

Indeks kepuasan pelaku usaha diukur melalui tingkat kepuasan 

terhadap kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha 

SK 3 
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan 
Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan 
Makanan di Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang  
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dalam rangka membantu pemenuhan regulasi. Jenis kegiatan 

bimbingan dan pembinaan dikelompokkan menjadi 4, yaitu :  

1.  pendampingan,  

merupakan layanan yang dilakukan terhadap pelaku usaha secara 

intensif dalam serangkaian aktivitas tatap muka langsung atau 

online dan/atau kunjungan lapangan, individual, serta berdampak 

langsung terhadap p roses perizinan/sertifikasi yang sedang dijalani 

pelaku usaha  

2.  desk,  

merupakan layanan terhadap pelaku usaha secara intensif, 

individual, tatap muka secara langsung atau online, dan 

berdampak langsung terhadap roses perizinan/sertifikasi yang 

sedang dijalani pelaku usaha  

3.  bimbingan teknis,  

merupakan layanan yang dilakukan terhadap beberapa pelaku 

usaha dalam jumlah tertentu atau kelompok dengan materi 

bimbingan umumnya bersifat teknis untuk membantu mengatasi 

masalah yang sama  

4.  sosialisasi.  

merupakan layanan yang dilakukan kepada pelaku usaha secara 

luas dengan peserta relatif banyak, biasanya mengenai isu terbaru, 

dan keikutsertaannya lebih bersifat sukarela.  

 

Pelaku usaha yang dimaksud meliputi produsen, distributor, importir, 

eksportir, pelayanan (a potek, RS, dll), lainnya (ritel, stockiest, depot, 

dll).  

Pengukuran kepuasan usaha terhadap pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan obat dan makanan mengacu pada konsep 

Service Quality (ServQual) yang terdiri dari 5 aspek, yaitu Reliability, 

Assuranc e, Tangible, Empathy, dan Responsiveness. Survei terdiri dari 

10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala Likert 1 -

4 dalam bentuk simbol bintang. Survei dilakukan secara online 

(surveiprkom.pom.go.id) saat kegiatan bimbingan dan pembinaan 

kep ada pelaku usaha.  Periode survei adalah antara 2 Januari - 30 

November 2024.  

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indeks kepuasan pelaku 

usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan 
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obat dan makanan terhadap target 2024 adalah s ebesar 101,27% 

kriteria Sangat Baik.  

 

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

Pada gambar di 

samping ini dapat 

dilihat jika dari 

capaian indeks 

kepuasan pelaku 

usaha terhadap 

pemberian bimbingan 

dan pembinaan 

pengawasan obat dan 

makanan pada Tahun 

2024 mengalami 

peningkatan  jika dibanding tahun 2024 .  

 

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar  

Nasional dan Balai Seklaster  

 

Dari gambar 

terlihat bahwa 

jika dibandingkan 

dengan balai 

seklaster, maka 

BBPOM di 

Semarang 

menduduki 

urutan terakhir 

setelah BBPOM di 

Surabaya dan 

sedikit di bawah 

standar nasional.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. 16 Perbandingan Capaian IK 7 2020-2024 

Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 
Nasional dan Balai Seklaster IKU 7 



 

 

 99  

 

 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Kenaikan realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian 

bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dari tahun 

2024  (94,70) menjadi 96,21 pada Tahun 2024 didukung oleh 

pelaksanaan desk konsultasi, pendampingan pelaku usaha dalam 

proses penyelesaian CAPA dalam rangka sertifikasi maupun registrasi 

produk,  serta kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara 

luring, maupun daring seperti kegiatan Sinau Online Sareng (SOS) 

BBPOM di Semarang dengan pemilihan materi sesuai kebutuhan 

pelaku usaha dan penyajian materi oleh narasumber yang 

berkompeten.  Kegiatan bimbingan yang dilakukan secara luring lebih 

diminati oleh pelaku usaha dan narasumber karena lebih interaktif dan 

materi KBP dapat diterima dengan lebih baik.  

Jika dilihat dari capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian bimbingan da n pembinaan pengawasan obat dan makanan 

terjadi penurunan pada tahun 2024 (101,27%) terhadap capaian tahun 

2024  (106,05%), hal ini disebabkan oleh kenaikan target tahun 2024 

yang cukup signifikan. Target pada tahun 2024  adalah 86,5 dan target 

pada tahun 20 24 dinaikkan menjadi 95 berdasarkan perhitungan trend 

realisasi target tahun 2021 -2024 .  

Survei pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha ini memperoleh 

banyak saran dan masukan dari pelaku usaha, diantaranya berupa 

apresiasi terkait manfaat pelaksanaan kegi atan, penyelenggaraan 

kegiatan serupa diadakan secara berkala, usulan materi kegiatan 

selanjutnya, dan sebagainya. Pelayanan bimbingan dan pembinaan 

secara online memiliki keterbatasan dibanding pelayanan tatap muka 

langsung sehingga berpengaruh pada kepua san pelaku usaha, 

diantaranya kendala jaringan internet, materi bimbingan dan 

pembinaan yang kebanyakan bersifat teknis dan mendetail untuk 

dapat disampaikan secara online.  
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Tabel 3. 17 Rincian Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di Wilayah Kerja BBPOM 

Semarang Tahun 2024 

No Nama Kegiatan  Secara  Tanggal pelaksanaan  Jumlah Responden  Nilai event 

kegiatan  

1 Desk / Desk/Konsultasi 

Pelayanan Ekspor Impor, 

Registrasi, dan Sertifikasi 

Pangan Olahan ð TW I  

Luring  2024 -01-02 s.d 2024 -

03-29  

9  

 98,57  

2 Desk / Desk/Konsultasi 

Pelayanan Ekspor Impor, 

Registrasi, dan Sertifikasi 

Kosmetik ð TW I  

Luring  2024 -01-02 s.d 2024 -

03-29  

1 100  

3 Desk / Desk/ Konsultasi terkait 

Sertifikasi  CDOB ð TW I  

Luring  2024 -01-02 s.d 2024 -

03-29  

1 100  

4 Bimbingan Teknis / Sinau Online 

Sareng BBPOM Semarang : 

Perizinan Sarana Kosmetik  

Daring  2024 -01-10 s.d 2024 -

01-10  

78  93,42  

5 Bimbingan Teknis / Bimbingan 

Teknis dan Desk Konsultasi 

Cara Produksi Pangan 

Olahan yang Baik  

Luring  2024 -02-21 s.d 2024 -

02-21  

37  91,7  

6.  Desk/ Sosialisasi dan Desk 

Registrasi dalam Rangka 

Jemput Bola Registrasi 

Pangan Olahan di Semarang 

23-24 April 2024  

Luring  2024 -04-23 s.d 2024 -

04-24  

68  94,79  

7.  Bimbingan Teknis/ Sinau Online 

Sareng BBPOM di Semarang 

: Bimbingan Teknis Cara 

Produksi Pangan Olahan 

yang Baik  

Luring  2024 -04-22 s.d 2024 -

04-22  

60  95,62  

8.  Sosialisasi/ Penerapan Cara 

Distribusi Obat yang Baik 

(CDOB) di Instalasi Farmasi 

Provinsi Jawa Tengah  

Luring  2024 -06-03 s.d 2024 -

06-03  

33  93,04  
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No Nama Kegiatan  Secara  Tanggal pelaksanaan  Jumlah Responden  Nilai event 

kegiatan  

9. Desk/ One Stop Service Registrasi 

Obat Bahan Alam, Obat 

Kuasi, Suplemen Kesehatan 

dan Kosmetik  

Hybrid  2024 -06-26 s.d 2024 -

06-28  

1 100  

10.  Bimbingan Teknis / Bimtek CPKB 

Kepada Penanggung Jawab 

Industri Kosmetik  

Luring  2024 -07-08 s.d 2024 -

07-08  

47  98,19  

11.  Sosialisasi / Advokasi dan 

Sosialisasi Standar Pangan: 

Regulasi terkait Bahan 

Tambahan Pangan, Kategori 

Pangan dan Pangan untuk 

Keperluan Gizi Khusus  

Hybrid  2024 -07-17 s.d 20 24 -

07-17  

13  92,55  

12.  Bimbingan Teknis / Bimbingan 

Teknis CPPOB Kepada 

Pelaku Usaha Terasi di Kab. 

Rembang  

Luring  2024 -07-23 s.d 2024 -

07-23  

32  96,61  

13.  Bimbingan Teknis /Bimbingan 

Teknis CPPOB Kepada 

Pelaku Usaha Terasi di Kab. 

Pati  

Luring  2024 -07-24 s.d 2024 -

07-24  

14  94,36  

  

14.  Sosialisasi / Sosialisasi Regulasi 

di Bidang Obat Tradisional, 

Obat Quasi, dan Suplemen 

Kesehatan  

Hybrid  2024 -08-01 s.d 2024 -

08-01  

19  97,6  

15.  Sinau Online Sareng (SOS) 

BBPOM di Semarang : 

Bimbingan  Teknis Aspek 

Cara Produksi Pangan 

Olahan Yang Baik (CPPOB) 

untuk UMKM Pangan 

Pendampingan 2024  

Daring  2024 -08-06 s.d 2024 -

08-06  

12  93,28  

16.  Desk / Desk Konsultasi CPPOB 

dan Registrasi NIE di 

Kabupaten Pati  

Luring  2024 -08-20 s.d 2024 -

08-21  

9 97,55  
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No Nama Kegiatan  Secara  Tanggal pelaksanaan  Jumlah Responden  Nilai event 

kegiatan  

17.  Desk / Desk/ Konsultasi terkait 

Sertifikasi CDOB ð TW III  

Luring  2024 -07-01 s.d 2024 -

09-30  

1 100  

18.  Desk / Desk/Konsultasi 

Pelayanan Ekspor Impor, 

Registrasi, dan Sertifikasi 

Pangan Olahan ð TW III  

Luring  2024 -07-01 s.d 2024 -

09-30  

3 99,41  

19.  Desk / Desk/Konsultasi 

Pelayanan Ekspor Impor, 

Registrasi, dan Sertifikasi 

Kosmetik ð TW III  

Luring  2024 -07-01 s.d 2024 -

09-30  

1 100  

20.  Sosialisasi / Sosialisasi SPIMKer 

epada Rumah Sakit dan 

Puskesmas di Jawa Tengah  

Luring  2024 -08-27 s.d  2024 -

08-27  

26  98,66  

21.  Bimbingan Teknis / Bimtek dan 

Pendampingan Pelaku 

UMKM OBA dan Jamu 

Gendong di Boyolali  

Luring  2024 -08-30 s.d 2024 -

08-30  

25  92,94  

22.  Bimbingan Teknis / Bimbingan 

Teknis Cara Produksi 

Pangan Olahan yang Baik 

dan Desk Konsultasi  

Luring  2024 -09-12 s.d 2024 -

09-12  

45  95,14  

23  Bimbingan Teknis / Sinau Online 

Sareng (SOS) BBPOM di 

Semarang : Bimbingan 

Teknis Implementasi IP 

CPPOB 

Hybrid  2024 -10-15 s.d 2024 -

10-15  

51  92,53  

24  Bimbingan Teknis / Sinau Online 

Sareng  (SOS) BBPOM di 

Semarang : Bimbingan 

Teknis Cara Produksi 

Pangan Olahan Yang Baik 

(CPPOB) dan Registrasi 

Pangan Olahan  

 Komoditi : Pangan Olahan  

Hybrid  2024 -10-21 s.d 2024 -

10-21  

59  93,86  
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No Nama Kegiatan  Secara  Tanggal pelaksanaan  Jumlah Responden  Nilai event 

kegiatan  

25 Bimbingan Teknis / Bimbingan 

Teknis Penandaan Kosmetik  

Luring  2024 -11-26 s.d 2024 -

11-26  

14  98,87  

 

 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks 

kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan obat dan makanan adalah:  

1.  Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan secara luring 

dengan metode yang lebih interaktif dan menghadirkan narasumber 

dari BBPOM di Semarang, Lintas sektor terkait (Dinkes, DPMPTSP, 

Perindag, dll) dan Akademis/Praktisi sehingga pelaku usaha dapat 

menyampaikan permasalahan dan kendala yang dialami secara 

langsung dan narasumber dalam memberikan alternatif solusi 

secara langsung.  

2.  Sinau Online Sareng (SOS) BBPOM Semarang yang mengangkat 

tema beragam menyesuaikan kebutuhan pelaku usaha merupakan 

salah satu kegiatan BBPOM di Semarang yang banyak diminati oleh 

pelaku usaha sehingga pelaku usaha mendapatkan update dan 

refreshment terhadap regulasi yang perkembangnya dinamis.  

3.  Pendampingan Pela ku Usaha terkait Penyelesaian CAPA dalam 

rangka Sertifikasi dan Registrasi Produk memberikan dampak 

langsung terhadap percepatan penyelesaian proses sertifikasi 

maupun registrasi yang sedang dilakukan oleh pelaku usaha 

sehingga layanan ini mendapat apresia si yang baik dan 

meningkatkan kepuasan pelaku usaha.  
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 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  

 
Tabel 3. 18 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK7 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi 

daripada % realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 

2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator ind eks 

kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan obat dan makanan.  

 

 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

Berdasarkan Rencana Strategis BPOM Tahun 2025 -2029, Indeks 

kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tidak menjadi Indikator 

Kinerja Utama BPOM. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan 

terhadap pelaku usaha akan tetap dilaksanakan oleh BBPOM di 

Semarang untuk mendukun g percepatan proses perizinan di Bidang 

Obat dan Makanan.  

 

 Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2024, dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan 

terhadap pelaku usaha.  

 

IK.8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan 

Makanan  

Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan 

Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted 

Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan onl ine. Desain sampling 
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menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari 

rata -rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan 

dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot 

pertanyaan dan bobot komod iti. Pengukuran kepuasan masyarakat 

dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan 

BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing -

masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.  

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisi kan sebagai ukuran kepuasan 

berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas 

kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam 

menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang 

dirasakan dampak/manfaatnya ol eh masyarakat. Masyarakat adalah 

konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan 

pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang 

menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden 

adalah kepala/anggota ru mah tangga dengan rentang usia 17 -65 tahun. 

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality 

(ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang 

mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) 

Kemampua n/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk 

Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk 

kedaluwarsa; (2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari 

produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan 

pemberian  informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan; (3) 

Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang 

beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian 

Obat dan Makanan yang beredar di pasaran; (4) Tindakan BPOM a tas 

produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, 

dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan 

illegal yang beredar di masyarakat.  

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Tabel 3. 19 Reealisasi Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap Masyarakat atas Kinerja 

Pengawasan Obat dan Makanan 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indeks kepuasan 

masyarakat terhadap masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan 



 

 

 106  

 

Makanan terhadap target 2024 adalah sebesar 103,88% dengan kriteria  

Sangat Baik.   

 

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

 

 
Gambar 3. 18 Perbandingan Capaian IK 8 2020-2024 

 
Pada grafik terlihat bahwa realisasi 2020 -2024  mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan. tetapi terjadi penurunan sedikit di tahun 2024  
dan naik kembali di tahun 2024.  

 

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun  2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

 
Gambar 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional dan Balai Seklaster IKU 

8 

Dari gambar, jika dibandingkan dengan balai seklaster, maka BBPOM 

di Se marang menduduki urutan terendah. Yang tertinggi yaitu BBPOM 

di Bandung. dari kelima balai yang belum mencapai target nasional 

hanya Semarang.  
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 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau  

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan berdasarkan 

komoditi dimana komoditi Obat yang paling tinggi disusul Pangan 

Olahan, obat tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan. Indeks 

Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM berdasarkan 5 

(lima) komoditi sebagai  berikut:  

a. Obat dengan nilai sebesar 81,90 kategori Puas.  

b. Obat Tradisional dengan nilai sebesar 79,09 kategori Puas.  

c. Suplemen Kesehatan dengan nilai sebesar 78,82 kategori Puas.  

d. Kosmetik dengan nilai sebesar 79,05 kategori Puas.  

e. Pangan Olahan  dengan nilai sebesar 79,59  kategori Puas.  

 

 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

1.  Sarana Prasarana di Pelayanan public terpenuhi   

2.  Pelaksanaan KIE tatap muka langsung melalui penyuluhan  

3.  Peningkatan kualitas berita dan informasi yang disampaikan di 

medsos mudah dipahami dan menarik untuk masyarakat  

4.  Kerjasama dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan 

efektivitas pengawasan obat dan makanan.  

5.  Dukungan Anggaran DAK yang dilaksanakan oleh Pemda 

Kabupaten/Kota memberikan dampak positif pada kesadaran pelaku 

usaha dalam pengelolaan obat  

6.  Pendampingan secara konsisten ke pelaku usaha produksi dan 

distribusi dalam menerapkan aspek CPOB/ CPOTB/ CPKB, 

penandaan yang sesu ai dengan regulasi maupun cara distribusi yang 

baik.  

7.  Investigasi baik melaui daring maupun luring lebih mendalam 

sehingga informasi mengenai karakteristik dari pelaku tindak pidana 

obat dan makanan dapat lebih akurat  

 

 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  
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Tabel 3. 20 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK8 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi 

daripada % realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 

2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks 

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di 

BBPOM di Semarang.  

 

 Upaya Perbaikan dan P enyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

a. Meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara 

umum, terutama pemberian informasi kepada masyarakat, 

peningkatan frekuensi pengawasan dan penindakan di area rural 

dan perbatasan melalui  pengawasan berbasis komunitas dan 

meningkatkan penindakan produk ilegal di pasar offline dan online.  

b.  Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai 

aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM 

melalui berbagai media.  

c. Meningkatkan kerja sama dengan media dalam publikasi aktivitas 

pengawasan termasuk adanya contact person khusus.  

d.  Meningkatkan enggagement dengan melakukan interaksi aktif 

dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing -masing 

unit kerja.  

e. Menjal in kerja sama dengan pelaku usaha dalam mempromosikan 

BPOM dan menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada 

konsumen.  

 

 Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Berdasarkan kinerja Tahun 2024, maka dilakukan pemanfaatan 

informasi dengan kegiatan KIE yang leb ih intens dan lebih menarik baik 

melalui tatap muka dan media sosial.  
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IK.9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM 

di Semarang  

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  

 
Tabel 3. 21 Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di 

Semarang 

 
 

Pelayanan publik adalah seluruh kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang -undangan.  Indeks 

Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada 

pener ima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat. Target Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Semarang 

untuk Tahun 2024 adalah 95,5.   

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh 

BBPOM di Semarang di Tahun 2024 un tuk 9 (sembilan) jenis layanan 

yang dilakukan, dengan jumlah responden sebagai berikut  

 
Tabel 3. 22 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik 

No Jenis Layanan  Responden  

1 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan  yang 
Baik  

42  

2 Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik  7 

3 Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan 

kosmetika yang baik secara bertahap golongan A  
2 

4 
Pengujian Obat dan Makanan  7 

5 Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan 
Makanan  

113  

6 Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat 
tradisional yang baik secara bertahap  

5 

7 Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika  3 

8 Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan  27  

9 Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan  8 

 Total  214  
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Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik 

BBPOM di Semarang (berdasarkan hasil SKM) Tahun 2024 yang 

diperoleh dari per unsur pelayanan adalah 96,40 dengan rincian 

sebagai berikut:  

 
Tabel 3. 23 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Per Unsur Pelayanan 

Unsur Pelayanan  
Tahun 

2024  

U1 Persyaratan  96,19  

U2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur  96,35  

U3 Waktu Penyelesaian  95,98  

U4 Biaya/Tarif  96,67  

U5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan  96,11  

U6 Kompetensi Pelaksana  96,83  

U7 Perilaku Pelaksana  98,02  

U8 
Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan  
96,43  

U9 Sarana dan Prasarana  95,00  

 Total  96,40  

 

Hasil SKM diolah melalui aplikasi SAPA APIP yang dikelola bersama 

antara Inspektorat  Utama dan Biro Hukum dan Organisasi. Dengan hasil 

SKM yang diperoleh BBPOM di Semarang  adalah 96,40 menunjukkan 

realisasi telah melampaui target Tahun 2024 dengan capaian 100, 94%, 

dengan kriteria Sangat Baik . Tingkatan mutu pelayanan berada pada 

kisaran  88,31 -100 dengan nilai A atau Sangat Baik. Kriteria mutu 

pelayanan adalah sebagai berikut :  

   

 
Tabel 3. 24 Kriteria Mutu Pelayanan 

  
 

 

 

 

 

 

 

Nilai Interval Konversi  Mutu Pelayanan  Kinerja Unit 
Pelayanan  

25,00 �² 64,99 D Tidak Baik 

65,00 �² 76,60 C Kurang Baik  

76,61 - 88,30 B Baik 

88,31 �² 100,00 A Sangat Baik  



 

 

 111  

 

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

 
Peningkatan realisasi 

dan capaian indeks 

kepuasan Masyarakat 

terhadap pelayanan 

publik BBPOM di 

Semarang dari tahun 

2020 hingga Tahun 

2024 dapat dilihat dari 

grafik di atas. Setiap 

tahunnya target 

mengalami 

peningkatan, dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan. 

Walaupun secara persentase capaian di Tahun 2024 (100,9 4%) lebih 

rendah dibandingkan persentase capaian pada tahun 2024  (103,23)%, 

namun petugas layanan publik BBPOM di Semarang tetap konsisten 

untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Hal ini terbukti dari 

penilaian yang diberikan pelanggan melalui surve y menunjukkan 

apresiasi yang baik dari seluruh pelanggan terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik BBPOM di Semarang.  

 
 

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

 

Berdasarkan 

data pada grafik 

perbandingan 

realisasi kinerja 

untuk Indeks 

Kepuasan  

Masyarakat 

terhadap 

Layanan Publik 

di tingkat UPT 

Tahun 2024,  

BBPOM di 

Gambar 3. 20 Perbandingan Capaian IK 9 2020-2024 

Gambar 3. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 
Nasional dan Balai Seklaster IKU 9 
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Semarang memperoleh realisasi di urutan kedua setelah BBPOM di 

Yogyakarta. Secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan target 

(standar Nasional) Badan POM, kelima UPT seklaster ter sebut termasuk 

BBPOM di Semarang telah melampaui target Nasional.  

 

 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat 

dan Makanan , BBPOM di Semarang perlu mengadakan survei tentang 

penilaian pengguna layanan publik untuk mengetahui kualitas 

pelayanan publik yang diselenggarakan BBPOM di Semarang.  Sesuai 

dengan pedoman PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 pengukuran 

penilaian ditujukan te rhadap  9 (Sembilan) unsur pelayanan publik.   

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan 

tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 

Publik BBPOM di Semarang antara lain:  

a. Melaksanakan reviu secara berkala terhadap St andar Pelayanan 

Publik BBPOM di Semarang yang memuat unsur -unsur pelayanan 

publik. Penyusunan Standar Pelayanan dilakukan melalui tahapan 

Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari 

pengguna layanan dan pemangku kepentingan.  

b.  Penyediaan sar ana dan prasarana yang ramah untuk kelompok 

rentan yaitu disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak -anak, 

lansia, serta korban bencana sosial dan korban bencana alam 

dalam memenuhi hak pengguna layanan untuk memperoleh 

layanan di BBPOM Semarang.  

c. Meninda klanjuti hasil SKM yang telah dilakukan secara berkala 

dengan menyusun rencana tindak lanjut dengan menitikberatkan 

terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah serta masukan/saran 

dari pelanggan yang perlu ditindaklanjuti.   

d.  Meningkatkan kualitas pelayana n publik dengan melakukan 

berbagai inovasi dalam mempermudah layanan publik, antara lain 

dengan variasi/ragam pemberian sosialisasi kepada pelanggan.   

e. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas layanan 

publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, terma suk peningkatan 

soft skill pelayan publik. Peningkatan kapasitas dan 

profesionalisme petugas sehingga mampu berkomunikasi dengan 

baik dan  respon cepat dalam menangani keluhan pelanggan. 
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Sehingga dipandang perlu untuk dilaksanakan secara rutin 

maupun berje njang.  

f.  Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga 

tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.  

 

 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

1.  Terjadi kenaikan hasil penilaian pengguna layanan di semua unsur, 

hal ini menunjukan bahwa telah terjadi perbaikan di semua unsur 

sehingga masyarakat merasa puas dengan yang layanan yang 

diterima  

2.  Tahun 2024 BBPOM di  Semarang telah meraih predikat UPP dengan 

Pelayanan Prima serta mendapat predikat UPP terbaik penyedia 

sarana prasarana kelompok rentan terbaik dari Kementerian PAN -

RB. Kedua predikat ini merupakan salah satu memperkuat 

komitmen BBPOM di Semarang dalam m emberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat.  

3.  BBPOM di Semarang senantiasa berupaya untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui peningkatan 

kompetensi petugas ditingkatkan secara terus menerus seiring 

dengan perkembangan peraturan perizinan obat dan makanan serta 

kebutuhan masyarakat melalui pelatihan/sosialisasi/bimtek baik 

yang rutin diadakan oleh BPOM ataupun melalui IDEAS yang 

dikembangkan oleh PPSDM dan diikuti petugas secara mandiri.  

4.  Persamaan persepsi antar petugas dilaksanakan secara 

berkelanjutan dengan membentuk WAG yang beranggotakan semua 

petugas layanan dan yang terkait dengan pemberian layanan. WAG 

ini berfungsi untuk mendapatkan solusi yang belum terpecahkan 

dengan saling diskusi dan berbagi informasi antar s esama petugas.  

5.  BBPOM di Semarang juga secara konsisten melaksanakan kegiatan 

yang menunjang layanan publik lainnya antara lain pengembangan 

inovasi layanan publik yang dimiliki, yaitu MELON MANIS (MELalui 

Online MemberikAN InformaSi); Selama penyelenggara an pelayanan 

di Tahun 2024, pelaksanaan MELON MANIS hanya diselenggarakan 

sebanyak 12 kali dengan total 28 peserta. Pelanggan MELON MANIS 

tidak terbatas dari Wilayah Provinsi Jawa Tengah, namun ada yang 

berasal dar Kediri, Bogor, Aceh Utara, Daerah Istimew a Yogyakarta, 

Banjar, dll  
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6.  Inovasi lainnya adalah LAKONE SEKTI (Layanan Konsultasi Efektif 

Sertifikasi Registrasi Obat dan Makanan sebagai upaya memberikan 

kemudahan kepada masyarakat/ pelanggan untuk berkonsultasi 

tanpa harus datang ke kantor. Pada tahun 2 024 BBPOM di 

Semarang menambah gerai di Mal Pelayanan Publik (MPP) yaitu di 

Kabupaten Wonosobo dan Kota Tegal sehingga total keseluruhan 

sejumlah 7 (tujuh) gerai MPP.  

7.  Layanan CEKATAN (Pengecekan Laboratorium Untuk Masyarakat 

dan Sekolahan). Layanan ini di lakukan secara berkesinambungan 

untuk memantau perbaikan yang sudah dilakukan.  

8.  Pada Tahun 2024 dilaksanakan Inovasi baru Inovasi GUMREGAH 

(NgGUgah UMK Resik Saking Bahan Berbahaya), awalnya bernama 

PANGGUL SEKZI dengan tahapannya pelaksanaan Gumregah 

(Advokasi, Sampling dan Uji, BimTek, Monitoring) dan podcast 

SIULAN (Sekilas Informasi Untuk Pelanggan) yang menghadirkan 

narasumber terkait informasi obat dan makanan.  

 

 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  
Tabel 3. 25 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK9 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi 

daripada % realisasi anggaran  2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 

2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Kinerja 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BBPOM di 

Semarang pada Tahun 2024. Namun tetap perlu dilakukan reviu 

efisiensi penggunaan anggaran agar  lebih efektif seperti 

mengoptimalkan pelaksanaan inovasi maupun sinergi penyelenggaraan 

beberapa inovasi layanan publik. Yang tidak kalah penting adalah 

upaya terus -menerus untuk meningkatkan kompetensi petugas 

layanan publik.  
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 Upaya Perbaikan dan Penyem purnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Semarang untuk 

meningkatkan pelayanan publik. Upaya pemenuhan Standar 

Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM di Semarang 

bertujuan untuk mem berikan kepastian bagi pemberi maupun 

penerima layanan.   

Rekomendasi Perbaikan kinerja :  

a. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui 

pelatihan,sosialisasi, workshop, seminar. Termasuk dalam kegiatan 

ini adalah penyamaan persepsi petugas layanan informasi dan 

petugas layanan sertifikasi terkait prosedur perizinan obat dan 

makanan serta penerbitan rekomendasi SKI/SKE  

b.  Pemberian informasi kepada responden bahwa pengisian survei 

hanya terkait dengan layanan yang telah diberikan termasuk 

sarana  pendukungnya dan bukan dalam rangka pemenuhan 

persyaratan perizinan obat dan makanan.  

c. Peningkatan layanan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku 

usaha balk melalui desk  pda saat kegiatan sosialisasi maupun 

jemput bola.  

d.  Publikasi produk layanan malalui media elektronik maupun non 

elektronik  sehingga masyarakat mudah mengakses layanan yang 

ada di BBPOM di Semarang.  

 

 Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Laporan kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terdiri dari dua nilai 

yaitu IKM berdasarkan perhitungan B POM dan dilakukan sekali dalam 

setahun serta IKM mandiri yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang 

dengan evaluasi setiap bulan. Adanya laporan IKM per bulan sangat 

membantu terlaksananya tindak lanjut, yang merupakan masukan 

atau usulan pengguna layanan. Tind ak lanjut survei yang cepat 

diharapkan mampu meningkatkan kepuasan Masyarakat atas layanan 

yang diberikan oleh BBPOM di Semarang  
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CAPAIAN INTERNAL PERSPECTIVE 
 

 

Tabel 3. 26 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 4 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa BBPOM di Semarang telah berhasil 

meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi Capaian 
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana 
produksi dan distribusi yang dilaksanakan

100 100 100

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang 
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

85 85,69 100,82

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan 
tepat waktu

99,8 99,87 100,07

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang 
memenuhi ketentuan

62,5 64,41 103,05

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang 
memenuhi ketentuan

79 80,3 101,65

Indeks Pelayanan Publik 4,7 4,92 104,68

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi 
pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan 
Kosmetik yang baik

89 100 112,36

Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan 
farmasi dan makanan minuman serta program 
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di 
Provinsi/Kabupaten/Kota

95 96,07 101,13

102,97

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

SK 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana 
obat dan makanan serta pelayanan publik di 
Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang  
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pelayanan publik di Wilayah Kerja BBPOM Di Semarang dengan NPS 

102,97% (Sangat Baik).  

 

IK.10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana 

produksi dan distribusi yang dilaksanakan  

 

�ƒ Perbandingan  Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Tabel 3. 27 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi 

dan Distribusi yang Dilaksanakan 

 
Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah 

keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara 

peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ 

distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan 

keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan 

atau tindak lanjut kasus yang berupa pemeriksaan sarana (sarana 

produksi, sarana distribusi, saryanfar), dan pengaduan konsumen. 

Keputusan/ rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:  

1) Keput usan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;  

2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang 

ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;  

3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;  

4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang 

ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan 

yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam 

menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pela ku usaha dan 

lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi 

Target Realisasi Capaian 

10 Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi sarana 

produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan

100 rata2 (% keputusan hasil 

inspeksi yang diterbitkan oleh 

UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh 

UPT + %rekomendasi hasil 

inspeksi yang diterbitkan oleh 

Pusat yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh 

UPT + %rekomendasi hasil 

inspeksi yang diterbitkan oleh 

UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh 

Pusat / UPT lain + % 

rekomendasi dari Pemangku 

Kepentingan terkait yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh 

UPT) s,d bulan n

- - 100 100
IKU Pembilang Penyebut
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profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan 

Makanan).  

 

Pada Tahun 2024, Balai Besar POM di Semarang telah mencapai target 

100% melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi 

sehingga capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi 

sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 100% 

dan   mendapat kriteria Baik . 

 

�ƒ Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun  Sebelumnya  

 
Pada tahun 2021 

terdapat peningkatan 

realisasi dan capaian 

persentase keputusan/ 

rekomendasi hasil 

inspeksi sarana 

produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan dari 

tahun 2020. Tahun 

2022 terdapat realisasi 

sama seperti tahun 

2021 namun capaian lebih rendah dari tahun 2021 karena target 

meningkat di tahun 2022. Pada Tahun 2024 realisasi masih sama 

dengan tahun 2022 meskipun terjadi penurunan capaian dibanding 

tahun 2022, namun target tetap tercapai.  

 
�ƒ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

 

Gambar 3. 22 Perbandingan Capaian IK 10 2020-2024 



 

 

 119  

 

Berdasarkan 

grafik dapat 

disimpulkan 

bahwa realisasi 

persentase 

keputusan/ 

rekomendasi hasil 

inspeksi sarana 

produksi dan 

distribusi yang 

dilaksanakan 

tahun 2024 oleh 

BBPOM di 

Semarang  sama dengan BBPOM Yogyakarta Men duduki Posisi 

Pertama dengan nilai optimanl (100), yang terendah adalah BBPOM di 

Jakarta.  

 
�ƒ Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ 

Penurunan Kinerja  

Pada Tahun 2024, realisasi persentase keputusan/ rekomendasi 

sarana produksi dan distr ibusi yang dilaksanakan sebesar 100% 

dengan rincian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi 

yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 

memperoleh hasil 100 %, karena 2 (dua) rekomendasi telah 

dilaksanakan; Persentase reko mendasi hasil inspeksi yang diterbitkan 

oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh 

hasil 100 %, karena 44 (empat puluh empat) rekomendasi telah 

dilaksanakan; Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT 

yang ditindaklanjuti/ d ilaksanakan oleh Pusat / UPT lain  sebanyak  2 

(dua) rekomendasi dengan realisasi 100%; dan Rekomendasi dari 

Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan 

oleh UPT sebanyak 15 rekomendasi dengan realisasi sebesar 100%. 

Dengan demikian seb anyak 63 rekomendasi seluruhnya telah 

ditindaklanjuti sehingga realisasinya sebesar 100%.  

 

�ƒ Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

Gambar 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 
Nasional dan Balai Seklaster IKU 10 
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Kegiatan  yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator 

persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi 

dan distribusi Tahun 2024 adalah:  

a. Tindak lanjut terhadap surat/ rekomendasi yang masuk pada 

tahun 2024 seluruhya telah dilaksanakan.  

b.  Peningkatan koordinasi dengan Badan PO M dan Balai Besar POM 

terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)  

 

�ƒ Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  

 

Tabel 3. 28 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK10 

Berda sarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/ anggaran telah efisien  karena capaian indikator lebih tinggi 

daripada % realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 

2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persent ase 

keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan 

distribusi.  

 

�ƒ Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

Upaya selanjutnya untuk mempertahankan capaian indikator adalah 

tetap melakukan monitoring surat r ekomendasi yang masuk dan tindak 

lanjut pengawasan sarana produksi dan distribusi secara rutin.  

 

 

�ƒ Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan Tahun 2024, telah 

dilakukan  percepatan capaian kinerja dengan mel akukan monitoring 

pelaksanaan keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi 

dan distribusi dengan melakukan komunikasi yang lebih intensif antar 

IKU
Pagu Anggaran 

(Rp)

Realisasi 

Anggaran (Rp)

Realisasi 

Anggaran  

(%)

 Capaian 

IKU (%) 

Tingkat 

Efisiensi

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi sarana 

produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan

251.456.000     251.303.450     99,94      100,00 Efisien
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bidang dalam lingkungan internal Balai Besar POM di Semarang, 

komunikasi dengan kedeputian di Badan POM , UPT lain, dan 

pemangku . Dengan demikian, target renstra tahun 2024 bisa lebih 

cepat tercapai.  

 

IK.11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan  

�ƒ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi  Kinerja Tahun 2024  
Tabel 3. 29 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang 

Dilaksanakan oleh Pemangku Kepentingan 

 
Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah 

keputusan/rekome ndasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara 

peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana 

produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, 

peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan / 

Pencabutan Ijin. Keputusa n/rekomendasi yang dilaksanakan oleh 

pemangku kepentingan terdiri dari:  

1) Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pelaku usaha dan   

2) Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang yang ditindaklanjuti 

oleh lintas sektor (pemerintah da erah, kementerian/lembaga, 

organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat 

dan Makanan).  

Pada Tahun 2024, Balai Besar POM di Semarang telah menerbitkan 

keputusan/rekomendasi sebanyak 482 keputusan/rekomendasi dan 

yang telah dilaksana kan telah mencapai target  yang ditetapkan 

dengan capaian 100,82 % dan mendapat kriteria Sangat Baik . 

 

�ƒ Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

 

Target Realisasi Capaian 

11 Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan

85 rata2 (% keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang ditindaklanjuti 

oleh pelaku usaha + % 

keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

lintas sektor) s,d bulan n

- - 85,69 100,82
IKU Pembilang Penyebut
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Pada tahun 2021 

terdapat penurunan 

realisasi dan capaian 

persentase keputusan/ 

rekomendasi hasil 

inspeksi yang 

dilaksanakan oleh 

pemangku 

kepentingan, dari 

tahun 2020. Tahun 

2022 terdapat 

peningkatan realisasi maupun capaian dari tahun 2021 mes kipun 

target meningkat di tahun 2022. Pada Tahun 2024 realisasi dan 

capaian mengalami penurunan target dan capaian tahun 2022, namun 

demikian target tetap tercapai.  

 
�ƒ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

 
Berdasarkan 

grafik di atas, 

dapat 

disimpulkan 

bahwa realisasi 

persentase 

keputusan/ 

rekomendasi hasil 

inspeksi  yang 

ditindaklanjuti 

oleh pemangku 

kepentingan yang 

dilaksanakan 

Tahun 2024 oleh BBPOM di Semarang  berada di posisi terendah. 

Sedangkan posisi pertama yaitu BBPOM di Yogyakarta. Jika 

dibandingkan dengan target nasional kelima balai tersebut berada di 

atas  target nasional.  

 

�ƒ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Gambar 3. 24 Perbandingan Capaian IK 11 2020-2024 

Gambar 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 
Nasional dan Balai Seklaster IKU 11 
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1.  Meningkatnya pengetahuan/ pemahaman pelakun usaha 

menindaklanjuti hasil inspeksi, sebagai dampak atas pelaksanaan 

bimbingan teknis kepada pelaku usaha  

2.  Monitoring / pemantauan yang lebih intensif terhadap rekomendasi 

hasil inspeksi yang belum ditindaklanjuti pemangku kepentingan  

 

�ƒ Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

1.  Bimbingan teknis dan pendampingan kh ususnya bagi pelaku 

usaha UMKM berdampak meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan pelaku usaha  

2.  Monitoring terhadap penyampaian surat tindak lanjut kepada 

pelaku usaha mendorong pelaku usaha segera menyelesaikan 

pembuatan Tindakan perbaikan dan tindakan penc egahan ( CAPA) 

3.  Koordinasi dan komunikasi sangat membantu dalam pelaksanaan 

tindak lanjut baik oleh pemangku kepentingan.  

4.  Kegiatan Desk CAPA bagi pelaku usaha/ sarana produksi yang 

belum mengirimkan CAPA.  

 

 

�ƒ Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  

 

Tabel 3. 30 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK11 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih t inggi  

daripada % realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 

2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase 

IKU
Pagu Anggaran 

(Rp)

Realisasi 

Anggaran (Rp)

Realisasi 

Anggaran  

(%)

 Capaian 

IKU (%) 

Tingkat 

Efisiensi

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan

251.456.000     251.303.450     99,94      100,81 Efisien
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keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan .  

 

 

�ƒ Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

1.  Pendampingan / konsultasi khususnya bagi UMKM dalam 

penyusunan tindakan perbaikan dan Tindakan pencegahan atas 

temuan / hasil inspeksi  

2.  Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor ditingkatka n 

dengan memanfaatkan jaringan komunikasi melalui Whatsapp grup 

maupun pribadi dengan pemangku kepentingan  

 

�ƒ Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan Tahun 2024, telah 

dilakukan percepatan capaian kinerja dengan melakukan monitoring 

pelaksanaan keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi 

dan distribusi  serta melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada 

pemangku kepentingan sehingga  target renstra tahun 2024 akan bisa 

lebih cepat tercapai.  

 

IK.12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan 

tepat waktu  

 

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Tabel 3. 31 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat 

waktu 

 
Keputusan penilaian sertifikasi meliputi : Surat rekomendasi 

pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2, dan 3) dalam rangka pendaftaran 

produk OT, Hasil pemeriksaan sarana produksi Suplemen Kesehatan 

dalam rangka pendaftaran produk, Surat rekomendasi pemenuhan 

aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik, surat 

rekomendasi hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat  

tradisional/suplemen Kesehatan dalam rangka pendaftaran produk 
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impor OT, Kosmetik, SK Izin Pene rapan Cara Produksi Pangan Olahan 

yang Baik (IP CPPOB) skala usaha mikro dan kecil, Surat Rekomendasi 

penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 

(CPPOB) skala usaha besar dan menengah, Hasil Pemeriksaan dalam 

rangka verifikasi penerbit an Izin Penerapan Cara Produksi Pangan 

Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan skala 

usaha mikro dan kecil, Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat 

pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan 

(SMKPO) dalam rangka pendaft aran untuk importir baru; sertifikat 

pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat 

pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran, Hasil pemeriksaan 

PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan 

SKI/SKE produk dan bahan obat , OT, SK, Kosmetik, dan Pangan 

Olahan, dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga.  

Dari table diatas dapat dilihat pada Tahun 2024 realisasi keputusan 

penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,87% dan 

jika dibandingkan dengan target (99,80%), maka capaian adalah 

100,07% sehingga termasuk dalam kriteria Sangat Baik . 

 

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

Pada Tahun 2024 jumlah 

permohonan sertifikasi 

yang dilayani adalah 5358 

dengan hasil keputusan 

penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu 

5351 layanan sehingga 

realisasi mencapai 99,87%. 

Dilihat dari gambar jika 

dibandingkan  dengan 

tahu n 2024 , 2022, 2021, dan 2020 terjadi peningkatan realisasi kinerja 

pada tahun 2024, namun dari capaian kinerja terdapat penurunan 

nilai, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan target kinerja  

 

 

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

Gambar 3. 26 Perbandingan Capaian IK 12 2020-2024 
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Jika dilihat dari 

gambar dibawah, 

maka dapat 

disimpulkan 

bahwa capaian  

BBPOM di 

Semarang untuk 

persentase 

keputusan 

penilaian 

sertifikasi yang 

dilaksanakan 

tepat waktu 

menempati 

urutan kedua dibawah BBPOM Yogyakarta jika dibandingkan dengan 

balai seklaster.  

 

 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Kenaikan realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 

dilaksanakan tepat waktu dari tahun 2024  (99,77%) menjadi 99,87% 

pada Tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan sertifikasi yang secara 

terus menerus berupaya menin gkatkan pelayanan kepada pelaku 

usaha dengan kegiatan konsultasi dan pendampingan proses 

pengajuan sertifikasi, desk dan pendampingan pelaku usaha dalam 

penyelesaian CAPA, kegiatan jemput bola pendampingan registrasi 

serta kegiatan bimbingan teknis yang di laksanakan secara luring, 

maupun daring oleh BBPOM di Semarang  

Jika dilihat dari capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi 

yang dilaksanakan tepat waktu terjadi penurunan pada tahun 2024 

(100,007%) terhadap capaian tahun 2024  (100,37%), hal ini 

di sebabkan oleh kenaikan target tahun 2024.  Target pada tahun 2024  

adalah 99,4% dan target pada tahun 2024 dinaikkan menjadi 99,8% 

berdasarkan perhitungan trend realisasi target tahun 2021 -2024 . 

Dari masing -masing kegiatan yang mempengaruhi keputusan penila ian 

sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu, maka bisa dilihat untuk 

pemenuhan SLA SKI yang belum optimal, hal ini disebabkan oleh :   

Gambar 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 
Nasional dan Balai Seklaster IKU 12 
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1.  Penghilangan fitur notifikasi pada sistem e -bpom.pom.go.id 

menyebabkan pengajuan dan pengembalian proses evaluasi 

SKI/S KE tidak diketahui.  

2.  Penerbitan SKI yang tidak tepat waktu karena permasalahan 

sebagai berikut:  

a. Gangguan sistem e -bpom, yaitu SKI tidak terbit sehingga 

harus dilakukan rekomendasi ulang dan menyebabkan waktu 

penyelesaian menjadi  10 jam (SLA < 6 jam)  

b.  Terdapat pengajuan SKI yang tidak lengkap sehingga 

diperlukan revisi berulang dan waktu evaluasi merupakan 

akumulasi  

c. Kendala sinyal ketika petugas dinas (untuk role evaluator, 

penindaklanjut, dan perekom)  

3.  Gangguan pada jaringan server  Pusat Data Nasional sehingga 

berimbas pada sistem e -bpom.go.id dan pelaksanaan proses 

evaluasi SKI/SKE  

Terkait dengan kendala diatas, BBPOM di Semarang berupaya 

melakukan perbaikan berkesinambungan dengan cara :  

a. terus berkomunikasi dengan Pusdatin dan ke deputian melalui 

WAG  

b.  memberikan informasi kepada pelaku usaha ekspor/impor baik 

melalui WA Layanan Sertifikasi, email, atau WAG Pelanggan e -

bpom  

 

 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan  Kinerja  

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:  

1.  Melakukan bimbingan Teknis dengan tema seputar prosedur 

pengajuan sertifikasi dan persyaratannya  

2.  Melakukan pendampingan  dan desk konsultasi IP CPPOB terhadap 

pelaku usaha pangan yang sedang dalam proses pengajuan IP 

CPPOB 

3.  Melakukan regulatory assistance untuk PBF yang akan 

mengajukan permohonan dan program Desk CAPA untuk PBF yang 

sedang dalam proses CAPA (Corrective Actio n Preventive Action) 

serta pelayanan konsultasi online maupun offline dalam rangka 

sertifikasi CDOB  

4.  Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha terkait Penyelesaian CAPA 

dalam Rangka Sertifikasi CPOTB Bertahap, CPKB, Rekomendasi 
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Pemohon Notifikasi Kosmetik, Rekome ndasi PSB, serta Registrasi 

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan 

dan BTP   

5.  Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor (Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas 

Kesehatan Kota/Kabupaten, DPMPT SP, Dinas Perikanan dan 

Kelautan dan Dinas Peternakan, Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah) untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku 

usaha  

6.  Melakukan proaktif jemput bola terhadap sarana produksi yang 

akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa: bantuan 

untuk merancang denah bangunan industri kosmetik disesuaikan 

dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai 

persyaratan CPKB, pendampingan terhadap pemenuhan 

persyaratan GMP sarana pr oduksi pangan dan kosmetik, koordinasi 

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang data sarana PIRT 

yang siap naik kelas menuju MD, membuka pojok konsultasi pada 

kegiatan pameran yang melibatkan UMKM dan memotivasi mereka 

agar mendaftarkan produknya  

7.  Pendampingan registrasi melalui online dengan petugas Sertifikasi 

meliputi tutorial pendaftaran produk, bisa melalui layanan 

whatsapp nomor WA 081227701941  

 

 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  
Tabel 3. 32 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK12 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi 

daripada % realisasi anggar an 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 

2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase 

keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu .  
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 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

Berdasarkan Rencana Strategis BPOM Tahun 2025 -2029, Persentase 

keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tidak 

menjadi Indikator Kinerja Utama BPOM , Kegiatan sertifikasi akan tetap 

dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang sebagai bentuk Pelaya nan 

Publik dan tetap dilakukan upaya perbaikan untuk 

meningkatkan/mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan :  

1.      Peningkatan soft competency petugas sesuai regulasi terbaru  

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 

target  pemenuhan timeline pelayanan sertifikasi sesuai dengan 

SOP untuk menyajikan layanan yang berkualitas serta 

koordinasi internal dalam rangka meningkatkan kualitas  

pelayanan publik serta meminimalisir keluhan pelanggan  

 

 Informasi Tentang Pemanfaatan  Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2024, maka dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik  

 

IK.13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan  

 

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun  2024  
Tabel 3. 33 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan 

 
Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

dimaksud adalah industri farmasi, fasilitas produk biologi/sarana 

khusus (Unit Transfusi Darah /Lab Sel Punca), Industri Obat 

Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat 

Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Farmasi yang 

memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri 

Pangan MD da n Industri Rumah Tangga Pangan yang menunjukkan 

kesesuaian terhadap penerapan peraturan dan/ cara produksi yang 

baik. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengawasan rutin maupun 
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sebagai tindak lanjut/rekomendasi dari pusat maupun institusi lain 

yang terkait  pengawasan Obat dan Makanan.  

Pada Tahun 2024, Balai Besar POM di Semarang melakukan 

pemeriksaan terhadap sarana produksi sebanyak 354 sarana, 228 

sarana memenuhi ketentuan dan 126 sarana tidak memenuhi 

ketentuan. Persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan 

telah mencapai target  yang ditetapkan dengan capaian 103,05% 

dan  mendapat kriteria Sangat Baik . 

 

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

 
Pada grafik disamping 

menunjukkan capaian 

IK 13 pada tahun  

2020 -2024 selalu 

melebihi target yaitu 

berkisar 103,05% - 

113,04% dengan 

kriteria Sangat Baik . 

Dengan demikian 

BBPOM di Semarang  

pada tahun 2020 -2024 

berhasil mempertahankan capaian kinerja yang sangat baik. Pada 

kurun waktu 2020 -2024 terdapat peningkatan  target yang cukup 

signifikan, yaitu total 16,5% (46% pada tahun 2020 hingga 62,5% pada 

2024). Namun peningkatan target ini juga diimbangi dengan 

peningkatan realisasi secara konsisten dan terukur sehingga capaian 

selalu berada di atas 100% dan masuk krite ria sangat baik.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 28 Perbandingan Capaian IK 13 2020-2024 
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 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

 
Pada IK 13 tidak ada target nasional yang menjadi pembanding.  

Berdasarkan grafik perbandingan dengan balai seklaster disamping, 

realisasi persentase sarana produks i yang memenuhi ketentuan 

Tahun 2024 yang 

tertinggi adalah 

BBPOM di 

Jakarta (83,23%) 

dan yang 

terendah adalah 

BBPOM di 

Bandung 

(64,37%). 

Capaian BBPOM 

di Semarang 

(64,41%) masih di 

atas capaian 

terendah.  

 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Penin gkatan/Penurunan Kinerja  

Keberhasilan capaian kinerja sarana produksi obat dan makanan yang 

memenuhi ketentuan dengan kriteria Sangat Baik didukung oleh 

antara lain:  

1.  Kompetensi inspektur yang memadai sehingga pemeriksaan sarana 

produksi obat dan makanan dilaksanakan dengan baik sesuai target 

sarana yang diberikan, juga pendampingan terhadap pelaku usaha 

dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan atas hasil 

pemeriksaan, sehingga pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha 

dalam menerapkan Cara Prod uksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika 

dan Pangan Olahan yang Baik semakin meningkat.  

2.  Pelaksanaan sosialisasi dan/ bimbingan teknis kepada pelaku usaha 

mengenai peraturan/ketentuan terbaru baik pada saat pemeriksaan 

maupun dalam bentuk kegiatan yang disele nggarakan secara offline 

atau online untuk memudahkan pelaku usaha dalam menyelesaikan 

kendala/permasalahan yang sedang dihadapi  

Gambar 3. 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster IKU 13 
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3.  Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap riwayat hasil 

pemeriksaan sebelumnya, tindak lanjut yang diberikan, dan 

tindakan per baikan/pencegahan yang telah dilakukan oleh sarana 

produksi Obat dan Makanan  

 

 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

1.  Adanya pelatihan/bimtek dan forum komunikasi inspektur Obat dan 

Makanan baik secara daring maupun luring sebagai sarana dalam 

meningkatkan kompetensi inspektur, menyamakan persepsi pada 

saat pemeriksaan, pembahasan permasalahan di sarana, dan 

penetapan tindak lanjut yang perlu dibahas di tingkat nasional 

sebagai masuka n perbaikan standar/peraturan.  

2.  Bimtek kepada pelaku usaha antara lain Bimtek Penyusunan CAPA 

dan Desk CAPA, Bimtek CPKB, Bimtek Penandaan kepada UMK 

Kosmetik.   

3.  Pendampingan dan pembinaan bagi UMK obat tradisional, kosmetik 

dan pangan olahan terhadap peme nuhan persyaratan CPOTB, 

CPKB, dan CPPOB sehingga semakin banyak UMK yang mengajukan 

legalitas usaha dan izin edar produknya.  

4.  Pengelolaan data pemeriksaan sarana berbasis aplikasi yang bisa 

diakses setiap saat, antara lain terkait riwayat hasil pemeriksaa n 

sarana, surat tindak lanjut kepada sarana dan evaluasi 

CAPA/perbaikan terhadap hasil pemeriksaan.  

 

 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  

 
Tabel 3. 34 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK13 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah efisien  karena capaian indikator lebih tinggi  

daripada % realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 
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2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase 

sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.  

 

 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

Perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dilakukan melal ui 

upaya :  

1.  Peningkatan kompetensi inspektur melalui kegiatan 

pelatihan/bimtek/sosialisasi terkait peraturan/pedoman terkini di 

bidang obat dan makanan maupun penyegaran materi disusun 

berdasarkan gap kompetensi setiap inspektur.  

2.  Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten dan 

terukur terhadap sarana produksi obat dan makanan untuk 

meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha.  

3.  Pengembangan aplikasi untuk mengelola data pemeriksaan sarana 

termasuk monitoring dan evaluasi terhad ap riwayat hasil 

pemeriksaan sarana, surat tindak lanjut kepada sarana dan evaluasi 

CAPA/perbaikan terhadap hasil pemeriksaan.  

 

 Pemanfaatan Informasi atas Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan Tahun 2024, maka 

dilakukan pemanfaatan informasi untuk :  

1.  Percepatan capaian kinerja dengan melakukan pendampingan 

kepada sarana produksi Obat dan Makanan untuk segera 

melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan sesuai 

batas waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, target Renstra 

Tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.  

2.  Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja, 

sehingga penggunaan anggaran lebih efisien.  

3.  Melakukan evaluasi atas capaian kinerja termasuk tindak lanjut 

terhadap rekomendasi yang diberikan, dia ntaranya telah dilakukan 

beberapa kegiatan Bimtek dalam rangka meningkatkan kompetensi 

inspektur dan Bimtek kepada pelaku usaha untuk meningkatkan 

pemahaman dan kepatuhan.  

4.  Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya, 

terutama dalam penetapan target sarana produksi Obat dan 

Makanan yang diperiksa berikutnya.  
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IK.14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan  

 

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Tabel 3. 35 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi 

Ketentuan 

 
Cakupan sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa meliputi:  

1.  Sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, Pedagang Besar Farmasi)  

2.  Sarana pelayanan kefarmasian (apotek, Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin)  

3.  Sarana distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan 

(depot/toko jamu , distributor obat tradisional, distributor 

suplemen kesehatan)  

4.  Sarana distribusi kosmetika (Badan Usaha Pemilik Notifikasi, 

importir kosmetika, toko koametika, klinik kecantikan, salon/spa, 

counter kosmetika, distributor kosmetika)  

5.  Sarana distribusi pan gan (toko, minimarket, hypermarket, 

distributor pangan)  

 

Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

dimaksud adalah sarana distribusi Obat dan Makanan yang 

menunjukkan kesesuaian antara peraturan dan penerapan yang 

dilakukan oleh sarana. Pe meriksaan dilakukan dalam rangka 

pengawasan rutin maupun sebagai tindak lanjut/rekomendasi dari 

pusat maupun pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang 

dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil 

pengawasan, antara lain pelaku usa ha dan lintas sektor (pemerintah 

daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi 

lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).   

 

Pada Tahun 2024, Balai Besar POM di Semarang melakukan 

pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat  dan makanan sebanyak 

1.056 sarana, 848 sarana memenuhi ketentuan dan 208 sarana tidak 

memenuhi ketentuan.  
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Indikator kinerja kegiatan persentase sarana distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan pada Tahun 2024 mencapai 

realisasi 80,3 % dari targe t yang ditetapkan  sebesar 79,00%, dan telah 

mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 101,65 % 

dan  mendapat kriteria Sangat Baik.  

 

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

 
Realisasi persentase 

sarana distrib usi obat 

dan makanan yang 

memenuhi ketentuan 

Tahun 2024 adalah 

realisasi tertinggi  dan 

menunjukkan 

kenaikan 

dibandingkan Tahun 

2020, 2021. 2022, dan 

2024 . Namun 

capaiannya menurun jika dibandingkan Tahun 2020, 2021, dan 2024 . 

Hal tersebut karena adanya pen ingkatan target pada tahun 2024 yang 

signifikan menjadi 79% dari target 2024  (72%), target 2021 (70%) dan 

target 2020 (55%). Apabila penetapan target tahun 2024 mengikuti pola 

kenaikan setiap tahunnya sebesar 1% menjadi 73%, maka realisasi 

Tahun 2024 dapat  mencapai 110% dan capaian meningkat 

dibandingkan Tahun 2020, 2021, dan 2024 . Namun penetapan target 

Tahun 2024 sudah  reasonable  dan mampu dicapai sebesar 101,65% 

dengan kriteria Sangat Baik, meskipun bukan merupakan capaian 

tertinggi apabila dibandingkan capaian tahun 2020,2021 dan 2024 . 

 

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

 

Realisasi kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi 

ketentuan BBPOM di Semarang Tahun 2024 sebesar 80,3%.  Di antara 

Balai seklaster, realisasi BBPOM di Semarang lebih baik dibanding 

BBPOM di di Jakarta (77,32%) dan BBPOM di Surabaya (66,75%) 

namun masih di bawah BB POM di Bandung (82,64%).  

 

Gambar 3. 30 Perbandingan Capaian IK 14 2020-2024 
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 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Keberhasilan capaian kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang 

memenuhi ketentuan dengan kriteria Sangat Baik  didukung oleh 

antara lain :  

1. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten 

mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang b erlaku 

dan mau serta mampu melakukan pengawasan mandiri.  

2. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan obat tradisional, 

intensifikasi pengawasan kosmetik serta intensifikasi pengawasan 

pangan menjelang hari besar keagamaan dilakukan untuk 

mencegah produk Tanpa Izi n Edar/ Tidak Memenuhi Syarat/ 

berbahaya/ kedaluwarsa dan atau rusak digunakan/ dikonsumsi 

oleh masyarakat.  

3. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi 

memudahkan komunikasi dan tukar informasi antara pemerintah, 

pelaku usaha dan masyarakat sehingga  mendorong sarana 

mematuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran 

konsumen untuk cerdas memilih produk.  

4. Kerjasama dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan 

efektivitas pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.  

5. Dukungan Anggaran DAK yang dilaksanakan oleh Pemda 

Kabupaten/Kota memberikan dampak positif pada kesadaran 

pelaku usaha dalam pengelolaan obat  

 

Gambar 3. 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 
Nasional dan Balai Seklaster IKU 14 
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 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

Analisis program/ke giatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian        pernyataan kinerja, antara lain :  

1. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten 

dilakukan saat inspeksi di sarana distribusi agar menerapkan 

Cara Distribusi yang Baik sehingga produk dikelola dan diedarkan 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin 

masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu.  

2. Memberikan kesempatan/forum diskusi bagi pelaku usaha untuk 

melakukan konsultasi khususnya bagi pelaku usah a dalam 

membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) 

atau CAPA (Corrective Action and Preventive Action) baik secara 

langsung maupun daring.  

3. Sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi obat dan makanan 

terkait penggunaan aplikasi BPOM Mobile untuk melakukan 

pengecekan legalitas produk obat dan makanan beredar, aplikasi 

e-Public Warning Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan untuk 

melakukan pengecekan Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan 

yang mengandung Bahan Kimia Obat, website pom.go.id dan 

jdih.pom.go.id untuk mengakses informasi terkini terkait obat dan 

makanan.  

 

 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  

 
Tabel 3. 36 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK14 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah efisien  karena capaian indikator lebih tinggi  

daripada % realisasi anggaran 2024. Capaian output sarana distribusi 

obat dan makanan yang diperiksa adalah 1 .056 sarana (109,09%) dari 

target ouput 968 sarana. Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah 
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sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sarana 

distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.  

 

 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke De pan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

Perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dilakukan melalui 

upaya :  

1.  Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara konsisten 

terhadap sarana distribusi obat dan makanan untuk 

meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha.  

2.  Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap riwayat hasil 

pemeriksaan sebelumnya, tindak lanjut yang diberikan sesuai 

pedoman, dan tindakan perbaikan/pencegahan yang telah 

dilakukan oleh sarana.  

3.  Peningkatan kompetensi inspektur/petu gas melalui kegiatan 

pelatihan/sosialisasi/bimtek terkait peraturan dan pedoman 

terkini di bidang obat dan makanan.  

 

 Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan Tahun 2024, maka 

dilakukan pemanfaatan informasi untuk meningkatkan capaian kinerja 

dengan melakukan Pengawasan, pembinaan dan pendampingan secara 

konsisten dilakukan saat inspeksi di sarana distribusi agar 

menerapkan Cara Distribusi yang Baik sehingga produk dikelola dan 

diedarkan sesuai denga n persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin 

masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu  Dengan 

demikian, target renstra tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.  

 

 

IK.15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM DI SEMARANG  

 

 Perbandingan Antara Target Dengan Re alisasi Kinerja Tahun 2024  
Tabel 3. 37 Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) 

 
 

Penilaian kinerja UPP yang saat ini dikenal dengan Pemantauan dan 

Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik  (PEKPPP) mengacu 
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pada Peraturan Menteri PANRB No.29 Tahun 2022 Tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelenggaraan Pelayanan Publik dan 

Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan 

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara an 

Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan penilaian oleh Tim Penilai BPOM 

(Biro Hukum dan Organisasi) namun Indeks Pelayanan Publik (IPP) 

akan ditetapkan oleh Kementrian PANRB.  

                                 
Tabel 3. 38 Kategori Indeks Pelayanan Publik 

Range  Nilai Kategori  Makna  

0 �² 1,00  F  Gagal  

1,01 �² 1,50 E  Sangat Buruk  

1,51 �² 2,00  D Buruk 

2,01 �² 2,50  C- Cukup (Dengan Catatan)  

2,51 �² 3,00  C Cukup  

3,01 �² 3,50) B-  Baik (Dengan Catatan  

3,51 �² 4,00  B  Baik 

4,01 �² 4,50  A- Sangat Baik  

4,51 �² 5,00  A Pelayanan Prima  

 
 
Realisasi indeks pelayanan publik Tahun 2024 sebesar 4,92 (Pelayanan 

Prima); nilai ini telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 4,7 

dengan capaian sasaran indikator sebesar 104,68% dengan kategori 

Sangat Baik.  

 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik 

BBPOM di Semarang berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi :  
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1.  Kebijakan Pelayanan (bobot 24%)  

Penilaian aspek Kebijakan Pelayanan meliputi Standar Pelayanan, 

Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan  Masyarakat  

2.  Profesionalitas SDM (25%)  

Penilaian aspek profesionalisme meliputi kompetensi, 

responsivotas, kode etik, pemberian reward and punishment  dan 

budaya pelayanan  

3.  Sarana Prasarana (18%)  

Penilaian aspek Sarana dan Prasarana meliputi kenyamanan ruang 

tunggu dan fasilitas lainnya, sarana dan prasarana bagi yang 

berkebutuhan khusus, sarana prasarana front office  dan sarana 

penunjang lainnya.  

4.  Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%)  

Penilaian aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi Sistem 

Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik  

5.  Konsultasi dan Pengaduan (10%)  

Penilaian aspek konsultasi dan pengaduan meliputi ketersediaan 

sarana dan media konsultasi dan pengaduan serta rubrik, 

dokumentasi dan publikasi konsult asi dan pengaduan yang mudah 

diakses.  

6.  Inovasi (12%)  

 

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

 

Berdasarkan data 

grafik, persentase 

capaian realisasi 

maupun Indeks 

Pelayanan Publik  

BBPOM di Semarang 

pada Tahun 2024 

sebesar 4,92, nilai 

indeks ini mengalami 

peningkatan yang 

cukup siginifikan jika 

dibandingkan 

pencapaian pada 

tahun 2020 hingga 2024 . Nilai indeks maksimal (nilai sempurna 5) 

Gambar 3. 32 Perbandingan Capaian IK 15 2020-2024 
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diperoleh pada Aspek  Profesionalisme SDM, Sar ana Prasarana, dan 

Konsultasi dan Pengaduan sedangkan pada Aspek lainnya (Kebijakan 

Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan, dan Inovasi) masih perlu 

dievaluasi, ditindaklanjuti dan diperbaiki untuk tahun -tahun 

mendatang sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penilai Internal Badan 

POM 

 

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

 
 

Berdasarkan data 

pada grafik 

perbandingan 

realisasi kinerja 

untuk Indeks 

Pelayanan Publik 

di tingkat UPT 

Tahun 2024,  

BBPOM di 

Semarang 

memperoleh 

realisasi nomor 

empat setelah 

BBPOM di Surabaya,  sedangkan BBPOM di Bandung menempati 

urutan kelima. Secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan 

target (standar Nasional) Badan POM sebesar 4,7, capaian nilai IPP 

Kelima UPT seklaster te rsebut semuanya telah melampaui target.  

 

 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan 

Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan 

Kinerja)  

Pada triwulan III telah dilakukan evaluasi  oleh Tim Pemantauan dan 

Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM yang 

diperoleh hasil BBPOM di Semarang memperoleh Indeks Pelayanan 

Publik dengan nilai 4,92 dengan kategori Pelayanan Prima.  

 

 

 

Gambar 3. 33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 
Nasional dan Balai Seklaster IKU 15 
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Berikut adalah Hasil Evaluasi dari tiap aspek :  

 
Tabel 3. 39 Hasil Evaluasi dari tiap aspek 

No.  Aspek  Bobot 

(%) 

Aspek 

Indeks  

Rekomendasi  

1 Kebijakan 

Pelayanan  

24  4,93  ƍ Monev SP agar lebih luas lagi 

cakupannya, tidak hanya 
dalam aspek pemenuhan SLA. 

Dapat juga mereviu hal -hal 
yang perlu perbaikan 
berdasarkan SKM dan 

masukan dari pelanggan, atau 
misalnya jika ada perubahan 
kebijakan dari supra sistem.  

ƍ Rencana tindak lanjut untuk 
SKM Mandiri (bulanan) dapat 

dirumuskan sebagai tahapan -
tahapan pendek untuk 
menuju hasil utama yang 

ingin diperbaiki dalam jangka 
panjang, sehingga proses 

penyelesaian TL dapat selesai 
100% pada bulan berikutnya.  

2 Profesionalisme 

SDM  

25  5 Semua Indikator Telah 

Terpenuhi  

3 Sarana dan 

Prasarana  

18  5 Semua Indikator telah terpenuhi  

4 Sistem 
Informasi 

Pelayanan  

11  4,7  Dapat melakukan sinkronisasi 
pemutakhiran informasi dari 

sosial media ke subsite, sehingga 
pemutakhiran informasi bisa 

dilakukan harian.  

5 Konsultasi dan 

Pengaduan  

10  5 Semua Indikator telah terpenuhi  

6 Inovasi  12  4,5  Aktif berpartisipasi dalam 
kompetisi inovasi baik di 

lingkungan internal BPOM 
maupun di tingkat nasional 

(KIPP).  
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 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang -undangan. Indeks Pelayanan Publik 

merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya 

Efektifitas P emeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan 

Publik. Berbagai upaya dilakukan BBPOM di Semarang dalam rangka 

meraih kategori penilaian òPelayanan Primaó, yaitu pemenuhan 

persyaratan/klausul penilaian secara maksimal untuk seluruh 6 

(enam) aspek penil aian. Berdasarkan penilaian/evaluasi mandiri, 

terdapat 3 (tiga)  aspek mendapatkan nilai maksimal dibandingkan 

dengan pencapaian tahun 2024  yaitu Aspek  Profesionalisme SDM, 

Sarana Prasarana, dan Konsultasi dan Pengaduan. BBPOM di 

Semarang terus berupaya m encapai nilai IPP maksimal dengan 

melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh 

Tim penilai internal Badan POM  antara lain:  

1.  Penetapan standar pelayanan tahun 2024 tanggal 29 November 

2024 dengan melibatkan unsur penta helix (Pemerintah, Pelaku 

Usaha, Masyarakat, Akademisi, dan Media) di Forum Konsultasi 

Publik maupun Public Hearing.  Standar pelayanan  telah 

mengalami beberapa perubahan antara lain: adanya penambahan 

layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan layanan 24 jam (PAM RI), 

masukan/sa ran dari pelanggan, rekomendasi dari tim penilai 

Kementerian PAN RB terkait sarana dan prasarana kelompok 

rentan, serta penyesuaian dengan peraturan dan alur pelayanan 

terkini.   

2.  Publikasi Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan di berbagai 

media termasuk  media cetak (Buku Saku );  

3.  Tindak Lanjut  Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak 

lebih dari 1 bulan;  

4.  Peningkatan peran dan profesionalisme SDM dengan menerbitkan 

SK pelaksanaan tugas Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional 

ataupun pekerjaan yang dila kukan di luar jam kerja, dll  

5.  Penetapan kode etik, kode perilaku, budaya pelayanan yang harus 

dipatuhi oleh seluruh petugas pelayanan publik, termasuk 
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mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi untuk petugas 

pelayanan publik;  

6.  Penyediaan dan pemeliharaan s arana prasarana pelayanan publik 

yang memadai termasuk untuk kelompok rentan;  

7.  Secara berkelanjutan memberikan pendidikan/pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, 

coaching/mentoring, capacity building  dan mekanisme lainnya 

guna untuk mem otivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan 

publik melalui pelatihan Bahasa Isyarat pada Bulan oktober 2024, 

dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.  

8.  Upaya pemutakhiran data dan informasi yang dilakukan setiap 

hari didukung dengan aplikasi mau pun sistem;  

9.   Sistem antrian di ruang layanan publik berfungsi dengan baik 

serta tersedia untuk kelompok prioritas.  

10.  Tersedianya inovasi yang mendukung pelayanan publik MELON 

MANIS (Melalui Online Memberikan Informasi), Layanan CEKATAN 

(Layanan Pengecekan La boratorium untuk Masyarakat dan 

Sekolahan), LAKONE SEKTI ((LAyanan KONsultasi Efektif 

SertifiKasi regisTrasI obat dan makanan), SOS (Sinau Online 

Sareng), serta GUMREGAH (Nggugah UMKM Resik Saking Bahan 

Berbahaya). Inovasi GUMREGAH telah berhasil meraih TO P 24 

dalam Kompetisi Inovasi KOIN BPOM 2024.  

 

 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  

 
Tabel 3. 40 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK15 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi 

daripada % realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 

2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks 

Pelayanan Publik .  
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 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

Upaya -upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan 

dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:  

 Penyusunan dokumen pelaksanaan dan pemenuha n variabel 

penilaian pelayanan publik pada aspek Kebijakan Pelayanan, 

profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi 

Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, dan Aspek 

Inovasi sesuai ketentuan.  

 Menindaklanjuti rekomendasi penilaian PE KPPP tahun 2024 antara 

lain:  

o Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Standar 
Pelayanan agar lebih luas lagi cakupannya antara lain tindak 
lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan masukan 

dari pelanggan maupun perkembangan peraturan dan alur 
pelayanan.  

o Membuat rencana tindak lanjut untuk SKM Mandiri (bulanan) 
yang lebih sistematis dengan tetap berkoordinasi dengan 
substansi terkait ehingga proses penyelesaian TL dapat selesai 

100% pada bulan berikutnya  
o  Melakukan pemutakhiran data infornasi har ian antara lain 

data infomrasi layanan SKI/SKE, jumlah layanan serta 

pemutakhiran informasi dari sosial media ke subsite.  
o Aktif berpartisipasi dalam kompetisi inovasi baik di lingkungan 

internal BPOM maupun di tingkat nasional Kompetisi Inovasi 
Pelayanan P ublik (KIPP).  

 

 Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Laporan kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kendala dan kelemahan 

sehingga bisa dilakukan tindakan perbaikan untuk kegiatan 

selanjutnya.  
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IK.16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan 

olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik  

 

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Tabel 3. 41 Realisasi Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan 

dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik 

 
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar 

produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang 

baik, merupakan indi kator kinerja utama yang ditetapkan pada tahun 

2022. Jika dilihat pada tabel di bawah ini, maka capaian persentase 

UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau 

pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 112,36% (Sangat Baik). 

Hal ini dikaren akan sebanyak 30 UMKM Pangan, 5 UMKM OT, dan 5 

UMKM Kosmetik mendapatkan pendampingan sesuai tahapan dan 

memperoleh SPA CPKB, Sertifikat CPOTB Bertahap, dan IP CPPOB 

tepat waktu.  

 

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebel umnya  

Dibandingkan dengan 

tahun 2024 , pada 

Tahun 2024 capaian 

persentase UMKM 

yang memenuhi 

standar produksi 

pangan olahan 

dan/atau pembuatan 

OT dan Kosmetik yang 

baik mengalami 

penurunan. Hal ini 

dikarenakan pada 

pertengahan 2024 terdapat review terhadap target tahunan, dimana 

pada tahun 2024, target untuk indikator Persentase UMKM yang 

memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat 

Tradisional dan Kosmetik yang baik mengalami peningkatan menjadi 

Gambar 3. 34 Perbandingan Capaian IK 16 2020-2024 
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89%, sehingga nilai capaian mengal ami penurunan dikarenakan faktor 

pembagi yang lebih besar. Tetapi jika dilihat dari realisasi tahun 2024 

ada peningkatan dibandingkan tahun 2024 .  

 

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

Jika dibandingkan 
dengan balai 
seklaster, realisasi 

kinerja BBPOM di 
Semarang sama 

dengan Balai 
seklaster.  Dan 

dibandingkan 

dengan standar 
nasional, BBPOM 
di Semarang 

memperoleh 
real isasi lebih 

tinggi.  
 

 

 

 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Keberhasilan pencapaian Persentase UMKM yang memenuhi standar 

produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang 

baik sebesar 100% disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :   

1.  Melakukan pemetaan dan mendorong UMKM agar menyelesaikan 

dokumen  dan masuk ke tahapan sertifikasi  

2.  Intensifikasi pelaksanaan pendampingan ke sentra -sentra produksi  

3.  Fokus melakukan evalusi dan pendekatan terhadap UMKM yang 

sudah memiliki dokumen untuk menyelesaikan tahapan 

pendampingan  

 

 Analisis Program/Kegiatan  yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

1.  Melakukan seleksi awal UMKM yang akan masuk ke Program  

Pendampingan untuk memastikan komitmen dan kesiapan sarana 

dalam proses sertifikasi sehingga dapat memenuhi standar 

produksi  pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik 

yang baik  

Gambar 3. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 
Nasional dan Balai Seklaster IKU 16 
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2.  Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan 

berkesinambungan antara lain: Inspektur Pangan, Penyuluh 

Keamanan Pangan, Inspektur CPOTB, Inspektur CPKB Junior, 

Inspektur CPKB Senior, Inspektur CPK B Kepala.  

3.  Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif percepatan 

pemenuhan dokumentasi CPOTB terhadap pelaku usaha OT yang 

belum mempunyai sertifikat CPOTB bertahap  

 

 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  

 
Tabel 3. 42 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK16 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah efisien  karena capaian indikator lebih tinggi 

daripada persentase realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator 

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan 

dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik . 

 

 

 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

Upaya -upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan 

dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:  

1.  Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif untuk 

percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di 

UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik menggunakan 

berbagai media baik offline maupun online  

2.  Menggantikan UMKM Target Pendampingan yang mengundurkan 

diri dengan UMKM yang lebih berkomitmen un tuk melakukan 

perbaikan sarana sesuai standar produksi pangan olahan yang baik  
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 Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2024, agar target Persentase 

UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau 

pembuatan OT dan  Kosmetik yang baik tercapai maka BBPOM di 

Semarang petugas BBPOM di Semarang melakukan jemput bola proses 

permohonan sertifikasi ke sentra -sentra usaha dan pelaku usaha yang 

mempunyai kendala baik dalam hal sarana prasarana dan sumber daya 

manusia. Petuga s BBPOM di Semarang akan membantu pelaku usaha 

menyusun panduan mutu produksi dan melakukan proses 

pendaftaran secara online melalui oss.go.id dan melalui website BPOM .  

 

IK.17. Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan 

makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang 

kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota  

 

 Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Tabel 3. 43 Realisasi persentase Indikator Kinerja Keterlibatan Balai Besar POM di Semarang Dalam 

Program Sediaan dan Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota 

 
Realisasi persentase keterlibatan Balai Besar POM di Semarang dalam 

program sediaan dan makanan minuman se rta program pemberdayaan 

masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/ kota tahun 

2024 sebesar 96,07% sehingga capaiannya sebesar 101,13% dengan 

kriteria sangat baik.  

Keterlibatan BBPOM di Semarang dalam program sediaan farmasi dan 

makanan minuman se rta program pemberdayaan masyarakat di 

bidang kesehatan mencakup keterlibatan pada 3 (tiga) aspek yaitu 

Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan 

Makanan (TKPPOM), Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting 

(TPPS), dan Pelaksanaan DAK  Non Fisik BOK POM.  

Rincian kegiatan dalam Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) seperti kegiatan 

peningkatan koordinasi tata hubungan kerja berupa advokasi/ 

pertemuan/ rapat/ FGD (Focus Group Discussion) dengan OPD terkait 

terkait dengan pengawasan obat dan makanan, operasi terpadu terkait 

pengawasan obat dan makanan bersama dengan OPD terkait, monev 



 

 

 150  

 

berkala bersama dengan OPD terkait terkait pengawasan obat dan 

makanan, dan tindak lanjut dalam rangka pengawasan Obat  dan 

Makanan bersama dengan OPD terkait.  

Rincian kegiatan dalam pelaksanaan tim percepatan penurunan 

stunting meliputi kegiatan peningkatan koordinasi tata hubungan 

kerja, dapat berupa advokasi, pertemuan, rapat, operasi terpadu, 

monev berkala, tindak lan jut dalam rangka pengawasan Obat dan 

Makanan yang mendukung percepatan penurunan stunting bersama 

lintas sektor/ OPD terkait.   

Adanya Dana Alokasi Khusus/ DAK non fisik BOK POM merupakan 

salah satu upaya yang dilakukan BPOM untuk memperkuat peran 

pemerint ah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan 

obat dan makanan. Peran UPT dalam pelaksanaan kegiatan DAK non 

fisik BOK POM seperti menyampaikan dan memverifikasi permintaan 

usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten /Kota, penelaahan/ reviu terhadap usulan Rencana Kerja 

dan Anggaran, pembinaan/ pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik 

BOK POM, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK 

POM secara mandiri maupun terpadu, monitoring dan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/ 

Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM 

yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta 

mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM 

dan tindak lanju t perbaikan yang diperlukan.  

 

Pada tahun 2024 kegiatan terkait koordinasi pembinaan dan 

pengawasan obat dan makanan yang telah dilaksanakan seperti 

mendorong pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Obat dan Makanan yang melibatkan BBPOM di Sem arang sebagai 

Wakil Ketua II di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dan dituangkan 

dalam surat keputusan TKPPOM yang disetujui oleh Gubernur atau 

Bupati/ Walikota, Audiensi dengan Bupati Rembang, Pengawasan obat 

dan makanan bersama dengan lintas sektor, p elaksanaan tindak lanjut 

hasil pengawasan bersama dengan lintas sektor, monitoring dan 

evaluasi pengawasan obat dan makanan bersama dengan lintas sektor.  

Kegiatan terkait percepatan penurunan stunting seperti mendorong 

pembentukan tim percepatan dan penuru nan stunting yang 

melibatkan BBPOM di Semarang sebagai anggota Bidang Koordinasi 
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dan Konvergensi di TPPS tingkat provinsi dan sebagai anggota dalam 

TPPS kabupaten/ kota, rapat dengan lintas sektor terkait, menjadi 

narasumber bersama tokoh masyarakat untuk percepatan penurunan 

stunting.     

Kegiatan terkait DAK selama tahun 2024 meliputi verifikasi usulan 

DAK tahun 2025, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK bersama 

pusat, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan DAK secara mandiri, 

verifikasi laporan ke giatan DAK melalui aplikasi Smartpom, menjadi 

narasumber dalam Bimtek pengawasan obat dan makanan dalam 

pelaksanaan DAK.  

 

 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

Pada periode sebelum 

tahun 2024 

keterlibatan UPT 

dalam program 

sediaan farmasi dan 

makanan minuman 

serta program 

pemberdayaan 

masyarakat bidang 

kesehatan di Provinsi/ 

Kabupaten/ Kota 

belum dimasukkan dalam Indikator Kinerja BPOM sehingga tidak ada 

capaian tahun sebelumnya.  

realisasi kegiatan keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan 

makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang 

kesehatan di Provinsi dan kabupaten/ kota sebesar 96,07%  dengan 

taget 95% sehingga capaiannya sebesar 101,13%.  

 

 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

Jika dibandingkan dengan balai seklaster, BBPOM di Semarang 

Gambar 3. 36 Perbandingan Capaian IK 17 2020-2024 
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menduduki 
peringkat 

kelima dengan 
realisasi  

96,07%.   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan kinerja 

serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan), yaitu :  

1.  Kemajuan teknologi yang mempermudah koordinasi dan 

komunikasi dengan PIC DAK dengan membentuk whatsapp group  

ataupun penyampaian pelapran ke giatan DAK melalui bitly.  

2.  Penerbitan jukop pelaksanaan DAK 2024 baru terbit pada bulan 

Juli 2024, meskipun demikian sudah terbit surat edaran terkait 

petunjuk teknis pelaksanaan DAK 2024 pada bulan Februari 

2024.  

3.  Aturan dalam pelaksanaan DAK pada kabupaten / kota berbeda -

beda sehingga beberapa kabupaten kota belum melaksanakan 

kegiatan karena menunggu jukop.  

4.  Adanya perbedaan aturan yang ada pada Jukop 2024 dengan 

juknis sehingga menyulitkan PIC DAK kabupaten/ kota dalam 

pelaporan.  

5.  Pelaporan kegiatan DAK belu m dapat dilakukan melalui 

SMARTPOM karena belum dapat difungsikan  

6.  Belum adanya SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Obat dan Makanan pada beberapa Kabupaten/ Kota  

7.  Belum ada koordinasi kegiatan percepatan penurunan stunting 

khususnya di kabupaten/ kot a pada catchment area pengawasan 

Balai Besar POM di Semarang.  

8.  Koordinasi dengan bidang lain, usulan dari Badan POM untuk 

melibatkan lebih banyak personel dari bidang lain sebagai TIM.  

Gambar 3. 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster IKU 17 
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 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, antara lain :  

1.  Audiensi/ advokasi/dengan pemerintah daerah terkait 

pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.  

2.  Rapat koordinasi/ FGD dengan pemerintah daerah terkait 

pembinaan, pengawasan obat dan makanan serta percepatan 

penurunan stunting dengan pemerintah terkait pada tingkat 

provinsi/ kabupaten/ kota.  

3.  Menjadi narasumber pada kegiatan bimbingan teknis terkait 

penur unan stunting dan pengawasan obat dan makanan di 

daerah  

4.  Menginisiasi pembentukan TKPPOM/ Tim Koordinasi Pembinaan 

dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/ Kota.  

5.  Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan output kegiatan 

DAK di kabupaten/ kota setiap bulannya.  

6.  Menjadi narasumber pada kegiatan DAK seperti bimbingan teknis 

kepada pelaku usaha industry rumah tangga pangan, 

penanggung jawab apotek dan toko obat.  

7.  Desk keterlibatan Balai dengan Tim Monev Biro Perencanaan dan 

Keuangan  

8.  Monitoring dan E valuasi dengan OPD terkait pengawasan obat 

dan makanan  

9.  Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK serta identifikasi 

permasalahan dan penentuan tindak lanjut  
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 Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  

 
Tabel 3. 44 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK17 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui capaian IK sebesar 101,13% 

dengan kriteria efisien. Dengan demikian dapat disimpulkan bila 

anggaran 2024 telah sepenu hnya mendukung pencapaian persentase 

keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan 

minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 

di provinsi/ kabupaten/ kota.  

 

 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan 

(Rekomendasi Perbaikan Kinerja)  

Upaya -upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan 

dalam meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:  

 Meningkatkan koordinasi dengan pic DAK kabupaten/ kota melalui 

whatsapp group   

 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hambatan/ kendala yang 

dihadapi dalam kegiatan DAK Kabupaten/ Kota  

 Mendorong percepatan penggunaan aplikasi SMARTPOM untuk 

pelaporan anggaran dan kegiatan DAK.  

 Koordinasi/ advokasi dengan pemerintah daerah terkait 

pembentukan tim pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.  

 Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam kegiatan percepatan 

penurunan stunting.  

 penambahan tim dari fungsi lain agar dokumen yang diminta dari 

fungsi lain seperti infokom dapat dicapai.  
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 Informasi Tentang Pemanfaatan Kinerja  

Berdasarkan capaian target pada tahun 2024 keterlibatan UPT dalam 

program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program 

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/ kota 

masih perlu dilakukan dan ditingkatkan.  
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Tabel 3. 45 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Sasaran Strategis 5 

 
Pada Tahun 2024 BBPOM di Semarang berhasil meningkatkan 

efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di 

lingkup BBPOM di Semarang dengan NPS sebesar 101% dengan kriteria 

Sangat Baik.  

 

IK.18. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan  

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei 

dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi 

peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun 

berjalan. Indikator  ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:  

1.  Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;  

2.  Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;   

3.  Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;  

4.  Tingkat minat terhadap informasi obat d an makanan  

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah 

menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM 

SK 5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, 
edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja 
BBPOM Di Semarang 
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dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face 

interview, penyebaran kuisioner dan online survei.  

 

Ƌ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Tabel 3. 46 Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan 

 
 

Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan 

Makanan digunakan untuk mengukur efektifitas pemahaman 

masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM 

melalui kegiatan KIE. BBPOM di Semarang melaksanakan Survei 

Efektifitas KIE di Tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 673 

orang. Survei diberi kan kepada responden yang telah mengikuti 

kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan metode kegiatan 

yang beragam seperti KIE melalui media sosial, media elektronik, media 

luar ruang, maupun penyuluhan secara langsung. Berdasarkan survei 

tingkat ef ektifitas KIE, didapatkan:  

1.  penilaian masyakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE 

sebesar 95,56%;  

2.  nilai tingkat pemahaman Masyarakat  terhadap konten informasi 

yang , diterima sebesar 96,5%;  

3.  penilaian Masyarakat terhadap manfaat program KIE 97,4 7% 

4.  dan minat Masyarakat terhadap informasi obat dan makanan 

adalah yang paling rendah yaitu sebesar 91,68%.  

Keempat indikator tersebut memberikan pengaruh besar terhadap  

keberhasilan capaian efektifitas KIE (100,54%).  

 

Ƌ Realisasi  Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun -

Tahun Sebelumnya  

 

Berdasarkan tabel 

diatas, terjadi 

penurunan % capaian 

dari tahun 2020 

hingga 2021, namun 

jika dilihat 

realisasinya, Indeks 
Gambar 3. 38 Perbandingan Capaian IK 18 2020-2024 
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efektifitas KIE selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, mulai 

tahun 2020 sebesar 91,38; tahun 2021 senilai 92,5; tahun 2022 senilai 

93,38  tahun 2024  sebesar  94,60 dan tahun 2024 sebesar 96,02 .  

Tingkat efektifitas KIE Tahun 2024 yang melampaui target dapat dilihat 

dari peningkatan minat responden terhadap informasi yang diberikan 

dengan metode penyuluhan. Metode tatap muka langsung melalui 

penyuluhan adalah yang paling diminati responden sehingga mampu 

meningkatkan pema haman, dan manfaat KIE sehingga memperoleh  % 

capaian lebih dari 100% ( Capaian 100,54% dengan kriteria sangat baik 

di Tahun 2024.  

 

Ƌ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster  

 

Berdasarkan 

grafik diatas, 

Realisasi Kinerja 

BBPOM di 

Semarang berada 

dibawah Realisasi 

4 Balai seklaster 

tetapi sudah 

diatas target 

nasional. BBPOM 

di Surabaya 

memiliki realisasi 

kinerja diatas 

BBPOM di Semarang dan diatas 3 Balai seklaster serta telah mampu 

melebihi standar nasion al. Agar realisasi indeks efektifitas KIE BBPOM 

di Semarang standar nasional dan lebih tinggi dari Balai seklaster, 

maka BBPOM di Semarang perlu Menyusun strategi, inovasi, dan 

metode kegiatan KIE agar lebih menarik minat masyarakat ,  

meningkatkan pemaham an serta meningkatkan manfaat KIE.  

 

Ƌ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja  

Berdas arkan hasil survey pada Tahun 2024, terjadi peningkatan 

capaian kinerja dari tahun 2022 sebesar (100,41) ke Tahun 2024 

sebesar (100,54)tetapi belum melampaui capaian kinerja 2024  (100.64 ) 

Gambar 3. 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar 

Nasional dan Balai Seklaster IKU 18 
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Peningkatan capaian dipengaruhi oleh penambahan jumlah responden 

yang mendapatkan atau terpapar KIE oleh BBPOM di Semarang 

termasuk upaya memberikan informasi tentang maksud dan manfaat  

pengisian survey dan memberikan penjelasan detail sebelum 

melakukan survey juga dapat meningkatkan capaian efektifitas KIE.  

 Pada Tahun 2024 BBPOM di Semarang telah melakukan  KIE kepada 

36.686 orang dari target 28.138 orang, Sosialisasi atau 

informasi/edukasi  melalui media sosial juga disampaikan  kepada 

masyarakat dengan pengikut instagram lebih dari 13.000 orang.  

Sesuai survei efektif itas KIE, yang dinilai masyarakat paling bagus dan 

bermanfaat adalah metode KIE secara langsung ( 30,6%) diikuti KIE 

melalui Media Sosial (19,6 %) dan webinar / daring (18,4%).  

Mempersiapkan Penyelenggaraan KIE dengan sebaik baiknya  sehingga 

masyarakat p uas terhadap penyelenggaraan KIE juga akan 

meningkatkan minat masyarakat terhadap KIE yang dilakukan. Selain 

itu, maraknya isu dan atau hoax terkait obat dan makanan di 

masyarakat juga berpengaruh terhadap peningkatan minat masyarakat 

untuk mengikuti dan m endapatkan manfaat dari KIE.  

Beberapa kegiatan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh 

masyarakat juga memberi kontribusi dalam meningkatkan nilai 

kemanfaatan KIE. Adanya inovasi Gumregah (Nggugah UMKM Resik 

Saking bahan Berbahaya) dimana pada kegia tan ini para kader PKK 

dan sanitarian yang terlibat , diberikan KIE tentang keamanan pangan 

dan cara uji Bahan Berbahaya pada pangan dengan menggunakan alat 

uji cepat. Dari  hasil KIE ini, para kader dapat melakukan sampling dan 

uji mie bakso, bakmie Jowo dan mi kopyok yang dijual di daerah masing 

masing yang dicurigai mengandung  formalin dan boraks secara 

mandiri.  

Demikian juga dengan adanya inovasi Gumregah Plus yang melibatkan 

tidak hanya PKK dan sanitarian serta media, tetapi juga melibatkan 

pelaku us aha pangan yang mempunyai program CSR untuk 

memfasilitasi PKK dengan tes kit agar mampu menguji pewarna tekstil 

Rhodamin B yg berwarna merah pada terasi sebagai produk yang 

menjadi  unggulan Rembang dan Pati  . Harapannya dengan adanya 

inovasi ini produk terasi akan berubah lebih baik, tidak menggunakan 

pewarnq tekstil merah dalam produksinya, sehingga lebih aman untuk 

dikonsumsi.  
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Pendampingan para Pelaku Usaha yang akan mengurus legalitas 

produk melalui     inovasi Melon Manis ( Melalui On line Memberikan 

Informasi ), ini merupakan salah satu ragam KIE dengan platform zoom 

meeting yang menarik minat pelaku usaha, karena lebih efektif dan 

efisien, sehingga mampu meningkatkan nilai minat pelaku usaha pada 

KIE .  

Adanya Inovasi Layanan Cekatan, pamer an , kegiatan bersama 

Pramuka melalui SAKA POM, banyaknya konten berupa video di 

medsos, kolaborasi dengan media elektronik / media online dan lintas 

sektor, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi adalah 

kegiatan/program yang dapat meningkatkan raga m media KIE, minat 

masyarakat, pemahaman masyarakat dan manfaat KIE sehingga 

capaian indeks efektifitas meningkat .  

 

 

Ƌ Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai 

Kinerja  
Tabel 3. 47 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja IK18 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber 

daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi 

daripada prosen realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila 

anggara n 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator 

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan. Pada Tahun 2024 telah 

dilakukan pemblokiran sebesar 8.730.230.000 pada awal tahun 

anggaran tetapi dibuka kembali pada akhir triwulan kedua. Anggaran 

tersebut d igunakan untuk optimalisasi kegiatan KIE bersama Tokoh 

Masyarakat/Lintas Sektor.  

 

Ƌ Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja  

Salah satu kegiatan yang pada saat penyelenggaraannya dilakukan 

survei t erhadap efektifitas KIE yaitu KIE bersama Tokoh Masyarakat 

Anggota DPR RI Komisi  IX. Termasuk juga KIE yang dilaksanakan oleh 

lintas sektor yang melibatkan petugas BBPOM di Semarang sebagai 

narasumber.  










































































































































































































































































































































































































